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ABSTRAK

Melisa Octaviani. Resistensi Sektor Informal Perkotaan Studi Kasus Empat
Pedagang Kaki Lima di Pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat. Skripsi
Pendidikan Sosiologi, Jakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas lImu
Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk resistensi PKL di Pasar
Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penelitian ini juga bertujuan untuk
menjelaskan faktor penyebab PKL melakukan resistensi. Teori yang digunakan
untuk menganalisis studi kasus yang diambil dalam penelitian ini dikaji dengan
teori konflik perspektif Ralf Dahrendorf.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan
dokumentasi di lapangan. Informan dalam penelitian ini adalah delapan informan
yang terdiri dari empat orang PKL di Pasar Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat
yang menjadi subjek utama, yang menjadi korban dan pelaku dari adanya kasus
yang akan diteliti dalam penulisan ini. Satu petugas parkir di Pasar Jati Baru dan
satu pengunjung Pasar Jati Baru. Serta dua Satpol PP yang bertugas di Pasar Jati
Baru dan dua informan pendukung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa PKL di Pasar Jati Baru memiliki
bentuk perlawanan ketika adanya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.
Bentuk resistensi lebih banyak ditemukan dalam skala kecil seperti hinaan dan
makian. Namun, jika ada penertiban gabungan dari Wali Kota PKL beberapa kali
melalukan perlawanan berupa tindak kekerasan bahkan mengeluarkan senjata.
Selain itu faktor yang menyebabkan PKL melakukan perlawanan adalah faktor
ketidakadilan dimana para PKL merasa sudah membayar sejumlah uang yang
beralasan sebagai uang keamanan dan kebersihan. Selain itu faktor kebutuhan hidup
bagi para PKL. Dalam hal ini, teori yang digunakan untuk menganalisis kasus
adalah konflik pandangan Ralf Dahrendorf. Dahrendorf mengemukakan teori
konfliknya melalui pembahasan tentang wewenang dan posisi. Hal ini dapat dilihat
mengenai Satpol PP dan PKL yang merupakan dua karakteristik dengan
kepentingan berbeda. Selain itu, Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat
konflik atas dua tipe, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Satpol PP
dapat dipandang sebagai kelompok semu dan PKL sebagai kelompok kepentingan.
Sebab, Satpol PP merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan yang disertai
kepentingan tertentu yang lama terbentuk karena munculnya kelompok
kepentingan.

Kata Kunci: Resistensi, Sektor Informal, PKL, Kota
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepadatan negara Indonesia banyak memunculkan berbagai aspek
permasalahan. Salah satunya adalah mengenai sempitnya lapangan pekerjaan.
Jumlah penduduk yang bertambah dengan lapangan pekerjaan yang terbatas
menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Angka
pengangguran didefinisikan sebagai proporsi mereka yang mencari pekerjaan
terhadap angkatan kerja. Masalah pengangguran di Indonesia sekarang ini sudah
mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan maka untuk mengatasi tingkat
pengangguran di Indonesia, paling tidak harus ada penyerapan tenaga kerja baru
tiga juta orang pertahun.® Akibatnya, makin besar perbandingan antara jumlah
penduduk dan jumlah lapangan pekerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
tahun 2016 bahwa pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami
peningkatan dengan berjuta-juta orang pindah dari desa ke kota, maka hal ini akan

menjadikan permasalahan lapangan pekerjaan yang semakin minim.

Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang
lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi karena

adanya revolusi industri, maka dianggap sebagai pemicu lahirnya perubahan pada

1 Komnas Ham, Masalah pengangguran dan solusinya ditinjau dari perspektif hak asasi manusia,
(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta: 2005), hal 14.
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pola kehidupan dan tatanan sosial masyarakat barat salah satunya tenaga manusia
yang digantikan dengan tenaga mesin.? Di era industrialisasi ini semua kegiatan
yang berhubungan dengan manusia telah bertransformasi dari yang tradisional
secara bertahap beralih ke arah modern. Salah satunya dengan perkembangan
teknologi robot yang sudah mulai mencangkup seluruh sendi kehidupan manusia,
baik dalam industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini pula menjadi
salah satu pemicu terjadinya pengangguran karena tenaga manusia kini sudah tidak

lagi dibutuhkan seperti sebelumnya.

Banyaknya perubahan yang berdampak negatif serta positif terhadap
masyarakat khususnya mengenai lapangan pekerjaan maka banyak orang yang
beranggapan bahwa Jakarta adalah kota yang dijadikan tempat utama dalam
mengadu nasib. Jakarta menjadi primadona setiap orang untuk meningkatkan status
sosial ekonomi. Tingginya angka urbanisasi disebabkan karena adanya faktor-
faktor pendorong seseorang untuk pergi ke ibu kota. Secara implisit pertumbuhan
penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Perkotaan menyediakan
fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak
menyediakan peluang kerja. Tentunya, dengan banyakya jumlah penduduk yang
ada maka semakin banyak pula berbagai permasalahan yang muncul. Anggapan
bahwa di desa lapangan pekerjaan yang tersedia sedikit dan tergiur oleh gaji yang

besar di kota, membuat sebagian besar dari penduduk beralih ke kota untuk

2Taufik Rahman Dohiri, Pengenalan Sosiologi , (Yudistira, Jakarta: 2007), hal 43.
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menyambung hidup, akan tetapi karena minimnya ketrampilan yang dimiliki,

terpaksa membuat penduduk akhirnya terjun dan bekerja di bidang sektor informal.

Fenomena sektor informal merupakan fenomena yang sangat umum yang
terjadi di negara-negara berkembang. Sementara kemunculan sektor informal di
kota besar tidak terlepas dari adanya mobilitas penduduk dari desa ke kota.
Sayangnya, keinginan untuk mendapat pekerjaan sebagai sarana mencapai
kehidupan yang lebih baik tidak ditunjang oleh keterampilan yang memadai
sehingga mereka tidak dapat diterima di sektor formal yang menuntut keahlian.
Pendidikan yang mereka andalkan ternyata tidak cukup untuk memenuhi sektor
pekerjaan formal di perkotaan, akibatnya mereka memilih untuk terjun ke sektor
informal. Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjuk sejumlah
kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sektor informal memiliki karakteristik
seperti jJumlah unit usaha yang banyak dalam skala kecil; kepemilikan oleh individu
atau keluarga, teknologi yang sederhana dan padat tenaga kerja, tingkat pendidikan
dan ketrampilan yang rendah, akses ke lembaga keuangan daerah, produktivitas
tenaga kerja yang rendah dan tingkat upah yang juga relatif lebih rendah

dibandingkan sektor formal.

Sektor informal adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan atau dibuat oleh
masyarakat yang secara garis besar tidak teorganisasi, tidak teratur, terdaftar, dan

terkadang tidak terstruktur namun legal. Sektor informal lebih seperti usaha

3 Carunia Firdausy,Pengembangan sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan, (Dewan
Riset Nasional dan BAPPENAS bekerjasama dengan Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan,
Lembaga lImu Pengetahuan Indonesia, Jakarta : 1995), hal 140.
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individu atau keluarga yang terdapat banyak macamnya namun berskala kecil.
Misalnya sektor informal yang ada pada perkotaan dilihat dari segi ekonomi, seperti
pedagang kaki lima, ojek motor atau becak, parkir liar dan lainnya.* Sektor informal
sering dikaitkan dengan perekonomian yang ada baik di perkotaan (urban) maupun
desa (rural). Namun, dalam konseptualisasi sektor informal disini melihat sektor

informal yang ada pada perkotaan atau urban.

Sektor informal dianggap sebagai sektor yang menguntungkan dan
menjanjikan bagi kaum yang terpinggirkan dalam kesempatan mencari pekerjaan
yang ada di perkotaan, mereka yang terpinggirkan tersebut biasanya adalah yang
berpendidikan rendah, tidak terampil, dan para migran yang pada umumnya
berekonomi rendah. Sektor informal ini terdapat banyak pada negara-negara dunia
ketiga.® Negara-negara yang memiliki banyak penduduk namun masih dalam
kategori negara yang berkembang dan belum maju. Sektor informal membantu
menyokong perekonomian bagi sebagian besar penduduk atau masyarakat yang

terpinggirkan dalam konteks masyarakat perkotaan.

Sektor informal seringkali terjadi karena besarnya arus migrasi dari desa ke
kota dan rendahnya daya serap sektor formal yang ada di kota sehingga banyak dari
kaum urban yang memasuki sektor informal dan menganggap sektor informal
sebagai arena yang menjanjikan.b Banyaknya arus migrasi dari desa ke kota yang

banyak terjadi pada negara-negara yang masih berkembang memang menyebabkan

4 Priyono Tjipto Harjanto, Sektor Informal Perkotaan dan Masalah Lapangan Pekerjaan, Jurnal
Prisma XVII, Vol 02, No 05, (Universitas Indonesia, 1987), hal 31.

% 1bid.,hal 144

® Alisjahbana, Sukidin, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, ( ITS Press, Surabaya : 2006), hal
192.
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semakin terlihatnya eksistensi sektor informal di perkotaan. Memang tidak dapat di
pungkiri bahwa sektor informal membantu dalam hal penyerapan tenaga kerja dan

pengangguran yang ada di kota-kota.

Di negara berkembang sebagian besar angkatan kerja terlibat di sektor
informal. Sektor ini hampir tidak tercatat dalam statistik ekonomi resmi suatu
negara. Padahal aktivitas informal seringkali memainkan peran penting sebagai
basis sumber kehidupan sebagian besar penduduk di wilayah-wilayah yang sedang
berkembang. Sektor informal tidak hanya kegiatan legal saja tapi bisa mencakup
kegiatan ilegal. Dengan demikian peranan sektor informal menjadi penting,
terutama karena kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja dan tidak menuntut
tingkat keterampilan yang tinggi’. Banyak orang masuk ke sektor informal karena
mereka tidak tertampung di sektor modern. Usaha kecil di sektor informal bukanlah
pilihan usaha yang terbaik tapi bisa dianggap pilihan kedua yang terbaik. Sektor
informal adalah bagian dari suatu model usaha yang berada di luar jangkauan aturan

pemerintah.

Jenis sektor informal, profesi pedagang kaki lima (Selanjutnya disingkat
PKL) merupakan jenis sektor informal yang dipilih untuk dibahas dalam penulisan
ini. Seperti yang kita ketahui jenis usaha PKL adalah masuk kategori usaha berskala
kecil. Tujuan utama mereka hanyalah sekedar untuk bisa memenuhi kebutuhan

primer mereka sehari-hari. Sehingga strategi prasarana yang mereka tetapkan masih

" Dedi M. Marsykur Riyadi, Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral, “Peran Sektor Informal
Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan”,(Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta : 2009), Hal 1.
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sederhana atau kalau diamati kerja mereka sekedar asal laku dan memperoleh laba.
Kebanyakan pekerja di sektor informal perkotaan merupakan migran dari desa atau
daerah lain. Motivasi pekerja adalah memperoleh pendapatan yang cukup untuk
sekedar mempertahankan hidup (survival). Sebagian besar dari mereka tinggal di
pemukiman kumuh, dimana pelayanan publik seperti listrik, air bersih, transportasi,
kesehatan, dan pendidikan yang sangat minim. PKL dianggap sebagai salah satu
pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini yakni
berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper pertokoan yang sering disebut

sebagai PKL.

Keberadaan PKL biasanya dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar,
pinggir-pinggir toko, depan pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian
kota yang seharusnya bukan digunakan untuk berdagang. Meskipun keberadaan
PKL sangat di larang, namun kehadiran PKL sebenarnya sangat dibutuhkan sebagai
alternatif wisata kampung bagi warga sekitar. Karena kita perlu menyadari bahwa
penduduk Jakarta bukanlah mereka yang berada dari kelas menengah atas saja.
Sayangnya, meski masyarakat sangat merasa terbantu dengan adanya PKL namun
PKL tetap saja menyalahi aturan karena sangat mengganggu kebersihan dan
keteraturan kota.® Terlebih lagi peraturan tersebut sudah ada dalam Pasal 25
Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang

ketertiban umum.

8Sonya Sidjabat, Ahli Fungsi Trotoar untuk Pejalan Kaki, Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi
Dan Logistik, Vol 02, No 02, (STMT Trisakti, Jakarta: 2016), Hal 246.
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Banyaknya peraturan yang melarang PKL beroprasi di tempat umum
membuat pemerintah menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Selanjutnya
disingkat Satpol PP) untuk membantu menertibkan tempat-tempat umum
sebagaimana fungsinya. Namun, Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat
jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar dagangannya. Setiap ada
razia, maka PKL dating kembali.® Para PKL yang berjualan di trotoar masih banyak
ditemui di berbagai trotoar di kota Jakarta dan mengganggu pengguna jalan.
Kebiasaan buruk ini semakin lama semakin berkembang dilakukan banyak
masyarakat yang mencoba peruntungan berjualan sebagai PKL. Bahkan para
pedagang yang sudah sering diperingatkan masih nekat menjual barang
dagangannya disana. Larangan petugas pemerintah kadang tidak digubris oleh
sebagian pedagang dan tetap nekat berjualan sepanjang hari. PKL bukanlah
pengganggu, mereka adalah warga, keluarga, ujung tombak, pengharapan yang
berjuang untuk menghidupi keluarga kecil dan untuk bertahan hidup di kota. Satpol
PP adalah mereka yang dengan hati melayani masyarakat dan tidak memiliki
sedikitpun keganasan dari pikiran mereka untuk bertindak anarkis kepada para
warga Jakarta yang mungkin bisa saja adalah salah satu keluarga mereka. Hal ini
mengakibatkan semakin banyak PKL yang bermunculan di kota-kota, salah satunya

di Jakarta Pusat.

Terdapat beberapa tempat di kota Jakarta yang menjadi lokasi kegiatan PKL
salah satunya di depan Stasiun Tanah Abang yang dikenal dengan Pasar Jati Baru.

Pasar Jati Baru merupakan kawasan yang strategis bagi PKL karena letaknya

9 Pengamatan Penulis di Pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat pada 20 Maret 2017
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menjadi jalan utama persis di depan stasiun Tanah Abang. Tanah Abang yang
terletak di jantung kota Jakarta merupakan pasar tekstil dan pakaian jadi terbesar
di Asia Tenggara maka sektor informal berkembang sejalan dengan pengembangan
pasar Tanah Abang dalam bentuk tenda-tenda yang dibangun sepanjang kaki lima
menjajakan berbagai produk dari pakaian sampai buah-buahan bahkan hingga
usaha parkir sepanjang jalan yang berakibat pada lalu lintas dan kemacetan yang

parah.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah demi memberikan perhatian
khusus untuk menyelesaikan persoalan yang telah lama menumpuk di Tanah
Abang. Menurut hasil wawancara penulis dengan Satpol PP bahwa pemerintah
sudah melakukan negosiasi dengan para pedagang dari sektor informal. Namun, hal
itu tidak mudah dilakukan karena tingginya resistensi dan berperannya preman dan

mafia yang bermain di belakang bisnis yang sangat menguntungkan ini.

Pemprov DKI Jakarta pun sering melakukan negosiasi dimana para PKL
diizinkan membuka lapak di pinggir jalan ketika hari-hari besar tiba misalnya pada
musim lebaran umat islam. Tetap saja hal serupa pun tetap terjadi. Para pedagang
tetap berjualan di pinggiran jalan dengan alasan mereka nekat karena jika berjualan
di dalam toko tidak begitu laku sementara jika harus berdagang di dalam toko pun
para PKL ini mengaku tidak sanggup membayar biaya sewanya. Jadi, mereka
terpaksa berjualan di pinggir jalan karena tidak ada tempat yang layak dan

memadai. *° Mereka memberikan kebebasan tersebut namun, setelah itu para

10 Wawancara dengan Pedro Karaskalao, Warga di Pasar Jati Baru pada 20 Maret 2017
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pedagang juga harus mengikuti program Pemprov DKI yang hendak melakukan

penataan PKL. Tetapi sayangnya tidak semua PKL setuju.

Ketika Satpol PP pun ditugaskan untuk melakukan penertiban sebenarnya
para petugas sudah mengetahui bahwa berusaha menghalau PKL yang berjualan di
trotoar sepanjang jalan Jati Baru Tanah Abang itu adalah hal yang sia-sia karena
mereka hanya akan menyingkir sebentar, menunggu petugas pergi lalu menggelar
dagangannya kembali. Sebagai Satpol PP mereka bukan ingin mengabaikan sisi
kemanusiaan, atau menghalau rejeki seseorang yang ingin mengais sesuap nasi.
Tapi menjaga ketertiban adalah tugas tanggung jawab mereka sebagai Satpol PP.
Meski iba, mereka harus tetap mengusir paksa bahkan merampas dagangan mereka.
Sebenarnya beberapa pedagang sangat ingin pindah tempat namun, harga yang
ditawari cukup mahal dan mereka merasa tidak sanggup karena biasanya lahan yang
ditawarkan bukan lahan milik pemerintah dan akhirnya memutuskan untuk kembali
ke pinggiran jalan. Tidak jarang kita mendengar berita mengenai adanya
penggusuran PKL yang dilakukan oleh Satpol PP di pasar Tanah Abang di media.
Mereka melakukan penertiban dengan membongkar lapak PKL yang dianggap
membuat kemacetan. Ketika penertiban terjadi para PKL pasti melakukan
perlawanan serta ada beberapa PKL yang masih nakal meski sudah ditertibkan

namun tetap menjajakan barang dagangannya.

Sebuah peraturan tetaplah menjadi hal yang harus dilaksanakan. Mungkin
hadirnya PKL sedikit menjadi jalan keluar bagi warga yang tidak memiliki
pekerjaan, akan tetapi kota yang hebat, adalah yang mampu mengelola daerahnya

dengan baik tanpa harus menindas salah satu kelompok warganya. Selain kenyataan



23

bahwa sektor informal terutama PKL yang banyak diminati oleh penduduk yang
cukup banyak dianggap bisa menjadi katup penyelamat dan mendorong
pertumbuhan ekonomi perkotaan, munculnya PKL yang ilegal juga menjadi salah
satu penyebab persoalan penataan ruang dan ekonomi perkotaan. Hal ini
menyebabkan PKL tidak mendapatkan kenyamanan karena seringnya mereka
dianggap sebagai perusak tata ruang kota selain itu dianggap menghadirkan

dampak-dampak pada sejumlah hal penting.

Untuk itu, karena adanya peraturan dan larangan tertentu dari pemerintah
kepada PKL maka mereka memiliki bentuk perlawanan yang disebut resistensi.
Resistensi merupakan sebuah cara perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang
yang bekerja dalam sektor informal. Resistensi tidak selalu terlihat, karena bentuk
dari resistensi itu sendiri berdeda-beda. Ada yang hanya untuk sekedar tidak ikut,
apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan tersebut ataupun
berusaha menjauhinya. Resistensi terhadap perubahan kemudian bukan ditemukan
dalam individu, tetapi dalam persepsi yang dibangun oleh individu. Sektor informal
sendiri tidak bisa terlepas dari resistensi. Mengingat bahwa sektor informal
merupakan hal yang dilihat sering membawa dampak negatif maka sektor informal
dan resistensi akan selalu berkaitan. Adanya relasi yang kuat antara sektor informal
dan resistensi membuat penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam. Apalagi,

sektor informal adalah hal yang sangat banyak ditemui dalam kehidupan Ibukota.
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B. Rumusan Masalah

Dalam upaya bertahan hidup, masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri agar
hidupnya tetap berjalan. Mengingat bahwa tinggal di Ibu Kota bukanlah hal yang
mudah selain itu jumlah lapangan kerja yang sempit membuat banyak kepala
keluarga harus memutar otak mengenai cara apa yang dilakukan untuk bertahan
hidup serta membiayai keluarga. Profesi sebagai PKL merupakan solusi yang cukup
banyak di minati oleh beberapa kepala keluarga di lbukota. PKL menjadi jalan
keluar dengan cara menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh banyak
masyarakat misalnya, dari makanan, pakaian, hingga aksesories. Biasanya PKL
membuka lapak di daerah daerah tengah kota atau daerah yang setiap hari menjadi
pusat lalu lalang masyarakat. Dalam penulisan ini, saya mengambil lokasi yang
setiap hari menjadi lokasi berdagang dan dikenal dengan nama Pasar Jati Baru
Tanah Abang Jakarta Pusat. Sayangnya, menjadi anggota dari PKL tidak berjalan
mulus begitu saja. Adanya peraturan dari pemerintah yang tidak memperbolehkan
PKL berjualan di sembarang tempat memicu terjadinya konflik antara pedagang
dan satpol PP dimana pemerintah memberikan tugas kepada Satpol PP untuk
menertibkan kota. Tidak jarang ditemui bahwa Satpol PP tengah mengunjungi
Pasar Jati Baru Tanah Abang untuk menertibkan kondisi yang seharusnya tertata
dengan baik di ruas jalan sekitar jalan Tanah Abang yang dianggap mengganggu
dan merugikan banyak aspek terutama kemacetan dan ketertiban. Namun,
meskipun pemerintah telah menurunkan UU untuk pelarangan berjualan, PKL tidak

sedikit yang masih kembali lagi berdagang di tempat yang telah di larang tersebut.



25

Adanya resistensi antara PKL dengan Satpol PP membuat penulis

merumuskan beberapa pertanyaan dalam penulisan dan mengambil masalah :

1. Bagaimana bentuk resistensi PKL di Pasar Jati Baru Tanah Abang
Jakarta Pusat?

2. Faktor apa yang menyebabkan PKL di Pasar Jati Baru Tanah Abang
Jakarta Pusat melakukan resistensi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah penulis menggambarkan segenap permasalahan dan rumusan

masalah di atas, adapun tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bentuk resistensi PKL di Pasar Jati Baru Tanah
Abang Jakarta Pusat

2. Untuk mengetahui faktor penyebab PKL di Pasar Jati Baru Tanah Abang
Jakarta Pusat melakukan resistensi

D. Manfaat Penulisan

Selain tujuan, penulisan ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan

bersifat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan
khususnya kajian sosiologi ekonomi, mengenai resistensi PKL terhadap kebijakan

pemerintah.
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2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat dapat memahami eksistensi PKL.
Bagi penulis, penulisan ini dapat menjadi wahana untuk menambah wawasan dan
pengetahuan yang telah diperoleh terutama yang berkaitan dengan persoalan PKL.
Bagi pemerintah, penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi

implementasi Perda yang berkaitan dengan PKL.

E. Tinjauan Penulisan Sejenis

Dalam arus globalisasi banyak permasalahan dalam kota secara manifes
maupun laten. Globalisasi membawa banyak pengaruh dalam fase kehidupan, di
desa misalnya, tenaga manusia kini berganti menjadi tenaga mesin yang membuat
banyak warga pedesaan lebih memilih bermigrasi ke kota-kota besar di negaranya.
Salah satunya memilih Jakarta sebagai tumpuan hidup yang dianggap menjadi pusat
segala sesuatu. Akibat dari kebanyakan orang yang bermigrasi maka daya tampung
lapangan pekerjaan di ibu kota pun ikut memprihatinkan. Akibatknya, warga yang
bermigrasi tadi lebih memilih bekerja dalam bidang sektor informal. pasalnya,
bekerja dalam bidang sektor informal tidak memerlukan keahlian khusus dan
merupakan operasi dalam skala kecil, selain itu bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa
memiliki kriteria seperti pekerjaan lainnya. Namun sayangnya, sektor informal
tidak selalu berjalan tanpa kendala nesar maupun kecil. Di kota misalnya
pemerintah sudah mengeluarkan pasal mengenai beberapa hal yang tidak boleh
dilakukan oleh pekerja sektor informal. Biasanya, pekerja sektor informal yang
banyak ditemui adalah PKL yang sebenarnya merupakan wisata kecil bagi sebagian

penduduk kota Jakarta. PKL selalu dianggap sebagai biang permasalahan penataan
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kota yang dianggap semakin buruk karenanya. Dengan adanya Peraturan Daerah
dari pemerintah membuat beberapa pedagang sektor informal sering terlibat dalam
konflik yakni melakuakn perlawanan apabila tengah ada penertiban. Perlawanan
dalam hal ini disebut resistensi. Sudah tidak asing lagi ketika kita melihat berita di
televisi mengenai para pekerja sektor informal yang tengah melakukan perlawanan.

Fokus penulisan ini dijelaskan kembali secara garis besar dan dihadirkan
kedalam bentuk persamaan dan perbedaan dalam tinjauan pustaka. Berikut adalah
persamaan dan perbedaan dalam ketiga penulisan sejenis yang telah diungkapkan
sebelumnya dengan penulisan ini. Kemudian akan dijelaskan secara garis besar

pada tabel dibawabh ini.



Tabel 1

Tinjauan penulisan sejenis
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oleh segala segmen
masyarakat. Alasan
pilihan kerja
menjadi PKL adalah
faktor ekonomi dan
pendidikan serta
banyaknya
pengangguran.

untuk berjualan di
area jalan. PKL
banyak berdampak
negatif

No. | Nama Penulis | Tinjauan Temuan Persamaan Perbedaan
Pustaka
1. (Eko Digdoyo, | Analisis Sektor informal | Jurnal ini sama- Dalam  jurnal ini
2011) Utama dimaksud sebagai | sama mengungkap hanya menjelaskan
Universitas Sektor suatu  manifestasi | mengenai secara luas latar
Muhamadiyah | Informal di | dari situasi | lemahnya kualitas belakang dari sektor
Prof.Dr.Hamka | Perkotaan pertumbuhan Sumber Daya informal, tidak
kesempatan kerja di | Manusia, maka dipersempit menjadi
negara sedang | masyarakat urban PKL. Serta dalam
bekembang, karena | cenderung jurnal ini juga
itu mereka yang | mengandalkan membahas mengenai
memasuki kegiatan | kemampuan  fisik latar belakang
berskala kecil di|dalam hal ini penyebab terjadinya
kota, terutama | menggeluti  jenis urbanisasi serta
bertujuan untuk | pekerjaan yang migrasi yang
mencari bersifat Informal menyebabkan
kesempatan  kerja masyarakat desa
dan pendapatan dari memilih  pindah ke
pada memperoleh kota.
keuntungan
2. | (Muhammad Resistensi, | sektor informal | Relevansi  skripsi Dalam  skripsi ini
Khoirul Bashor, | PKL,dan merupakan  salah | ini dengan judul yang menjadi
2016) Pelanggaran | satu alternatif mata | skripsi yang dipilih pembeda adalah lebih
Universitas Hukum pencaharian utama | adalah adanya banyak memaparkan
Islam  Negeri dikarenakan peraturan yang PKL dalam berbagai
Maulana Malik sifatnya yang | sama sama tidak jenis dan
Ibrahim Malang mudah  ditembus | mengizinkan PKL pembagiannya yakni

PKL legal dan ilegal.
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3. (Eko Siswono, | Resistensi Disertasi mengenai | Disertasi ini Dalam disertasi ini
2009) dan hubungan- membahas hampir sama dengan
Universitas Akomodasi | hubungan mengenai adanya penulisan skripsi
Indonesia Suatu kekuasaan  dalam | hubungan- yang akan ditulis

Kajian penguasaan dan | hubungan karena sama sama
tentang pemanfaatan ruang | kekuasaan dari memperdalam
Hubungan- | publik. Lebih | pemerintah kepada resistensi di dalam
Hubungan khusus  hubungan | orang-orang yang kajian mengenai
Kekuasaan | kekuasaan itu dalam | bekerja dalam hubungan PKL
pada PKL, | konteks sektor  informal. dengan preman dan
Preman dan | penggunaan trotoar | kemudian aparat namun Yyang
Aparat oleh Pedagang | menjelaskan bahwa menjadi pembeda
Depok Kaki- adanya hubungan adalah bahwa
Lima.Hubungan tersebut  menjadi disertasi ini
kekuasaan tersebut | perlawanan yang memperdalam juga ke
diwujudkan dalam | disebut  resistensi sisi  akomodasinya
suatu bentuk | yang akan dibahas serta di dalamnya
resistensi, negosiasi | seperti yang akan membahas mengenai
dan akomodasi. dipaparkan dalam adanya tindakan
skripsi. negosiasi

4. (Melisa Resistensi Skripsi ini | Skripsi ini mendeskripsikan | Dalam  skripsi ini
Octaviani,2017) | Sektor membahas berbagai macam perlawanan | dianalisis hasil
Universitas Informal mengenai  bentuk | yang dilakukan PKL, selain | penulisan dengan
Negeri Jakarta | Perkotaan resistensi yang | itu menjelaskan pula faktor | prespektif tokoh

dilakukan oleh PKI | apa yang menyebabkan para | sosiologi Ralf
sebagai simbol | PKL melakukan resistensi. | Dahrendorf mengenai
ketidaksukaan pada konflik.

kondisi penertiban

yang dilakukan

aparat

Sumber : Diolah dari Penulisan Sejenis, (2017)
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Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Eko Digdoyo dengan judul analisis utama
sektor informal perkotaan . Eko Digdoyo dalam jurnal mengatakan bahwa ekonomi
menjadi masalah utama dalam kajian ini. penulisan yang digunakan pun
menggunakan pendekatan teori migrasi dan urbanisasi. Melalui pendekatan
kualitatif. Pesatnya pertumbuhan penduduk di Jakarta umumnya disebabkan oleh
migrasi, dan hal itu akan menghasilkan sesuatu masyarakat kota yang sangat
kompleks menurut ukuran suku, budaya, pekerjaan serta kelompok-kelompok
sosial. Oleh karena itu arus migrasi penduduk ke kota menyebabkan terjadinya
dinamika perkembangan masyarakat. Hadirnya migrasi dapat meningkatkan angka
pengangguran di kota tertentu karena ibu kota juga sedang memiliki kendala dalam
lapangan pekerjaan. Salah satu cara dan jalan keluar untuk mengatasi masalah
pengangguran adalah warga yang bekerja dalam bidang sektor informal. Istilah
sektor informal pertama kali dilontarkan oleh Keith Hart dengan menggambarkan
sektor informal sebagai bagian angkatan kerja kota yang berada di luar pasar tenaga
yang terorganisasi.

Apa yang digambarkan oleh Hart memang dirasakan belum cukup dalam
memahami pengertian sektor informal tersebut sering dilengkapi dengan suatu
daftar kegiatan agak arbiter yang terlihat apabila seseorang menyusuri jalan-jalan
suatu kota dunia ketiga; PKL, penjual koran, pengamen, pengemis, pedagang
asongan, pelacur, pengojek, dan lain-lain. Mereka adalah pekerja yang tidak terikat

dan tidak tetap.!* Untuk lebih memahami pengertian akan sektor informal, ada

11 Eko Digdoyo, Analisa Sektor Informal di Perkotaan, Jurnal Budaya Kearifan Lokal dalam Tata
Kelola dan Pengembangan Lingkugan Kota, Vol 08, No 02, (Universitas Muhammadiyah Prof.
Hamka, Jakarta : 2014), Hal 13.
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baiknya kita melihat aktifitas-aktifitas informal yang tidak hanya terbatas pada
pekerjaan-pekerjaan dipinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi
berbagai macam aktifitas ekonomi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan
cara melakukan sesuatu yang ditandai dengan ciri-ciri seperti tempat yang mudah
untuk dimasuki, lalu bersandar pada sumber daya lokal, biasanya sektor informal
tersebut adalah usaha milik sendiri dan operasionalnya dalam skala kecil, padat
karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan yang dapat juga diperoleh di
luar sistem sekolah formal, tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan
pasarnya bersifat kompetitif.

Seperti yang kita ketahui bahwa sektor informal sebagai sebuah fenomena
yang sering muncul diperkotaan dan masih dirasakan kurang jelas, karena kegiatan-
kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria sektor formal atau
terorganisir, terdaftar, dan dilindungi oleh hukum terkadang dapat dimasukkan ke
dalam sektor informal, yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai
kegiatan yang seringkali tercakup dalam istilah umum “usaha sendiri”. Di samping
itu bisa dikatakan dengan istilah lain bahwa sektor informal merupakan jenis
kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan
dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya
jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum.

Kemudian kesempatan memperoleh penghasilan secara informal tidak syah
biasanya identik dengan tindakan negatif, yaitu; pertama, jasa dalam bentuk
kegiatan dan perdagangan gelap misalnya; sebagai penadah barang curian, lintah

darat (tukang krekdit) dan pegadaian (dengan bunga yang tidak syah), pedagang
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obat bius, pelacuran, mucikari (pilot boy), suap-menyuap, korupsi politik,
perlindungan kejahatan (protection rackets). Kedua, adalah transaksi dalam bentuk
pencurian kecil (misalnya; pencopetan), pencurian besar (misalnya pebongkaran
dan perampokan bersenjata), pemalsuan uang dan penipuan serta perjudian.
Sektor informal dimaksud sebagai suatu manifestasi dari situasi
pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang bekembang, karena itu mereka
yang memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk mencari
kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan. Sektor ini
adalah berada pada kelompok miskin di kota, kelompok berpendidikan rendah,
tidak trampil, dan kebanyakan adalah para migran. Ibu kota lebih kejam dari ibu
tiri, demikian pepatah yang sering diucapkan oleh beberapa warga urban di Jakarta.
Artinya di tengah arus globaslisasi yang terus menggilas masyarakat kecil dan
seiring perkembangan zaman termasuk alat transportasi yang semakin canggih dan

serba modern, ternyata sektor informal masih diminati masyarakat.

Jurnal ini dengan judul skripsi mengenai kajian sektor informal adalah
membantu penulis dalam memahami latar belakang sektor informal. Selain itu, dari
jurnal ini juga dijelaskan mengenai sebab terjadinya migrasi dan urbanisasi adalah
masalah perekonomian di desa yang tidak menjanjikan, sementara Sumber Daya
Manusia terkadang juga belum adanya peningkatan kualitas, hal ini mengakibatkan
kota masih menjadi primadona untuk mengadu nasib, walaupun terkadang nasib
seseorang juga belum beruntung. Kemudian, dalam jurnal ini juga sama sama
mengungkap mengenai lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia, maka

masyarakat urban cenderung mengandalkan kemampuan fisik dalam hal ini
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menggeluti jenis pekerjaan yang bersifat informal penuh dengan keterpaksaan,
penghasilan kecil, namun keberadaanya membantu kelancaran ekonomi

masyarakat, serta turut mengatasi kesehatan lingkungan terutama polusi udara.

Kedua, Muhammad Khoirul Bashor dengan judul skripsinya Resistensi,
PKL, dan Pelanggaran Hukum yang mengungkapkan keberadaan PKL merupakan
suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil khususnya PKL di jalan Gajah
Mada dan Jalan Trunojono Kabupaten Jember. Kehadiran PKL menimbulkan
berbagai persoalan, terkait dengan masalah ketertiban, keramaian, dan kebersihan
untuk kemaslahatan bersama. Tindakan penertiban merupakan salah satu sumber
terjadinya konflik antara PKL dengan aparat pemerintah. Kekerasan yang
dilakukan oleh satpol pp dalam menertibkan PKL sering terjadi sehingga
menimbulkan pelanggaran hukum. Dalam menghadapi berbagai tekanan yang
dilakukan pemerintah yang dirasa sangat membatasi ruang geraknya, PKL
mempunyai beberapa teknik atau strategi yang sengaja mereka kembangkan untuk

menghadapi tekanan tersebut.

Resistensi sendiri adalah perlawanan. Perlawanan artinya perbuatan/cara
melawan.'> Makna resistensi kaitannya dengan “Resistensi PKL Terhadap
Penertiban Satpol PP” ini merupakan sebuah cara perlawanan yang dilakukan oleh
PKL. Sedangkan definisi operasional PKL adalah pelaku usaha yang melakukan
kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di fasilitas

umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar pasang dan

12Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005: 654
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dipindahkan. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial
Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya
yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalanan kaki. Lebar ruas
untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun
setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak
dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah
pedagang emperan jalan, sekarang menjadi PKL. Padahal jika menurut sejarahnya,

seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Dalam hasil penulisan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Bashor,
ada beberapa jenis barang yang umumnya dijual oleh PKL yang telah dikategorikan
menjadi beberapa jenis barang dagangan. Dari sekian banyak jumlah PKL yang
berjualan umumnya alat elektronik merupakan jenis dagangan yang paling umun
dijual oleh PKL, alat elektronik adalah barang yang banyak dicari oleh masyarakat
kebanyakan karena menjadi barang yang dibutuhkan dan apabila yang menjual
adalah PKL maka barang akan lebih murah. Selain itu ada barang rongsok dimana
barang tersebut banyak dicari oleh masyarakat . Helm, makanan, minuman juga
merupakan jenis barang yang cukup umum dijual oleh PKL. Selanjutnya ada stiker-

stiker, pakaian, hingga buah-buahan.

Selain mengenai PKL, penertiban PKL juga di lakukan oleh satpol PP.
Upaya Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan
Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tidak
semudah membalikan telapak tangan. Banyak faktor yang mempengaruhinya, baik

itu pengaruh internal maupun pengaruh eksternal. Hal itu dapat dilihat pada saat
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melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban
umum, dan ketentraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari
masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan
keras. Selain itu, penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak degatif

terhadap kehidupan masyarakat tertentu.

Keberadaan PKL seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit
diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di
perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah
perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin
berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan
perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas

ketertiban dan keindahan kota.

Relevansi skripsi ini dengan judul skripsi yang dipilih adalah adanya
peraturan yang sama sama tidak mengizinkan PKL untuk berjualan di area jalan.
PKL banyak berdampak negative, kepada pengguna jalan dan pemerintah daerah
serta berdampak positif bagi masyarakat lainnya. Namun yang menjad pembeda
adalah dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Khoirul Bashor ia lebih banyak
memaparkan PKL dalam berbagai jenis dan pembagiannya yakni PKL ilegal dan
legal. Juga, dalam skripsinya ditulis mengenai peraturan yang tidak diizinkan oleh
pemerintah tentang PKL dalam lingkup luas. Sedangkan dalam skripsi penulis,

lebih spesifik kepada resistensi pedagang apabila ada penertiban oleh satpol PP.



36

Ketiga, penulisan sejenis diambil dari disertasi yang dikaji oleh Eko
Siswono mengenai resistensi dan akomodasi yang membahas lebih dalam tentang
hubungan-hubungan kekuasaan pada PKL. Disertasi ini adalah mengenai
hubungan-hubungan kekuasaan dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang publik.
Lebih khusus hubungan kekuasaan itu dalam konteks penggunaan trotoar oleh
Pedagang Kaki Lima (yang selanjutnya disingkat dengan PKL) di Depok.
Hubungan-hubungan kekuasaan tersebut diwujudkan dalam suatu bentuk-bentuk
resistensi, negosiasi dan akomodasi. Hubungan-hubungan kekuasaan itu terjadi,
karena di antara para aktor (sebagai agen) ada kepentingan-kepentingan di antara
kedua belah pihak yang saling membutuhkan. Selama pengamatan di lapangan
dalam waktu yang cukup lama saya mengamati, adanya gejala-gejala adanya
praktik negosiasi dan akomodasi di antara para aktor. Hubungan-hubungan
tersebut, dapat dilihat ketika para aktor melakukan negosiasi dan akomodasi antara
PKL, preman dengan aparat. Di samping itu, hubungan-hubungan di atas terjadi
karena adanya kebijakan yang bersifat sepihak, sehingga dari pihak PKL seringkali
melakukan perlawanan-perlawanan sebagai wujud penolakan kebijakan itu.
Keputusan atas kebijakan yang dihasilkan selama ini, dirasakan belum dapat

merespon secara baik terhadap tuntutan maupun kebutuhan PKL.

Kebijakan yang dihasilkan tidak ubahnya seperti kebijakan yang
menekankan pada aspek legal-administratif dan seolah-olah hanya pihak
pemerintah yang mempunyai hak untuk membuat kebijakan tersebut tanpa
melibatkan pihak PKL untuk menghasilkan suatu keputusan. Ketika kebijakan

tersebut diimplementasikan muncul berbagai bentuk perlawanan (resistensi) dari
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kelompok-kelompok yang merasa kepentingannya tidak dapat diakomodir. Salah
satu reaksi dari para PKL, mereka seringkali melakukan protes terhadap kebijakan
karena dianggap tidak memberi peluang usaha seperti yang terjadi pada PKL
umumnya. Bentuk-bentuk penolakan itu merupakan bukti, bahwa kebijakan
pemerintah yang seringkali bersifat sepihak dipandang membatasi usaha mereka.
Berikut penjelasan singkat mengenai penolakan kalangan PKL seperti sering

dimuat di berbagai media.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh para PKL sebagai pengguna rang
publik, sebenarnya sudah menjadi rahasia umum bagi penduduk di perkotaan.
Dalam konteks penggunaan ruang publik pemerintah melaui Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penertiban Umum (TIBUM) telah melarang
setiap aktivitas terkait dengan penggunaan tempat/ trotoar atau mereka yang berjual
di tepi jalan-jalan raya. Tetapi keberadaan para PKL masih tetap melakukan
aktivitasnya di jalur tersebut, bahkan seolah-olah memiliki kekebalan. Bentuk-
bentuk penolakan yang telah dilakukan selama ini, belum cukup untuk
mengimbangi kekuasaan aparat, maka PKL melakukan strategi lain, yaitu dengan
cara negosisasi dan akomodasi agar tetap bisa menempati trotoar sebagai tempat
aktivitas sehari-hari mereka. Sebenarnya resistensi berlangsung karena adanya
perbedaan pendapat dan pandangan antara kepentingan PKL dengan pihak aparat
pemerintah kota, sehingga terjadi tarik menarik di antara keduanya. Perbedaan
pandangan ini pada awalnya ditanggapi PKL dengan melakukan perlawanan-
perlawanan, tetapi selanjutnya apabila oerlakuan tersebut dianggap belum efektif

maka mereka melakukan hubungan-hubungan negosiasi dan akomodasi.
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Hubungan-hubungan tersebut dilakukan bersama preman dan aparat
setempat sebagai suatu strategi mempertahankan ruang publik (trotoar). Tindakan
negosiasi, dan akomodasi dan terkait satu sama lainnya ini menjadi polemik yang
berkepanjangan. Hubungan-hubungan kekuasaan yang terjadi selama ini terjalin,
mengalir, menyatu, dan sekali-kali berpisah dalam satu bingkai yaitu motivasi
ekonomi-politik, sehingga bekerjanya kekuasaan sangat tergantung pada situasi dan

sekaligus kepentingan masing-masing para pelaku secara terus- menerus.

Adanya penolakan-penolakan tersebut di atas, merupakan bukti bahwa pada
umumnya masyarakat perkotaan, dimana aturan-aturan hukum formal tidak
berjalan sebagaimana mestinya, ada kecenderungan bagi para aktor memanfaatkan
peluang-peluang untuk membangun hubungan-hubungan yang bersifat non-formal.
Hubungan hubungan non-formal yang dimaksud melalui negosiasi, akomodasi, dan
bahkan melalui berbagai bentuk perlawanan sebagai tindakan awal untuk merespon
suatu kebijakan yang dianggap sepihak. Pertumbuhan kota metropolitan seperti
yang terjadi di Jakarta memberikan efek domino pada kota-kota sekitarnya.
Pertambahan penduduk yang begitu cepat berakibat terjadi kepadatan terutama
berpengaruh langsung terhadap penggunaan lahan baik sebagai ruang tempat
tinggal maupun sebagai ruang aktivitas usaha penduduk di dalamnya. Dari adanya
pertambahan penduduk tersebut, membuat Jakarta menjadi titik optimal sehingga

sebagian para migran mencari lokasi di pinggiran Jakarta.

Penulisan dalam disertasi ini memberikan manfaat kepada penulis untuk skripsi,
karena dalam disertasi ini menjelaskan mengenai hubungan-hubungan kekuasaan

dari pemerintah kepada orang-orang yang bekerja dalam sektor informal.
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Hubungan kekuasaan-kekuasaan itu dapat menjadi perlawanan yang disebut
resistensi kemudian itu adalah hal yang memperjelas relasi antara sektor informal
dengan resistensi yang akan penulis paparkan di dalam skripsi. Serta memberikan
sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Resistensi PKL terhadap

kebijakan pemerintah.

F. Kerangka Konseptual dan Teori
Bab ini untuk memperjelas pembahasan dalam penulisan, serta
menguraikan konsep-konsep yang tertuang dalam judul penulisan, yang kemudian
coba dipahami secara teoritis yang berkaitan dengan (1) Resistensi, (2) Sektor
Informal (3) PKL. Serta menganalisis kasus dengan pendekatan teori konflik dalam

perspektif Ralf Dahrendorf.
a. Resistensi

Resistensi merupakan sebuah konsep yang sangat luas, walau demikian
resistensi pada dasarnya adalah menjelaskan mengenai terjadinya sebuah
perlawanan yang dilakukan oleh mereka yang dianggap tertindas, dan mereka yang
merasa ada ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi berasal dari bahasa inggris
(Resistance). Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan juga tindakan
pengamanan untuk survive, meskipun seringkali resistensi juga menghambat
kemajuan budaya manusia.*® Dalam perlawanan, resistensi tidak saja selalu terlihat,

karena bentuk dari resistensi itu berbeda-beda. Ada yang hanya untuk sekedar tidak

BAlisjahbana, Sisi Gelap Perkembangan Kota, ( Lakshang Pressindo, Yogjakarta :2005), hal 14.
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ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan ataupun

berusaha menjauhinya.

Menurut Scott definisi resistensi adalah “setiap semua tindakan para
anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak
tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-
kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi
pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya

pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini.”*

Bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat adalah suatu bentuk
ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Konsep
resistensi yang dipakai Scoot adalah resistensi sehari-hari (every day forms of
resistance), yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus.
Kebanyakan resistensi dalam bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan
terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok
orang-orang yang tidak berdaya antara lain mengambil makanan, menipu, berpura-
pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, sabotase dan lainnya. Resistensi terhadap
perubahan kemudian bukan ditemukan dalam individu, tetapi dalam persepsi yang
dibangun oleh individu. Partisipan yang mempunyai perbedaan persepsi yang
dibangun akan mempunyai anggapan yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan
dunianya. Persepsi yang ada di masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam

pikiran manusia yang berisi ide dan gagasan dan memiliki batas-batas norma serta

14 James C. Scott, Perlawanan Kaum Tani, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1993), hal 59.
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nilai-nilai tatanan dalam masyarakat itu sendiri. Hasilnya mereka akan menempuh
tindakan yang berbeda dan menunjukan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung
pada lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai
sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan

yang membentuk kenyataan dimana individu hidup.

b. Sektor Informal

Salah satu tokoh yang mencoba menjelaskan tentang konsep sektor informal
di perkotaan adalah Keith Hart. Hasil karya Hart terpengaruh oleh proses
pengamatannya terhadap kegiatan penduduk di kota Acra, Nima, dan Ghana
tentang kesempatan memperoleh kesempatan kerja di perkotaan yang terdiri dari
kesempatan memperoleh kerja secara formal, informal secara sah dan informal
tidak sah.’® Karya seorang antropologis dari Inggris ini diterbitkan tahun 1973
sudah termasuk lama, namun merupakan suatu karangan yang penting karena
pertama kali melontarkan gagasan sektor informal.

Untuk lebih memahami pengertian akan sektor informal, ada baiknya kita
melihat aktifitas-aktifitas informal yang tidak hanya terbatas pada pekerjaan-
pekerjaan dipinggiran kota-kota besar, tetapi bahkan juga meliputi berbagai macam
aktifitas ekonomi. Aktifitas-aktifitas informal tersebut merupakan cara melakukan
sesuatu yang ditandai dengan ciri-ciri seperti tempat yang mudah untuk dimasuki,
lalu bersandar pada sumber daya lokal, biasanya sektor informal tersebut adalah

usaha milik sendiri dan operasionalnya dalam skala kecil, padat karya dan

15 Chris Manning dan Tahajuddin Noer, Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di kota,
(YYayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1996), hal 75.
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teknologinya bersifat adaptif, keterampilan yang dapat juga diperoleh di luar sistem
sekolah formal, tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat
kompetitif.

Seperti yang kita ketahui bahwa sektor informal sebagai sebuah fenomena
yang sering muncul diperkotaan dan masih dirasakan kurang jelas, karena kegiatan-
kegiatan perekonomian yang tidak memenuhi kriteria sektor formal atau
terorganisir, terdaftar, dan dilindungi oleh hukum terkadang dapat dimasukkan ke
dalam sektor informal, yaitu suatu istilah yang mencakup pengertian berbagai
kegiatan yang seringkali tercakup dalam istilah umum “usaha sendiri”. Di samping
itu bisa dikatakan dengan istilah lain bahwa sektor informal merupakan jenis
kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, dan sering dilupakan
dalam sensus resmi, serta merupakan kesempatan kerja yang persyaratan kerjanya
jarang dijangkau oleh aturan-aturan hukum. Kemudian kesempatan memperoleh
penghasilan secara informal tidak syah biasanya identik dengan tindakan negatif,
yaitu; pertama, jasa dalam bentuk kegiatan dan perdagangan gelap misalnya;
sebagai penadah barang curian, lintah darat (tukang krekdit) dan pegadaian (dengan
bunga yang tidak syah), pedagang obat bius, pelacuran, mucikari (pilot boy), suap-
menyuap, korupsi politik, perlindungan kejahatan (protection rackets). Kedua,
adalah transaksi dalam bentuk pencurian kecil (misalnya; pencopetan), pencurian
besar (misalnya pebongkaran dan perampokan bersenjata), pemalsuan uang dan

penipuan serta perjudian.
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Keith Hart menggambarkan sektor informal sebagai bagian angkatan kerja
yang tidak terorganisir.*® Sektor informal dimaksud sebagai suatu manifestasi dari
situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang bekembang, karena itu
mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil di kota, terutama bertujuan untuk
mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan.
Sektor ini adalah berada pada kelompok miskin di kota, kelompok berpendidikan
rendah, tidak trampil, dan kebanyakan adalah para migran. Di tengah arus
globaslisasi yang terus menggilas masyarakat kecil dan seiring perkembangan
zaman termasuk alat transportasi yang semakin canggih dan serba modern, ternyata

sektor informal masih diminati masyarakat.

Sektor informal menjadi dikotomi yang terus diperdebatkan. Sering kali
PKL menjadi pihak yang salah karena berjualan di trotoar, taman kota, jembatan
penyeberangan, bahkan badan jalan. Pemerintah berulang kali menertibkan lapak-
lapak PKL yang ditengarai mengganggu arus lalu lintas kota. Kadangkala, upaya
penertiban ini mendapatkan perlawanan hingga terjadi bentrok antara pedagang
dengan aparat keamanan pemerintah.Tidak jarang para PKL melakukan unjuk rasa
dan memprotes kebijakan penertiban oleh pemerintah Di sisi lain, sektor informal
menjadi kantung penyelamat ekonomi kerakyatan yang telah teruji dan tidak goyah
oleh krisis ekonom. Sejak krisis moneter pada tahun 1998, sektor informal menjadi
salah satu aktivitas terpenting yang mewarnai lingkungan perkotaan.Bahkan
Bappenas mencatat bahwa sektor informal berperan cukup penting dalam

pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional.Sektor informal ini menjadi

18 1bid.,him.79
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alternatif lapangan kerja ketiga progam pembangunan yang kurang mampu

menyediakan peluang kerja di sektor formal.

Sektor informal dapat dibagi menjadi dua, yaitu sektor informal yang telah
ditata dan sektor informal yang belum ditata. Sektor informal yang tidak tertata
cenderung memberikan kesan kumuh pada lingkungan setempat, baik mengenai
lingkungan sosial maupun lingkungan fisik (kebersihan, kenyamanan, dan
keamanan). Sedangkan sektor informal yang telah tertata justru akan memperindah
kota. Penataan dapat dilakukan, misalnya dengan pengkaplingan area atau lokasi

berjualan untuk setiap PKL.
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Karakteristik Sektor Formal dan Informal

No Karakteristik Sektor Formal Sektor Informal Ket
1 Modal Relatif mudah Sukar diperoleh
diperoleh
2 Teknologi Padat modal Padat karya
3 Organisasi Birokrasi Mempunyai organisasi keluarga
4 Kredit Dari lembaga Dari lembaga keuangan tidak
keuangan resmi resmi
5 Serikat Buruh Sangat berperan Tidak berperan
6 | Bantuan pemerintah Penting untuk Tidak ada
kelangsungan usaha
7 Hubungan dengan | One way traffic untuk Saling menguntungkan
desa kepentingan sektor
formal
8 Sifat wiraswasta | Sangat tergantung dari Berdikari
perlindungan
pemerintah atau impor
9 Persediaan barang | Jumlah  besar dan | Jumlah kecil dan kualitas
berkualitas baik berubah-ubah
10 Hubungan kerja Berdasarkan kontark | Berdasarkan azas saling percaya
kerja

Sumber :

Ekonomi dan Demonstrasi Ekonomi, 1987,him 34)

Tabel Karakteristik Sektor Formal dan Informal (Edi Swasono dalam Sistem
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Dari table karakteristik antara sektor informal dan sektor formal yang telah
dibuat dalam table tampak bahwa karakteristik keduanya bertolak belakang. Karena
itu sangat diperlukan upaya pembinaan bagi sektor informal agar dapat berkembang
dengan baik. Dalam berbagai karakteristik sektor informal dan formal memiliki
perbedaan yang awalnya terlihat dari modal. Modal yang dibutuhkan oleh sektor
formal relative mudah diperoleh dan sebaliknya, dalam sektor informal modal sukar
di peroleh. Bidang sektor formal sendiri mendapat perhatian yang khusus dari
pemerintah mulai dari bantuan penting untuk kelangsungan usaha hingga ada
kontrak kerja yang terarah. Sedangkan, dari bidang informal pemerintah tidak
memberikan perhatian apapun dalam segi bantuan. Bahkan, pemerintah berusaha
menghilangkan sektor informal yang ada karena dianggap merusak keindahan kota.
Misalnya saja bisa dilihat dari PKL yang tidak diberdayakan dengan baik. Beberapa
PKL dianggap mengganggu keindahan tata ruang kota yang akhirnya menyebabkan
pemerintah berupaya untuk menertibkan PKL yang berkeliaran di titik kota
khususnya kota-kota besar. Dari segi kualitas barang sendiripun sektor formal
memiliki jumlah yang besar dan berkualitas baik sedangkan dalam persediaan
barang dalam informal jumlahnya kecil dan kualitasnyapun tidak selalu sama.
Diperlukan pula keberanian bagi para pelaku sektor informal untuk mulai menata

dirinya dalam bidang manajemen.

c. Pedagang Kaki Lima

Fenomena meningkatnya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang
lebih dikenal dengan urbanisasi terjadi karena masing-masing kota mempunyai

daya tarik sendiri bagi para migran. Urbanisasi merupakan suatu fenomena yang
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wajar dan dalam prosespembangunan ekonomi. Keadaan itu cenderung
memunculkan masalahtenaga kerja, baik pengangguran maupun setengah
pengangguran di desa disertai dengan meluasnya kegiatan sektor informal di kota.
Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para urban/pendatang
menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu
menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada

sektor informal yaitu PKL.

Dalam bukunya, Gilang Permadi mengistilahkan PKL yang sudah ada dari
zaman pemerintahan Rafles Gubernur Jendral Kolonial Belanda yaitu dari kata five
freet yang berarti jalur pejalan kaki di pinggir jalan selebar lima kaki. Ruang
tersebut digunakan untuk kegiatan penjualan pedagang kecil sehingga disebut
dengan istilah pedagang.!” Manusia berdagang sebagai mata pencaharian. Entah
kapan perdagangan pertama kali terjadi, yang pasti sudah ada sejak nenek moyang
kita, ribuan tahun lalu. Sementara itu, tentang kemunculan PKL bisa dirunut hingga

ke masa penjajahan Belanda di Indonesia.

PKL didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa
untuk dijual, ditempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama
dipinggir jalan dan trotoar.oleh karena karena tidak tersedianya ruang informal kota
bagi PKL, maka PKL menggunakan ruang publik, seperti badan jalan, trotoar,

taman kota, di atas saluran drainase, kawasan tepi sungai untuk melakukan

17 Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, (Yudistira, Jakarta:
2007),
hal 2
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aktivitasnya.'® Penggunaan ruang publik tersebut biasanya terjadi di tempat-tempat
strategis seperti diantara aktivitas formal. Para PKL yang menjajakan barang
dagangannya diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelompok masyarakat
yang tergolong marjinal dan tidak berdaya. Dikatakan marjinal sebab mereka rata-
rata tersisih dari arus kehidupan kota dan bahkan ditelikung oleh kemajuan kota itu
sendiri. Dikatakan tidak berdaya, karena mereka biasanya tidak terjangkau dan
tidak terlindungi oleh hukum, posisi tawar mereka lemah dan acapkali menjadi

obyek penertiban dan penataan kota yang tak jarang bersikap represif.

PKL merupakan bagian dari sektor informal yang tumbuh dalam perubahan
struktur perkotaan baik dari segi ekonomi dan sosial. Oleh karenanya dalam
pembahasan mengenai PKL tidak akan terpisah dari pembahasan sektor informal.
PKL merupakan gambaran yang sering kita lihat dan jumpai dalam kehidupan
sehari-hari, sehingga orang yang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan,
teras-teras toko, halaman atau lapangan pada sebuah pasar ini identik di sebut PKL.
Perkembangan yang cukup pesat melahirkan kondisi di mana PKL dianggap

sebagai pengganggu, perusak keindahan, ketertiban dan kenyamanan kota.

Dalam bukunya, Rusli Ramli mengatakan bahwa PKL kebanyakan
bermodal kecil yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya
hidup yang makin tinggi.’® Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai
keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan

yang semakin ketat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PKL adalah setiap

18 1bid.,hal 8
19 Rusli Ramli, Sektor Informal Perkotaan PKL (Ind-Hill-Co, Jakarta: 1992), him 10.
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orang yang melakukan kegiatan usaha dengan maksud memperoleh penghasilan
yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, beralokasi di tempat

atau pusat-pusat konsumen, dan tidak memiliki izin.
d. Teori Konflik Perspektif Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf, seorang sosiolog Jerman, adalah tokoh utama teori konflik
dan pengkritik fungsionalisme struktural yang olehnya dianggap gagal memahami
masalah perubahan. Teori konflik Ralf Dahrendorf muncul sebagai reaksi atas teori
fungsionalisme struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik dalam
masyarakat. Teori Konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat
sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda
dimana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi

kepentingan lainnya atau memproleh kepentingan sebesar-besarnya.

Semula Dahrendorf melihat teori konflik sebagai teori parsial, menganggap
teori itu merupakan perspektif yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena
sosial. la menganggap masyarakat bersisi ganda, memiliki sisi konflik dan sisi
kerjasama. Kemudian ia menyempurnakan posisi tersebut dengan menyatakan
bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisis dengan fungsionalisme struktural, dapat

pula dianalisis dengan teori konflik secara lebih baik.?°

Ralf Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas Marxian untuk

membangun teori kelas dan pertentangan kelasnya dalam masyarakat indutri

20 Nasrullah Nazsir, Teori-Teori Sosiologi, (Jakarta : Widya Padjajaran, 2009), hal 24.
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kontemporer. Bagi Dahrendorf kelas tidak berarti pemilikan sarana-sarana produksi
seperti yang dilakukan oleh Marx tetapi lebih merupakan pemilikan kekuasaan,
yang mencangkup hak abash untuk menguasai orang lain. Perjuangan kelas dalam
masyarakat modern, baik dalam perekonomian kapitalis maupun komunis, dalam

pemerintahan bebas dan totaliter, berada diseputar pengendalian kekuasaan.?

Dahrendorf melihat kelompok-kelompok pertentangan sebagai kelompok
yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama para individu yang mampu
berorganisasi. Dahrendorf menguraikan proses ini, melalui nama perubahan
kelompok semu menjadi kelompok kepentingan yang mampu memberi dampak

pada struktur.

Teori konflik memang terlahir dari berbagai perspektif tokoh sosiologi.
Namun, konflik dalam pandangan Ralf Dahrendorf tepat untuk menganalisis studi
kasus dalam skripsi ini sebab Dahrendorf mengemukakan teori konflik melalui
pembahasannya tentang wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Hal ini

pula yang akan menjadi pembahasan dan akan dianalisis pada bab 1V.

21 Margaret Polama, Sosiologi Kontemporer, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 1994) hal 145.
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F. Metodologi Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang
menggunakan jenis penulisan studi kasus. Pendekatan kualitatif yang bersifat
deskriptif ~yaitu merupakan suatu metodologi yang digunakan untuk
menggambarkan gejala-gejala sosial atau fenomena sosial tertentu. Secara
mendasar, definisi dari metode deskripsi ini sendiri adalah sebagai suatu metode
yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Hal ini bertalian dengan tujuan
penulisan untuk memperoleh informasi dan para penulis dapat mengkaji individu-
individu (dengan naratif atau fenomenologi) mengeksplorasi proses, aktivitas, dan
peristiwa-peristiwa dengan studi kasus, mempelajari perilaku dari individu atau
kelompok tertentu (dengan etnografi)?? khususnya mengenai kasus resistensi yang
dilakukan oleh PKL terhadap Satpol PP. Penulisan ini sendiri dilakukan dengan
menganalisis dan menginterpretasikan data primer yang dikumpulkan dari hasil
wawancara penulis dengan informan dan dari hasil observasi yang dilakukan

selama penulisan secara relevan dan signifikan.
1. Subjek Penulisan

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis
menjalani beberapa langkah seperti kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari
metodologi penulisan untuk melaksanakan penulisan ini, seperti penentuan waktu,

subjek penulisan yang terdiri dari PKL di pasar Jati Baru Tanah Abang, Jakarta

22 Creswell Jhon W, Research Design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed, (Pustaka Pelajar,
Yogjyakarta : 2010), hal 264.
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Pusat yang berkaitan dengan perilaku perlawanan pada petugas penertiban atau
Satpol PP dengan berbagai bentuk cara kekerasan maupun hanya perlawanan kecil
untuk di jadikan informan dalam penulisan ini dan juga teknik pengumpulan data
yang dibutuhkan. Oleh karenanya subjek penulisannya adalah 4 (Empat) orang PKL
di Pasar Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat yang merupakan subjek utama. 4
(Empat) informan tersebut merupakan PKL dan sekaligus menjadi korban
penertiban. Selain itu, penulis melakukan wawancara terhadap 2 (dua) Satpol PP
yang bertugas di pasar Jati Baru untuk melakukan penertiban. Satpol PP yang

dijadikan informan merupakan bagian dari Aparat yang menertibkan PKL.

Tabel 3

Daftar Nama Informan

- E — _

Rizal Sebagai Informan
Nurmala PKL Sebagai Informan
Antonius Chaniago PKL Sebagai Informan
Robert PKL Sebagai Informan

Rudi Petugas Parkir Sebagai Informan
Rahwa Wendra Wiraswasta Sebagai Informan

Aldo Satpol PP Komandan

R Napitapuli Satpol PP Anggota

- Pedro Karaskalao Wiraswasta Warga
10. Endun PNS (Sekretaris Kelurahan) Sekertaris Kelurahan

Sumber: Analisis Pribadi, (2017)
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2. Peran Penulis

Peran dalam penulisan ini adalah sebagai pengamat non partisipan,
dikarenakan perlawanan dari PKL terhadap kebijakan pemerintah ini sering dialami
oleh informan dalam penulisan ini terjadi pada beberapa waktu yang lalu sebelum
penulis terjun ke lapangan. Penulis terlibat dalm sebuah wawancara dengan
informan yang diharapkan dapat membangun hubungan yang baik demi
mendapatkan data yang berkualitas.

Salah satu caranya adalah dengan membangun pendekatan interpersonal
pada pedagang yang sering terlibat saat adanya penertiban yang dilakukan oleh
Satpol PP. Penulis membangun pendekatan interpersonal dengan cara menciptakan
suasana yang nyaman serta akrab saat melakukan wawancara dengan informan.
Selain itu, penulis juga membangun serta menjaga sikap yang sopan agar etika yang

dibangun dapat tercipta dengan baik kepada informan dalam penulisan ini.

3. Lokasi dan Waktu Penetilitian

Penulisan ini dilaksanakan di pasar depan Stasiun Kereta Api Tanah Abang,
Jakarta Pusat, yakni Pasar Jati Baru yang beralamat di JI. Kb. Jati 18 No.25, Kp.
Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Penulisan ini dilaksanakan

secara intensif pada bulan Februari 2017 hingga April 2017.

4. Teknik Pengumpulan Data
Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa teknik

pengumpulan data, seperti observasi atau pengamatan, wawancara atau interview,
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dan dokumentasi atau studi kepustakaan. Berikut ini adalah penjabaran tentang
teknik pengumpulan data yang terdapat dalam penulisan ini.
A. Observasi Non Partisipatif

Observasi non partisipatif artinya, kegiatan observasi yang dilakukan,
dimana penulis mengamati perilaku subjek dari jauh dan tanpa adanya interaksi
dengan subjek.?® Penulis akan mengamati subjek penulisan, di dalam serta di sekitar
jalan dekat pasar Tanah Abang, tanpa adanya interaksi dan keterkaitan emosi
dengan subjeknya. Dalam pengamatan ini si penulis datang langsung ke PKL guna
untuk melihat aktifitas yang dilakukan. Dengan observasi yang seperti ini penulis
akan memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah yang ada. Penulis
mengobservasi perilaku beberapa pedagang di pasar Tanah Abang Jakarta, yang
terletak di JI. Kb. Jati 18 No.25, Kp. Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat DKI

Jakarta.

B. In Depth Interview (Wawancara Mendalam)

Mc Millan dan Schumacher menjelaskan, wawancara mendalam adalah
tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud hati partisipan —
bagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana mereka menjelaskan atau
menyatakan perasaanya tentang kejadian-kejadian penting dalam hidupnya.?
Penulis mewawancarai partisipan dan membebaskan mereka untuk menjawab

pertanyaan penulis. Dalam penulisan ini partisipannya adalah PKL, serta beberapa

23 1bid., hal 119
24 1bid., hal 130
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petugas ketertiban di sekitaran pasar Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam
hal ini penulis terlibat langsung dalam kegiatan PKL maupun pihak Satpol PP,
penulis harus mengenal informan dengan baik. Dengan begitu penulis akan
membina rapport (hubungan yang baik). Dengan rapport tersebut penulis
mengharapkan keterbukaan dan tangan keterbukaan antara penulis dan PKL dapat
memenuhi data yang diperlukan. Serta Penulis mewawancarai pedagang mengenai
pengalaman mereka tentang resistensi PKL terhadap Satpol PP. Untuk Satpol PP,
penulis mewawancarai seperti apa bentuk resistensi dan bagaimana tanggapan
mereka mengenai tindakan penertiban secara paksa ini yang mereka lakukan

terhadap para pedagang.

5. Triangulasi Data
Dalam penulisan kualitatif triangulasi data menjadi sangat penting yakni
meningkatkan kedalaman pemahaman penulis baik mengenai fenomena yang
diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul. Oleh karena itu untuk
mendapatkan kebenaran data atau informasi yang diperoleh penulis dari berbagai
sudut pandang yang berbeda maka diperlukan verifikasi data hasil wawancara
informan kunci dengan hasil wawancara informan pendukung.

Setelah melakukan wawancara dan pengamatan, penulis memilih satu
triangulasi data yaitu warga di Pasar Jati Baru untuk memperkaya hasil penulisan
mengenai PKL di Pasar Jati Baru Tanah Abang. Selanjutnya, penulis
mewawancarai Sekretaris Kelurahan Kampung Bali untuk memperoleh data yang

lengkap mengenai PKL di JI Jati Baru serta data-data yang dibutuhkan lainnya demi
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keabsahan penulisan serta mengetahui kebenaran informasi yang handal dan
gambaran yang utuh mengenai adanya resistensi PKL di Pasar Jati Baru Tanah
Abang.

6. Sistematika Penulisan

Dalam sebuah penulisan sistematika penulisan sangat penting guna sebagai
arahan berjalannya penulisan yang baik. Penulisan ini memiliki beberapa bagian
yakni ada pendahuluan, isi dan penutup. Penulisan ini terbagi menjadi lima bab dan
di dalamnya ada beberapa sub bab yang menjadi pelengkap hasil penulisan. Pada
bab pertama di dalamnya ada beberapa sub bab yakni pendahuluan, rumusan
masalah guna sebagai fokus penulis terhadap penulisan, tujuan, tinjauan penulisan

sejenis, kerangka konseptual, metode dan sistematika penulisan.

Pada bab Il berisikan deskripsi lokasi penulisan yakni dimana wilayah
tersebut dijadikan sebagai tempat untuk PKL ilegal berjualan sesuai dengan
kebutuhan penulis. Penulis akan menjelaskan lokasi pasar Jati Baru yang terletak di
depan Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. Dalam hal ini penulis menjelaskan
gambaran seperti apa suasana PKL yang berjualan di area tersebut serta akan
menjelaskan kondisi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang bertugas di

area pasar tersebut.

Bab 111 berisikan tentang deskripsi mengenai bentuk resistensi antara PKL
dengan Satpol PP ketika terjadi penertiban di Pasar Jati Baru, juga mendeskripsikan
seperti apa bentuk perlawanan mereka dan hingga faktor apa yang mendasari

mereka dalam melakukan perlawanan.
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Bab IV merupakan inti dari penulisan dimana di dalamnya penulis akan
memaparkan seperti apa faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi oleh PKL
ketika Satpol PP melakukan penertiban. Bab ini juga menjelaskan resistensi yang

dipandang sebagai konflik dengan analisis teori sosiologi.

Bagian akhir yaitu Bab V yang merupakan bagian penutup dari penulisan
ini. Dalam bab ini di dalamnya berisikan mengenai kesimpulan dalam penulisan
skripsi ini yaitu mengenai seperti apa bentuk dan fakto penyebab resistensi PKL
yang dibuat oleh penulis dalam menyimpulkan laporan hasil penulisan secara
menyeluruh. Kesimpulan ini merupakan jawaban eksplisit dari pertanyaan
penulisan yang dirangkai pada awal penulisan. Dan juga rekomendasi agar penulis

dapat mempertimbangkan sebagai masukan kedepan.



BAB Il
PROFIL PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR JATI BARU

A. Pengantar

Bab I1 di bagi menjadi beberapa sub bab di dalamnya yakni hal utama adalah
memaparkan gambaran secara umum mengenai Pasar Jati Baru yang terletak di
sebrang Stasiun Kereta Api Tanah Abang Jakarta Pusat. Bab ini mengulas secara
singkat  bagaimana situasi yang ada di Pasar Jati Baru ketika sedang
berlangsungnya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP maupun ketika mereka
melakukan aktivitas dagang seperti hari-hari biasanya. Hal tersebut dimaksudkan
untuk mengamati lebih dalam keseharian yang dilakukan para PKL setiap hari dari

mulai berjualan hingga aktivitas berdagang sampai selesai.

Adapun penjelasan yang akan dibahas pada bab ini mengenai bagaimana
gambaran umum Pasar Jati Baru yang terletak di JI. Kb. Jati 18 No.25, Kp. Bali,
Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta. Di dalam bab ini terbagi menjadi
beberapa sub-bab yakni pada sub bab pertama di dalamnya menjelaskan secara
detail aktivitas kegiatan yang setiap hari berlangsung di Pasar tersebut dan dilihat
dari berbagai aspek yakni dari pandangan PKL hingga Satpol PP yang bertugas di

wilayah tersebut.

Dalam sub bab selanjutnya berisi mengenai seperti apa bentuk perlawanan
yang biasanya terjadi antara Satpol PP dengan para pekerja yang berada dibidang

sektor informal khususnya PKL di Pasar Jati Baru.

59
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B. Gambaran Umum Pasar Jati Baru

Bukan lagi menjadi hal umum bahwa PKL kian marak di Tanah Abang.
Sebenarnya, letak PKL Tanah Abang hampir di sekeliling pusat grosir terbesar di
Asia Tenggara itu. Namun, dari banyaknya PKL penulis menentukan lokasi pasar
Jati Baru yang terletak tepat di depan Stasiun Tanah Abang karena pasar ini paling
ramai di jJumpai pembeli maupun paling ramai PKL yang berjualan. Para PKL itu
mengokupasi trotoar dan jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Ada dua sisi PKL di
depan Stasiun yaitu sisi kiri dan sisi kanan, jumlah pedagang yang paling banyak
terletak di sebrang Stasiun sedangkan di satu sisi hanya beberapa PKL saja itupun
dengan barang dagangan yang dikatakan lingkup kecil seperti aksesoris handphone,
berjualan minuman dan pedagang kue-kue keliling saja. Ratusan PKL tersebut
berjualan dengan menggunakan gerobak dorong, ada yang berjualan menggunakan
gerobak motor, dan tak jarang ditemui banyak sekali yang menggunakan tenda
kayu, payung besar serta terpal sebagai atapnya yang dalam jumlah besar, terletak
di depan Stasiun dan dikenal dengan nama Pasar Jati Baru. Sebenarnya, pasar Jati
Baru berdampingan lokasinya dengan Pasar Tasik. Lokasi kedua pasar ini saling
berdekatan namun berbeda dengan pasar Jati Baru, pasar Tasik memiliki lokasi
tersendiri yakni mempunyai lahan yang sudah legal. Pasar Jati Baru sendiri buka
pukul 07.30 hingga menjelang magrib. Menurut hasil wawancara penulis, pasar ini

sangat ramai ketika hari senin hingga kamis.

“hari paling ramai pembeli itu hari senin sampai kamis aja mba, kao sabtu minggu
itu kurang. Biasanya juga cuman sampe jam 12 siang aja soalnya kalo sore udah
jarang pembeli paling orang-orang cuman lewat aja mau keluar masuk stasiun”?

%5 Wawancara dengan Robert, Pedagang Pakaian di Pasar Jati Baru pada 20 Maret 2017
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PKL yang membuka lapak di Pasar Jati Baru Tanah Abang ini jumlahnya
berkisar 600 pedagang dan didominasi oleh pedagang pakaian. Mulai dari pakaian
anak-anak hingga pakaian dewasa. Setelah itu, barulah didominasi oleh pedagang
minuman kopi dan makanan lalu pedagang yang lain seperti berjualan jam tangan,
sendal, aksesories handphone, dan buah-buahan. Serta para pedagang yang
berjualan di Pasar Jati Baru ini rata-rata adalah pendatang dari daerah luar Jakarta
dan mayoritas adalah mereka yang berasal dari Sumatera khususnya Padang.
Pedagang didominasi oleh bapak-bapak yang berkisar umur 40 hingga 60 tahun.
Lokasi berjualan mereka menutupi trotoar untuk pejalan kaki sehingga pejalan kaki
yang berlalu lalang terpaksa berdesakan ketika melewati pasar tersebut. Bahkan,

ada beberapa pedagang yang memakan badan jalan.

Kedua sisi jalan Jati Baru tersebut baik sisi kanan, maupun sisi kiri dipadati
oleh ratusan PKL. Akhirnya, pejalan kaki pun terpaksa melintas di luar trotoar.
Padahal kondisi jalan pun sangat ramai oleh angkutan umum dan kendaraan lain
yang memadati jalan tersebut. Tidak hanya itu, terlalu ramainya pembeli yang
mendatangi PKL di Pasar Jati Baru ini kerap membuat orang-orang parkir dengan
sembarangan di ruas trotoar hanya untuk melihat barang yang ingin mereka beli
walaupun hanya sebentar. . Kondisi kemacetan pun sudah menjadi hal yang biasa
bagi mereka yang mengunjungi pasar tersebut. Bagi pengguna kendaraan roda dua,
kemacetan yang terjadi tidak terlalu dipermasalahkan karena ada celah yang bisa
dilalui. Namun tidak demikian bagi pengguna jalan roda empat, kemacetan yang
terjadi memang sulit dihindari. Apalagi menjelang sore, kendaraan yang melintasi

pasar Jati Baru akan lebih padat.
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Gambar 2.1
PKL di Pasar Jati Baru

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)

Di pasar ini tidak begitu banyak lahan parkir karena terlalu banyak para
pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Biasanya para pembeli yang membawa
kendaraan bermotor hanya bisa parkir di depan ruko dengan biaya parkir sebesar
Rp 5.000. Meski macet, persoalan ini bukan persoalan baru di Kawasan Tanah
Abang. Selain itu, persoalan lainnya di sana yakni banyaknya kendaraan yang
berputar arah tidak sesuai dengan aturan sehingga membuat keadaan kemacetan di

sekitar Pasar semakin parah.

Salah satu faktor yang membuat kawasan PKL ramai pembeli adalah orang-
orang yang merasa pasar pinggir jalan lebih mudah dikunjungi dalam artian tidak
seperti keadaan pasar di dalam ruko Blok A, B atau G. Meskipun barang-barang
lebih lengkap berada di dalam Blok, tetapi para pengunjung tidak sedikit yang lebih

tertarik berbelanja di PKL karena lokasinya yang praktis dan mudah jika mencari
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keperluan yang dianggap penting. Tidak harus berkeliling lantai per lantai atau
bahkan toko pertoko untuk menemukan sesuatu yang mereka butuhkan. Selain itu,
jika pengunjung membawa kendaraan kemudian parkir resmi di dalam lingkungan
Blok maka biaya parkir tidak sedikit sebab dihitung perjam. Maka dari itu,
pengunjung banyak yang datang ke pasar pinggir jalan sekitaran Tanah Abang
termasuk Pasar Jati Baru. Pasar Jati baru merupakan pasar yang juga memiliki lahan
parkir yang disediakan oleh petugas parkir liar. Meskipun tingkat keamanan sangat
rendah, namun pengunjung tetap banyak yang mempercayai kendaraan mereka

dengan petugas parkir liar.

Gambar 2.2

Kendaraan yang Parkir Sembarangan di Pasar Jati Baru

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Penyebab dari banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan di Pasar Jati

baru adalah adanya beberapa pengunjung yang tetap masih keberatan meskipun
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parkir liar sudah disediakan dengan lokasi yang tidak jauh dari tempat berbelanja
di Pasar Jati Baru ini. Parkir liar tersebut menarik tarif Rp. 5000 meski kendaraan
dititipkan seharian. Akibatnya mereka yang tetap ingin parkir namun tidak mau
dikenai biaya parkir dengan sembarangan meletakan kendaraan mereka di area

trotoar yang menyebabkan akses jalan semakin sempit.

Gambar 2.3

Kemacetan di Depan Pasar Jati Baru

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)

Penindakan parkir liar di kawasan Tanah Abang butuh penanganan khusus.
Namun, penindakan dilakukan dengan cara represif maka akan terjadi konflik baru
yang hanya menimbulkan serta menambah permasalahan di Pasar Tanah Abang.
Banyaknya kendaraan yang parkir di badan jalan menyebabkan luas jalan
menyempit. Akibatnya, kemacetan terjadi, terutama jika ada kendaraan yang akan

parkir ataupun meninggalkan lokasi parkir. Selain karena kendaraan yang parkir
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dengan sembarangan di sekitar trotoar kemacetan juga terjadi karena populasi

kendaraan yang begitu banyak yang melewati Pasar Jati Baru.

Perilaku pengendara yang acap kali mengambil jalur sesuka mereka.
Kondisi angkutan umum yang sudah ada tumpang tindih terjadi. Pengunjung yang
keberatan dengan tarif parkir yang disediakan pihak Pasar Jati Baru akibatnya

parkir di badan jalan yang dapat menambah kemacetan.

Para PKL di Pasar Jati Baru sangat antusias dalam mengais rezeki setiap
harinya. Ketika hujan turun jumlah PKL tidak sebanyak seperti biasanya. Para
pedagang menutup lapak dagangan mereka. Meskipun pedagang mengaku bahwa

pasar tetap ramai.

Gambar 2.4

Suasana Pasar Jati Baru Ketika Hujan Turun

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)
Pasar Jati Baru adalah pasar ilegal maka sudah pasti upaya pelarangan dan

penertiban terjadi setiap hari di lokasi tersebut. Namun, tidak dipungkiri meski
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sering sekali kejar-kejaran dengan Satpol PP, Pasar Jati Baru ini tidak pernah sepi
pembeli dan tidak membuat jera para PKL. Mulai dari pedagang yang membuka
kios di pinggir jalan hingga pedagang yang hanya bermodalkan gerobak kecil
mereka sama-sama ramai pembeli. Apalagi jika hari-hari besar akan tiba maka PKL
di Pasar Jati Baru Tanah Abang ini akan diserbu oleh banyaknya pengunjung yang

berlomba untuk mendapatkan barang dengan harga yang mudah ditawar.

Gambar 2.5

Satpol PP yang Sedang Memantau Keadaan Pasar Jati Baru

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)

Berdasarkan pantauan penulis, dalam setiap hari selalu ada dua mobil Satpol
PP di depan Stasiun Tanah Abang. Mobil tersebut sengaja di letakkan di badan jalan
tepat di depan para PKL dengan beberapa anggota Satpol PP di dalam mobil
tersebut untuk memantau keadaan. Petugas Satpol PP selalu terlihat di beberapa
titik Pasar Jati Baru meski hanya mengamati dari jauh dan memantau jika saja

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pola penjagaan pun terus dilakukan dalam
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setiap hari oleh Satpol PP sebagai upaya memantau lokasi yang dianggap menjadi

titik rawan para PKL termasuk Pasar Jati Baru.

1. Latar Belakang Berdirinya Pasar Jati Baru

Pada awalnya Pasar Tanah Abang hanya berisi pedagang legal saja yakni
pasar yang terletak di Blok A, Blok B dan Blok G, pasar tersebut adalah pasar milik
PD Pasar Jaya. Kemudian seiring berjalannya waktu para pedagang banyak
mendapat kabar bahwa banyak pembeli yang merasa malas untuk pergi berbelanja
dengan dengan alasan desak-desakan untuk menuju lantai atas. Dengan banyaknya
kabar yang mereka dengar akhirnya para pedagang berinisyatif untuk membuka
lapak di pinggir jalan dengan tujuan pembeli tidak perlu repot untuk pergi ke lantai
atas atau merasa kesulitan untuk mencari kebutuhan yang mereka perlukan dengan
ruko yang cukup banyak. Kemudian para pedagang menemukan lokasi yang
mereka anggap strategis sebagai lahan berjualan yakni di depan Stasiun Tanah
Abang, Jakarta Pusat. Para pedagang pun membuka lapak yang awalnya dibuka per
kelurahan yang kemudian dilakukan pemekaran sehingga saat ini sudah mulai

banyak pedagang.

Pasar ini tidak memiliki nama resmi, hanya saja mengapa dikenal dengan
nama pasar Jati Baru karena letak lokasinya berada di Jalan Jati Baru. Pasar ini
Kira-kira baru 10 tahun berjalan dan dimulai pada sekitaran tahun 2007. Dahulu
awalnya di jalan Jati Baru ini hanya ada Pasar Tasik saja, itupun bukan ilegal karena
mereka memiliki tempat untuk berjualan artinya bukan di trotoar. Pasar Tasik

memiliki lahan tersendiri yang di dalamnya memuat cukup banyak pedagang.
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Awalnya hanya pasar Tasik yang melakukan aktifitas perdagangan dari hari senin
hingga kamis. Namun karena pengunjung yang sangat ramai dan barang dagangan
selalu laris maka para pedagang yang sudah lama berjualan yang sebelumnya
menyewa ruko di Blok A,B, atau G berinisiatif untuk berdagang juga namun lokasi
yang ada tidak memadai. Akhirnya mereka menggunakan trotoar sebagai jalan
keluarnya. Mereka memilih berjualan di depan stasiun sebab mereka menganggap
bahwa stasiun menjadi jalan utama orang-orang dalam berlalu lalang. Tidak jarang
para pembeli atau hanya sekedar pengunjung adalah dari kalangan mereka yang

berangkat dan pulang kerja menggunakan akses kereta api.

C. Resistensi Sektor Informal Perkotaan

Sektor informal di perkotaan yang selalu meningkat tidak terlepas dari
pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi
merupakan salah satu penyebab semakin berkembangnya sektor informal di
perkotaan. Semakin melonjaknya jumlah penduduk menyebabkan permasalahan ini
membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung
jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Kemunculan sektor informal di berbagai
kota besar tidak terlepas dari adanya mobilias penduduk dari desa ke kota. Kota
dianggap memiliki faktor ekonomi yang lebih baik, sayangnya untuk mendapat

pekerjaan sebagai sarana mencapai kehidupan yang lebih baik tidak ditunjang oleh
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ketrampilan yang memadai sehingga mereka tidak dapat diterima di sektor formal

yang menuntut keahlian.?

Hingga pada akhirnya kegiatan ekonomi dalam bidang sektor informal di
kota besar seperti Jakarta menyebabkan sebuah permasalahan baru. Meskipun
sektor informal dianggap sebagai jalan keluar bagi orang-orang yang tidak memiliki
pekerjaan namun sektor informal pula yang dianggap selalu merusak keindahan dan
ketertiban kota. Sektor informal yang paling banyak diminati adalah PKL. PKL
merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang
paling dominan dan menonjol aktifitasnya. Dalam perkembangannya, PKL dibagi

menjadi dua, yaitu :

1. PKL legal, yaitu PKL yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan
PKL binaan pemerintah.

2. PKL ilegal, yaitu PKL yang tidak memiliki izin usaha.

PKL legal sebenarnya adalah jenis pekerjaan yang didukung oleh
pemerintah karena, selain lokasi yang ditempati tidak menganggu ketertiban dan
keindahan kota sebab lokasi yang dipilih berasal dari pemerintah daerah setempat.
Namun, PKL legal meski aman dan tidak menjadi sasaran dalam penertiban mereka
memiliki modal yang relatif lebih besar dibandingkan dengan PKL ilegal. PKL
ilegal menempati tempat yang tidak diizinkan oleh pemerintah daerah sebagai

lokasi sektor informal. Itulah penyebabnya sering terjadi resistensi/ perlawanan

26 T Made Dian Saputra, “ Resistensi Pedagang Acung di Kawasan Kerta Gosa Klungkung
terhadap Perda No.2 Tahun 1993,” http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf thesis/unud-263-
679640362-tesis%20pdf.pdf (akses 19 Maret 2017 Pukul 16:38)
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antara petugas penertiban dengan PKL. PKL ilegal inilah yang membutuhkan
penanganan khusus dan keberadaan mereka sepertinya telah menjadi masalah yang
sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Usaha ini dikategorikan ilegal
karena tidak mengantongi berbagai izin, tidak formal, menempati lahan terlarang
dan dengan pendapatan yang rendah. Hal itu terjadi karena usaha-usaha mereka
banyak dihambat oleh aturan birokrasi hukum dan sulitnya melakukan hubungan

dengan pemerintah.?’

PKL dalam penulisan di jalan Kb. Jati 18 No.25, Kp. Bali, Tanah Abang
atau yang bisa dijumpai tepat di depan Stasiun Tanah Abang termasuk ke dalam
PKL ilegal. Sebab mereka menempati daerah larangan PKL. Meski sudah
dilakukan penertiban yang hampir setiap hari dilakukan ini tidak sama sekali
membuat jera para pedagang untuk segera pindah ke tempat yang seharusnya.
Keberadaan PKL merupakan fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil
khususnya di jalan Kb. Jati 18 No.25, Kp. Bali, Tanah Abang Sehingga sering sekali
menimbulkan konflik yakni terciptanya resistensi antara pedagang dengan aparat

pemerintah.

Resistensi secara umum dapat dibagi menjadi dua yakni secara kuat dan
secara lemah. Resistensi kuat seperti halnya ketika Satpol PP melakukan penertiban
rutin demi menjalani tugas sebagai aparat pemerintah PKL menggunakan kekerasan

sebagai bentuk perlawanan kuat atau mengintimidasi dan tak jarang melakukan

27 Ade Parlaungan, Pemberdayaan Sektor Ekonomi Informal : Suatu Tinjauan
Empiris,http://journal.unrika.ac.id/index.php/jurnaldms/article/viewFile/40/30 (akses 18 Maret
2017 Pukul 21:13)
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demonstrasi. Sedangkan dalam kategori resistensi lemah yakni seperti main kucing-
kucingan dengan petugas saat terjadi penertiban lokasi serta pedagang dapat
mencari tempat sementara untuk bersembunyi dan kemudia berjualan kembali

setelah penertiban selesai.

Biasanya bentuk resistensi yang kuat merupakan upaya mereka dalam
mempertahankan eksistensi masing-masing. Di sisi lain pekerjaan sebagai PKL
adalah pekerjaan utama bagi mereka, maka ketika penertiban yang dilakukan oleh
petugas diikuti penyitaan barang dagangan membuat mereka mau tidak mau harus
bertahan dengan apapun bentuk resistensi yang akan dilakukan. Solusi terbaik
mungkin saja untu memecahkan permasalahan yang sebenarnya tidak ada habisnya
ini adalah dengan adanya kebersamaan antara pemerintah dan pedagang untuk

membuat konsep yang jelas dan terarah mengenai penertiban.

Penertiban oleh aparat pemerintah boleh saja dilakukan apalagi jika
fungsinya adalah melindungi kota demi tertatanya lingkungan yang diinginkan.
Namun, penertiban yang harusnya dilakukan adalah dengan proses pembinaan
terhadap PKL terlebih dahulu serta penyediaan lahan yang sesuai untuk mereka
dalam rangka melakukan aktifitas ekonomimya. Artinya, jika pemerintah
mengeluarkan kebijakan maka harus lebih diperhatikan segala dampak dalam segi
aspek manapun. Dalam hal penertiban ini maka kebijakan yang diambil harus
benar-benar adil dan tidak menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Disatu sisi
PKL merupakan kumpulan orang-orang yang sudah menciptakan lapangan kerja

baru dan membutuhkan prestasi dalam kegiatan perdagangan yang perlu dipupuk
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dan dibina. Namun, disisi lain, kita selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik,

yaitu ketidakteraturan dan lingkungan-lingkungan yang kotor.?

Seiring terjadinya resistensi itu disebabkan karena adanya kebijakan
sepihak antara aparat pemerintah dengan PKL, sehingga dari pihak PKL seringkali
melakukan perlawanan-perlawanan sebagai wujud penolakan kebijakan itu.
Keputusan atas kebijakan yang dihasilkan selama ini, dirasakan belum dapat
merespon secara baik terhadap tuntutan maupun kebutuhan PKL. Kebijakan yang
dihasilkan tidak ubahnya seperti kebijakan yang menekankan pada aspek legal-
administratif dan seolah-olah hanya pihak pemerintah yang mempunyai hak untuk
membuat kebijakan tersebut tanpa melibat pihak PKL untuk menghasilkan suatu

keputusan.?®

Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan- kebijakan dan kemudian
diimplementasikan maka munculah berbagai bentuk perlawanan (resistensi) dari
PKL yang merasa kepentingannya tidak dapat diakomodir. Ketika resistensi terjadi
biasanya karena PKL menganggap bahwa kebijakan tidak memberikan lagi peluang
usaha dan bentuk-bentuk penolakan yang terjadi merupakan sebuah bukti bahwa
kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui Satpol PP seringkali bersifat sepihak

dipandang membatasi usaha mereka.

28 Rusli Ramli, Sektor Informal Perkotaan PKL (Ind-Hill-Co, Jakarta: 1992), him 23.

29 Eko Siswono, Disertasi: Resistensi dan Akomodasi : Suatu Kajian tentang Hubungan-Hubungan
Kekuasaan pada PKL ( PKL ), Preman dan Aparat di Depok. (Depok: Universitas Indonesia,
2009),him 27.
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D. Struktur Sosio Ekonomi PKL

Konsep struktur sosiologi ekonomi adalah studi tentang bagaimana cara
orang atau masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan pendekatan
sosiologi. Dari pengertian ini, sosiologi ekonomi berkaitan dengan ekonomi dalam
pendekatan sosiologis. Ekonomi dalam sudut sosial dijelaskan mengenai
bagaimana cara orang/masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya atas barang dan
jasa. Cara yang dimaksud adalah semua aktivitas orang/masyarakat yang berkaitan
dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi jasa dan barang yang langka.
Struktur sosial ekonomi Indonesia muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan
gaya hidup antar individu yang saling berinteraksi dengan individu lainnya.
Kehidupan sosial dan ekonomi memiliki keterikatan satu sama lain sebab keduanya

merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Semakin meningkat status ekonomi seseorang akan secara otomatis
meningkatkan status sosial mereka di mata masyarakat. Begitu juga dengan
semakin meluasnya pertumbuhan ekonomi modern dan administsi sosial di
Indonesia akan semakin membedakan struktur sosial yang ada, terutama pada
masyarakat lapisan bawah. Semakin meningkat status ekonomi seseorang maka
anak semakin otomatis meningkatkan status sosial mereka di mara masyarakat.
Struktur sosio ekonomi terbagi menjadi dua sektor. PKL termasuk ke dalam sektor
perkotaan. Dimana, sektor ini berupa struktur ekonomi modern yang secara
maksimal bersifat canggih dan modern. PKL memiliki struktur yang berkembang
yang cenderung membuat keadaan seakan memaksakan kehendak untuk adanya

kesetaraan.
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Dari segi ekonomi tentunya dapat dilihat dengan jelas bahwa dengan adanya
PKL dapat diserap tenaga kerja yang dapat membantu pekerja tersebut dalam
mendapatkan penghasilan. Adanya sektor informal PKL tidak dapat dipungkiri
bahwa sangat berpengaruh dalam menekan angka pengangguran di Indonesia
khususnya kota-kota besar. PKL mempunyai potensi besar untuk mengembangkan
sektor perekonomian rakyat melalui aktivitas dagang. Sayangnya, mereka tidak
pernah diberi tempat dan porsi yang sesuai dalam dinamika kehidupan perkotaan.
Di Ibukota terdapat banyak PKL. Hanya saja, pelaku usaha sektor informal tersebut

jarang mendapat perhatian dari Pemprov DKI Jakarta.

Dari segi sosial dapat dilihat jika kita rasakan bahwa keberadaan PKL dapat
menghidupkan maupun meramaikan suasana. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri.
Selama ini PKL dianggap sebagai sektor yang terpinggirkan karena keberadaannya
kurang mendukung terwujudnya ketertiban dan keindahan kota. Namun,
pemerintah salah dalam mendidik para PKL karena selalu menggunakan
pendekatan penggusuran dan penertiban. Seharusnya, pemerintah memiliki cara
khusus untuk membimbing PKL dengan baik karena jika berhasil maka hasilnya

sangat menguntungkan pula untuk pemerintah.

PKL sebaiknya bukan digusur, tapi cukup ditata dengan baik agar tidak
merusak tata kota. Setelah mendapat bantuan dari pemerintah, usaha PKL akan
berkembang dan bisa menyerap tenaga kerja. Jika saja PKL ditata dan diurus
dengan baik maka PKL bisa saja menjadi usaha sekaligus wisata belanja bagi warga
sekitar. Mengenai segi ekonomi pula para PKL yang berjualan di pasar Jati Baru

merasa sangat terbantu sebab mereka mengakui bahwa menjadi seorang PKL
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memiliki penghasilan yang pasti setiap hari didapat meskipun hasilnya tidak
seberapa. Seperti kutipan dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada

pedagang aksesoris handphone

“ saya sehari dagangan saja laku lumayan neng, cuman saya seneng kalo dagang
disini uangnya udah pasti, gak kaya waktu saya jadi kuli di Surabaya
penghasilannya dalam sehari juga belom tentu dibayar"°

Kemudian dari beberapa pedagang, penulis menemukan anggapan yang
sama mengenai penghasilan yang mereka dapatkan. Sedangkan dalam segi sosial
banyak warga yang berlalu lalang walau hanya sekedar melihat-lihat barang

dagangan dengan ditemai kopi dan kue.

E. Profil PKL dan Aktor Lain yang Terlibat

Bab ini menjelaskan secara detail mengenai profil informan yang menjadi
subjek dalam penelian ini. Informan yang menjadi subjek penulisan ini ditemui di
sekitaran pasar Jati Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penulis mengambil 8
(delapan) informan, diantaranya adalah satu Komandan Satpol PP dan satu anggota
Satpol PP yang dipilih karena mereka bertugas menertibkan dan mengamankan
lokasi PKL di Pasar Jati Baru. Serta lima PKL dengan berbagai jenis dagangan yang
berbeda sebagai subjek penulis di Pasar Jati Baru yang dipilih dengan alasan selama
penulis melakukan pengamatan di lokasi, beberapa pedagang tersebut menjadi
korban dalam penertiban yang dilakukan oleh Aparat. Dan satu orang petugas
parkir dengan alasan petugas parkir yang selalu berada di Pasar Jati Baru setiap

hari, maka penulis mengharapkan mendapat banyak informasi sebagai dukungan

30 Wawancara dengan Pak Rizal, Pedagang Baju pada 13 Maret 2017
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penulis dalam memperlengkap data yang dirasa masih kurang. Setelah melakukan
sedikit wawancara penulis telah menentukan ada 6 (enam) informan sebagai
informan kunci, dan dua sebagai informan pendukung. Untuk melengkapi data,
berikut penulis deskripsikan beberapa informan yang berkaitan dengan penulisan

skripsi.

1. Robert, Pedagang Baju Remaja di Pasar Jati Baru

Informan selanjutnya adalah Robert yang merupakan PKL di Pasar Jati
Baru. Robert \mulai berdagang sekitar pukul 07.00 pagi hingga 17:00 sore. Robert
belum lama berjualan di Pasar Jati Baru sebab ia hanya menggantikan Ayahnya
berjualan. Pekerjaan Asli Robert yakni berada dibidang pelayaran. Namun, ia
mengaku untuk mengisi kekosongan waktunya karena pekerjaannya sedang libur
maka ia membantu orang tuanya berjualan di Pasar Jati Baru. Selama Robert
berjualan di Pasar Jati Baru hampir setiap hari ia merasakan dampak dari adanya
penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP yang bertugas. Kadang kala jika ada
penertiban gabungan, dagangan Robert ini menjadi korban dari penertiban Satpol
PP tersebut. Namun, menurut Robert penertiban tersebut hanya tidak membuat jera
pada pedagang termasuk dirinya. Karena, menurutnya sudah menjadi pekerjaan
sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup para pedagang di sekitaran Pasar Jati

Baru.
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Gambar 2.6
(Robert, Pedagang Baju di Pasar Jati Baru)

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

2. Nurmala, Pedagang Kue dan Minuman di Pasar Jati Baru

Nurmala yang berusia 49 tahun ini merupakan pedagang kue dan minuman
di Pasar Jati Baru. Nurmala meneruskan usaha sang ibu yang sudah berjualan di
Pasar tersebut selama 10 tahun lamanya. Sejak ibunya meninggal dunia yakni pada
tahun 2014 lalu akhirnya, Nurmala yang dulu bekerja sebagai pedagang nasi uduk
di sekitar rumahnya meneruskan usaha ibunya dengan alasan merasa sayang jika
lahan berjualan di Pasar Jati Baru ditinggalkan begitu saja. Nurmala memiliki
empat orang anak yang masih menduduki bangku sekolah. Setiap senin hingga
jumat Ibu Nurmala mulai berdagang sekitar pukul 11:00 siang dikarenakan usai
mengantar anak-anaknya menuju sekolah. Namun, jika sabtu dan minggu Nurmala

mulai berdagang dari pukul 08:00 pagi hingga sore hari.
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Gambar 2.7

Nurmala, (Pedagang Kue dan Minuman di Pasar Jati Baru)

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Nurmala berjualan di Pasar dengan ditemani sang suami yang usianya juga
mulai renta. Keluarga kecil tersebut memiliki tempat tinggal yang lokasinya tidak
begitu jauh dari Pasar Jati Baru dengan keadaan rumah milik sendiri. Karena lokasi
tempat tinggal dan tempat berjualan tidak begitu jauh maka setiap hari Nurmala
dan suaminya hanya menggunakan sepeda untuk menuju lokasi berdagang. la pun
mengaku bahwa kue-kue yang setiap hari dibawanya untuk dijual yakni kue buatan

sendiri.

3. Rizal Abdul Munir, PKL yang Menjual Baju

Informan kedua adalah Rizal penjual Baju. Tidak sedikit ditemui pedagang
baju remaja yang ada di pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat ini. namun,

Rizal tetap memilih menjual baju remaja karena ia menganggap bahwa modalnya



79

sangat minim. Rizal sudah berdagang selama tiga bulan di pasar Jati Baru. Dulu, ia
merupakan karyawan yang bekerja di bidang kuliner yakni di Surabaya sebagai
orang yang bantu-bantu dalam usaha catering yang ada di kota tersebut. Sayangnya,
karena beberapa kesalahan yang dilakukan maka Pak Rizal terpaksa diberhentikan

dari pekerjaannya itu.

Gambar 2.8

Rizal Abdul Munir, (Penjual Baju Remaja di Pasar Jati Baru)

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Seperti pada umumnya anggapan Jakarta adalah pusat segalanya, maka Pak
Rizal merantau ke Jakarta. Ketika di Jakarta beliau menggarap pekerjaan sebagai
penjual baju remaja yang hingga kini masih dijalani. Meski ia sudah lumayan lama
berjualan di pasar Jati Baru ini, ia mengaku bahwa ia merasa lelah kepada Satpol
PP yang setiap hari berusaha merampas barang dagangannya. la mengaku bahwa ia
kesal jika penertiban/ operasi sedang berjalan. Sesekali barang dagangan Pak Rizal
ini terkena razia dan dibawa ke kecamatan. Maka ia harus mengambil dan
menebusnya dengan uang tanpa melakukan sidang. Rizal mengaku bahwa ia
sebenarnya tidak ingin berjualan di area trotoar seperti sekarang. namun ia merasa

terpaksa karena sudah mulai nyaman karena lingkungannya sendiri.
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Rizal sendiri berdagang di pasar Jati Baru pada pukul 10 pagi sampai jam 5
sore, Namun, ketika sedang ada penertiban atau operasi besar Pak Rizal hanya bisa
berjualan di atas jam 12.00 saja dan ia merasa sangat rugi karena pembeli sangat
ramai ketika pagi hari bukan siang hari. Dagangan yang dijual Pak Rizal ini cukup
laku karena banyak orang yang membutuhkannya dan biasanya pembeli didominasi

oleh remaja maka penghasilan Pak Rizal sekitar Rp.500.000 perhari.

4. Antonius Chaniago, Pedagang Baju Anak di Pasar Jati Baru

Informan selanjutnya adalah informan kunci yakni PKL di Pasar Jati Baru
Tanah Abang. Antonius Chaniago atau yang biasa disapa Anton merupakan
pedagang baju anak-anak di pasar tersebut. Anton berasal dari Padang dengan
profesi sebelumnya yang bekerja di pelabuhan Teluk Bayur. Kemudian ia beralih
profesi menjadi pedagang setelah diberhentikan dari pekerjaannya karena beberapa

alasan yang membuatnya terpaksa berhenti.

Gambar 2.9
Antonius Chaniago, (Pedagang Baju Anak)

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)
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la menggeluti profesi berdagang seperti kebanyakan orang Padang lainnya
dan memilih pasar Jati Baru sebagai tempat untuk berdagang dari tahun 2005.
Awalnya, ia bekerja sebagai karyawan disalah satu ruko Blok C milik tetangganya
di Kampung halaman. Karena pendapatan dan gaji yang sangat minim membuat
Pak Anton memilih untuk berdagang sendiri meski modal awal pada saat itu

didapatkan dari hasil pinjaman.

Selama berada di Pasar Jati Baru yang sudah lebih dari 10 tahun, ia setiap
hari beradegan kejar-kejaran dengan Satpol PP atau bahkan ia sengaja datang
berdagang sewaktu siang hari ketika kondisi sudah mulai aman. la mengaku tidak
merasa keberatan dengan adanya penertiban yang dilakukan setiap hari ini dan ia
pun merasa sebagai PKL adalah hal yang salah apalagi mengingat bahwa Pasar Jati
Baru adalah ilegal. Namun, Pak Anton merasa sangat suka dengan kondisi
lingkungan Pasar seperti rekan berdagang yang selalu sopan dan bersaing secara
sehat membuat Pak Anton merasa selalu nyaman ketika bekerja meskipun di kejar-

kejar oleh Satpol PP.

5. Rudi, Petugas Parkir di Pasar Jati Baru Tanah Abang

Rudi sebagai petugas parkir yang bekerja sejak tahun 2010. Rudi berusia 38
tahun yang bertempat tinggal di daerah Ciputat dengan kepemilikan rumah
kontrakan. Jalannya menjadi seorang tukang parkir di Pasar Jati Baru merupakan
ajakan dari rekan baiknya yang awalnya mengajak Pak Rudi untuk parkir di Pasar

Tanah Abang. Namun, Pasar Tanah Abang lahan parkirnya sudah dikuasai oleh
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banyak orang dengan profesi yang sama. Maka dari itu ia memilih untuk

memisahkan diri dan bekerja sebagai petugas parkir di Pasar Jati Baru.

Gambar 2.10
Rudi, (Petugas Parkir Pasar Jati Baru)

L

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Rudi tidak memiliki pekerjaan lain.. Keseharian Pak Rudi hanya sebagai
petugas parkir dari pagi hingga sore hari. Menurutnya penertiban satpol pp
dilakukan setiap hari tetapi dari pihak Satpol PP hanya untuk menertibkan dan
mengawasi pedagang yang berjualan di pinggir trotoar sehingga tidak menggangu
pejalan kaki. Dalam penertiban Satpol PP para pedangan ada yang merasa
terganggu dan ada yang biasa saja. Karena memang sudah resiko sebagai pedagang

yang ingin berjualan di sekitaran trotoar.

Menurut Rudi pedangang kaki lima disekitaran jalan berjumlah 1000
pedagang. Hal ini sudah menjadi rutinitas pedangan kaki lima untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dengan memproleh hasil dari berjualan di Pasar Jati Baru.
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6. Rahma Wendra, Pengunjung Pasar Jati Baru Tanah Abang

Informan terakhir adalah Rahma Wendra yang berusia 49 tahun. Rahma
Wendra adalah seorang wiraswasta yang membuka usaha pakaian kecil-kecilan di
rumahnya. la tinggal di jalan Cendani Raya Pondok Bambu Jakarta Timur. Untuk
memproduksi barang dagangannya, Rahma Wendra memilih Pasar Jati Baru yang
ia percaya sebagai distributornya. la menjadi konsumen Pasar Jati Baru sejak 2015

ketika memulai usahanya.

Karena tuntutan dari kebutuhan barang dagangnya, Rahma Wendra
meluangkan waktunya untuk berbelanja ke Pasar Jati Baru sekitar 2 kali seminggu.
la memilih pasar Jati Baru sebagai distributor barang dagangnya karena
menurutnya ,dari nilai harga jual pasar ini menjual barang dagangan dengan harga
lebih murah dan sangat mudah ditawar dibandingkan dengan ruko-ruko yang ada

di dalam Blok.

Selama Rahma Wendra mengunjungi pasar Jati Baru beberapa kali ia
menyaksikan penertiban yang dilakukan Satpol PP kepada para PKL. Penertiban
yang dilakukan dengan tiba-tiba membuat suasana semakin gaduh di pasar tersebut
selain dikarenakan jumlah pengunjung yang sudah cukup banyak. Sebagai
pengunjung pasar, Rahwa Wendra sempat merasa bingung ketika sedang berbelanja
lalu para PKL ditertibkan dalam waktu yang singkat. la pun merasa iba kepada PKL

yang berjualan di pasar Jati Baru.
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Namun, Rahma Wendra setuju dengan adanya penertiban yang dilakukan
oleh Satpol PP sebagai bentuk menciptakan pasar dalam keadaan yang lebih tertib.
la mengaku bahwa keadaan pasar sering membuatnya pusing dan terlalu semerawut

tanpa ada hal yang teratur.

7. Aldo, Komandan Satpol PP yang Bertugas di Pasar Jati Baru

Gambar 2.11

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)
Aldo adalah petugas Satpol PP yang berkewajiban melaksanakan tugasnya

untuk menertibkan PKL di sekitar pasar Tanah Abang termasuk pasar Jati Baru.
Aldo yang biasa disapa Pak Al ini merupakan Komandan Satpol PP berusia 35
tahun yang sekaligus masih berstatus sebagai mahasiswa di STIAMI Cempaka
Putih dan sedang proses menyelesaikan tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar
S1. Pendidikannya pun hanya dijalankan ketika hari sabtu dan minggu saja ketika
dia sedang libur dalam tugas sebagai Satpol PP. Aldo lahir di tanah Sumatra yakni

Palembang.

Kemudian, Aldo memutuskan untuk mencari pengalaman dengan merantau

ke tanah Ibukota dan mendapatkan pekerjaan pada tahun 2000 di Jakarta yang
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sebelumnya telah melaksanakan pendidikan terlebih dahulu karena ia merantau ke
Jakarta sejak 1996. Bagi Aldo, melalukan tugas sebagai seorang Satpol PP tidaklah
mudah. Penertiban yang dilakukan di pasar Jati Baru sendiri sangat banyak kendala
yang kadang membuat emosi naik turun. Misalnya saja ketika penertiban dilakukan
maka tidak jarang Aldo dan anggota Satpol PP yang lain mendapatkan perlawanan
kecil seperti hinaan dan makian. Namun, meski hati nurani bergerak tetap saja
setiap manusia memiliki peran dan fungsinya masing-masing termasuk tugas Satpol

PP untuk menertibkan PKL.

Aldo adalah komandan yang ditugaskan langsung dari walikota untuk setiap
hari mengunjungi pasar Jati meski hanya melakukan pengamatan ketika sudah tidak
lagi ada jadwal penertiban. Aldo sendiri mengaku bahwa sebenarnya sangat iba
ketika melihat PKL berlari ketika dikejar olehnya. Namun, kebijakan dari
pemerintah yang ada sudah tidak bisa lagi dirubah. Meskipun ada relokasi namun

PKL lebih memilih menetap meskipun berulang kali sudah di tertibkan.

Operasi sendiri berlangsung tiga kali dalam satu hari yakni jam 07:00 pagi,
jam 12:00 siang dan sekitar jam 15:00. Aldo sering menangkap beberapa PKL yang
kelewat bandel baginya, kemudian barang yang disita dibawa ke Gudang Cakung

dan kemudian PKL boleh mengambilnya dengan syarat tertentu.

8. R Napitapuli, Satpol PP yang Bertugas di Pasar Jati Baru

Informan kedua adalah R Napitapuli atau yang biasa disapa Bapak Puli. Puli
merupakan anggota Satpol PP yang bertugas setiap senin-jumat di sekitar Pasar Jati

Baru. Beliau berusia 41 kelahiran Manado dan sudah mengabdikan dirinya di
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Jakarta cukup lama. Puli merupakan Satpol PP gabungan dari Kecamatan yang
ditugaskan untuk menertibkan wilayah Pasar Jati Baru. la ditemui untuk wawancara
saat sedang istirahat saat melakukan penertiban karena terkendala hujan pada saat
itu. Beliau asli dari daerah Medan Sumatera Barat. Ketika sedang melakukan
penertiban biasanya dari pihak Kecamatan menugaskan sekitar 10 orang untuk

tugas di satu lokasi termasuk Puli dan rekannya yang ditugaskan di Pasar Jati Baru.

Gambar 2.12
R Napitapuli, (Anggota Satpol PP)

O

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)

Puli memiliki 3 orang anak yang masih bersekolah di Jakarta. Sejak ia
memilih merantau ke Jakarta untuk menjalankan pendidikan, maka hingga sekarang
pun ia menetap di Jakarta bersama keluarganya. Mengenai penertiban yang ia
lakukan tiga kali dalam sehari yakni pada pagi, siang dan sore hari Puli mengaku
kini PKL sudah mulai bisa diatur. Artinya, Satpol PP tidak lagi harus bertindak

kasar meski hanya untuk menegur saja.
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RESISTENSI PKL DALAM MENGHADAPI PENERTIBAN OLEH
SATPOL PP

A. Pengantar

Penulisan pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang profil dan kondisi
PKL di Pasar Jati Baru Tanah Abang Jakarta Pusat yang dimana lokasi tersebut
menjadi tempat penulis dalam memperoleh data. Selain itu, pada bab sebelumnya
penulis telah mendeskripsikan dengan lengkap delapan informan yang membantu
dalam proses penulisan. Pada bab ini penulis akan memaparkan bagaimana konsep-
konsep yang ada dalam penulisan ini dengan pandangan sosiologis. Dalam sub bab
ini penulis menyinggung sedikit teori yang akan digunakan pada analisis yang akan

dipaparkan di bab berikutnya.

Selain itu, bab ini juga dilengkapi dengan data hasil temuan data selama
penulis melakukan observasi secara mendalam terhadap kebutuhan penulisan yang
akan menjawab adanya rumusan masalah dalam penulisan ini mengenai bagaimana
bentuk dan dinamika resistensi sektor informal yang ada di Pasar Jati Baru. Dari
sudut pandang PKL penulis menjelaskan dalam sub bab eksistensi PKL yang
dimana hal tersebut menjadi alasan mereka bertahan menjadi dengan pekerjaannya
sebagai PKL meskipun mereka tahu bahwa bekerja dalam sektor informal memiliki
halangan tersendiri. Dalam pandangan Satpol PP penulis menjelaskan dalam bab
ini kemudian dimasukkan ke dalam sub bab wewenang Satpol PP dalam bertugas
dan sub bab tersebut membantu menjelaskan seperti apa seharusnya Satpol PP

dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat yang diperintahkan oleh atasan
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mereka untuk menciptakan tatanan kota yang indah. Dengan dihadirkannya data
pasal yang memerintahkan Satpol PP dalam bertugas. Sehingga dari adanya
penjelasan tersebut dapat membawa penulis terhadap tahap analisis di bab

berikutnya.

Pada bab berikutnya, penulis masuk ke dalam tahapan analisis. Tahapan
analisis tersebut yang menjadi point penting bagi penulis untuk menghubungkan
teori dengan hasil temuan. Dalam bab berikutnya penulis menggunakan teori
konflik yang dicetuskan oleh Ralf Dahrendorf yang akan membawa penulis

menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

B. Kontestasi Ruang Kota di Pasar Jati Baru

Perkotaan di Indonesia, tak lagi terbatas sebagai pusat pemukiman
masyarakat saja. Kini kota juga berfungsi sebagai perkembangan ekonomi. Masalah
yang sering muncul dan timbul dalam lingkup perkotaan adalah adanya
pertumbuhan penduduk yang sangat besar sehingga membawa dampak yang besar
pula bagi kota itu sendiri. Berbicara tentang masalah perkembangan sebuah
perkotaan, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan akan semakin banyak dan
volumenya tidak bisa diprediksi. Urbanisasi menjadi salah satu penyebab
permasalahan padatnya penduduk di Ibukota namun merupakan momok pula untuk
kota-kota besar sepeti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan sebagainya. Persoalan

kepadatan, kemacetan, kesempatan kerja, dan berbagai persoalan kota besar akan
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mengubah kota-kota tersebut. Bukan mustahil bermunculan urban poor consortium

yang pasti akan memusingkan kepalapara pengelola pemerintahan kota.!

Kondisi secara umum kota-kota di Indonesia saat ini bersifat “dualistik”.
Hal tersebut tidak hanya tercermin dari penampilan fisik, namun juga berdasarkan
aspek sosial-ekonomi dan sosial-budaya masyarakat. Dualistik mengandung
pengertian bahwa terjadinya pertemuan dua.’ Adanya kondisi dualistik di
perkotaan tidak terhindar dari gambaran adanya sektor formal dan informal, miskin

dan kaya, buruh dan majikan, alam dan buatan, serta tradisional dan modern.

Kota besar seperti Jakarta memang memiliki daya tarik tersendiri untuk
menjadi tempat tujuan masyarakat baru yang datang dan menikmati kota. Sehingga
ada beberapa permasalahan yang ada menyebabkan perubahan bagi kebiasaan
orang, biasanya kebanyakan warga perkotaan berubah dari yang biasanya bersama

menjadi lebih bersifat individualis dan interaksinya bersifat impersonal.

Di dalam perkembangannya, salah satu kota besar di Indonesia yaitu
Jakarta, mengalami pertumbuhan dan perkembangan aktivitas PKL yang pesat pada
ruang kota yang disalah fungsikan. Salah satu ruang fungsional kota tersebut

terletak di kawasan area trotoar di depan Stasiun Tanah Abang. Perkembangan PKL

31 Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Kependudukkan, Birokrasi, dan Reformasi Ekonomi (Jakarta:
Penerbit Rineka Cipta, 2004), him. 16.
32 Djoko Sujarto, “Pengantar Planologi”( Bandung: Penerbit ITB, 1981) him 27
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di tempat tersebut mendorong perubahan aktivitas di daerah sekitarnya, sehingga

terjadi peningkatan kondisi dualistic yang terlihat semakin jelas.

Dewasa ini sebagian besar ruas jalan trotoar yang berguna untuk pejalan
kaki yang dialihkan sebagai ruang terbuka publik yang mendukung fungsi social
dan ekonomi bagi sebagian masyarakat. PKL sebagai entitas ekonomi, tidak
melepaskan adanya kesempatan pada ruang public sebagai suatu potensi yang besar

untuk kepentingan usahanya.

PKL tidak berlokasi di selurun ruang kota, terdapat beberapa
kecenderungan dari mereka dalam berlokasi, yakni PKL cenderung untuk
berkonsentrasi pada area dengan kepadatan populasi yang tinggi pada titik-titik
persimpangan transportasi, atau berdekatan dengan aktivitasaktivitas seperti
kompleks hiburan, pasar umum dan area komersial/perdagangan dimana mereka
mendapat keuntungan dari produk-produk yang melengkapi dan tarikan konsumen
secara bersama. Kecenderungan berjualan pada area dengan komoditas yang sama.
Keterkaitan dengan tipe unit usaha PKL dengan kecenderungan untuk berlokasi di
pinggir jalan dan pintu masuk pasar dimana aliran pejalan kaki berada pada waktu

puncak.Kecenderungan PKL untuk berada di wilayah dengan kepadatan populasi

yang tinggi.®

Pasar Tanah Abang sudah ada sejak dulu sebagai pusat grosir pakaian jadi

terbesar di Asia Tenggara. Keberadaan fisik dari Pasar Tanah Abang tidaklah statis.

33 Ishak Kadir, Studi Karakteristik Penggunaan Ruang Pedagang Kaki Lima di Kawasan Eks
Pasar Lawata, http://118.97.35.230/pustaka/download/ishak-
kadir/STUDI%20KARAKTERISTIK%20PENGGUNAAN%20RUANG%20PEDAGANG%20K
AKI1%20LIMA%20(PKL).pdf ( akses 8 Juli 2017 pukul 16 : 23) him 111



http://118.97.35.230/pustaka/download/ishak-kadir/STUDI%20KARAKTERISTIK%20PENGGUNAAN%20RUANG%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20(PKL).pdf
http://118.97.35.230/pustaka/download/ishak-kadir/STUDI%20KARAKTERISTIK%20PENGGUNAAN%20RUANG%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20(PKL).pdf
http://118.97.35.230/pustaka/download/ishak-kadir/STUDI%20KARAKTERISTIK%20PENGGUNAAN%20RUANG%20PEDAGANG%20KAKI%20LIMA%20(PKL).pdf
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Dari waktu kewatu mengalami perubahan dan perkembanga. Berbagai upaya
dilakukan untuk memperbaiki kondisi pasar ini. Dari adanya relokasi PKL, upaya
pembenahan lahan parkir hingga maraknya PKL yang merajalela di sekitaran Pasar
Tanah Abang. Salah satu upaya yang sulit dibendung dan diatasai hingga Kini
adalah masalah PKL yang masih tersebar di lingkungan Pasar Tanah Abang. PKL
yang berada di depan Stasiun salah satunya yang menjadi masalah hingga kini.
Keadaannya pun secara fisik banyak ditentukan oleh pihak yang berkuasa karena
tempat tersebut masih dalam penguasaan pemerintah, baik dalam kepemilikan

maupun pengelolaan.

Aktivitas perdagangan di atas ruas pejalan kaki di Pasar Jati Baru sudah
melampaui batas. Meskipun penertiban diperketat namun tidak lama PKL sudah
tamoak terlihat lagi. Sejumlah pedagang mengaku bahwa berjualan di sana lantaran
mendapat untung yang lebih besar dibandingkan di dalam ruko. Apalagi menjelang
hari besar tiba. Meski begitu, trotoar yang seharusnya dijadikan pejalan kaki
dimanfaatkan oleh PKL untuk menggelar dagangannya. Hal inilah yang
menyebabkan pemerintah berupaya menertibakn PKL karena aktifitas itu

berdampak kepada kemacetan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Arus kendaraan mulai terhambat tepatnya di sebrang Stasiun Tanah Abang.
Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti PKL yang memakan hamper
seluruh trotoar. Menjelang hari besar pun keadaan Pasar dan jalanan bias berkali-
kali lipat lebih parah keadaanya. Bahkan, untuk dipakai jalan kaki saja ruas tersebut
sangat kecil sehingga harus berdesak-desakan. Berdasarkan pantauan penulis, para

pedagang seolah memiliki sinyal kapan para petugas akan melakukan razia atau
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melewati trotoar tempat mereka berjualan. Dengan beitu, mereka bergegas cepat
untuk membereskan dagangannya sebelum diangkut oleh petugas. Sebelum para
Satpol PP datang, PKL merapihkan barang dagangannya agar tidak terkena razia
dan diangkut ke atas mobil yang menyita dagangan PKL. Tak lama, para PKL

langsung menggelar lapaknya kembali.

Walaupun mata Satpol PP tak jarang mengintai padahal mereka sadar sudah
menyalahi aturan. Tetapi taka da jalan lain bagi mereka karena ini semua demi
menyambung hidup di Ibukota. Kecenderungan PKL berlokasi di Pasar Jati Baru di
karenakan tempat tersebut memiliki tarikan tersendiri bagi pengunjung. Adanya
ketidaksesuaian aktivitas PKL di Pasar Jati Baru dengan kebijakan pemerintah Kota
DKI Jakarta yang telah menyatakan bahwa tempat tersebut harus selalu ditertibkan
dan dengan harapan bebas PKL tidak bias dengan mudah dilakukan sebagaimana
harapan. Kenyataannya sekarang masih saja dimanfaatkan sebagai kawasan

perdagangan khususnya PKL walalupun telah adanya pelarangan dari pemerintah.

Implikasi dari karakteristik adanya penggunaan lahan trotoar dan badan
jalan yang ada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat adalah pertumbuhan PKL
yang maju karena berada di ruang-ruang kota terutama sepanjang jalan Jati Baru di
depan Stasiun Tanah Abang yang memiliki populasi dan menjadi jalan utama,
sehingga muncul titik/spot dalam ruang kota yang menjadi incaran PKL. Implikasi
terhadap ketersediaan prasarana yaitu pola operasi PKL yang menempati ruang
publik dengan membuang sisa dagangan di sembarang tempat yang menyebabkan
timbulnya kekumuhan kawasan terlebih adanya keterbatasan akses akan prasarana

bagi pedagang.
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Implikasi terhadap kebijakan, semakin berkembangnya PKL di kawasan
Pasar Tanah Abang khususnya Pasar Jati Baru yang memenuhi sudut kota
menyebabkan perlunya penyediaan ruang bagi PKL terutama dari segi ekonomi.
Selain dari segi ekonomi dimana PKL tidak ada ruang untuk berjualan, dalam hal
ini pun masalah semakin menumpuk. Kebijakan Pemkot yang selama ini selalu
melakukan penataan secara represif tanpa memperhatikan karakteristik PKL harus

diubah dengan cara yang lebih menguntungkan semua pihak.

C. Bentuk Resistensi PKL

Kehadiran PKL yang berserakan dimana-mana, di setiap sudut pinggiran
jalan, bahu jalan, emperen toko, tanah kosong, dan sebagainya yang berada di
lingkungan Tanah Abang, seolah telah memperburuk citra Jakarta sebagai kota
metropolitan. Itulah sebabnya, selalu saja muncul fenomena penertiban kepada
setiap PKL yang dianggap melanggar ketertiban umum terutama macetnya jalan di
Pasar Tanah Abang. Fenomena tersebut kemudian berimplikasi bagi lahirnya

berbagai perlawanan PKL terhadap upaya untuk menertibkan kehadiran PKL.

Resistensi dalam hal ini merupakan perlawanan sebagai simbol
ketidaksetujuan dari para sektor informal khusunya PKL yang sering sekali menjadi
sasaran penertiban oleh aparat yang ditugaskan pemerintah yakni Satpol PP. Ketika
keberadaan PKL dirasakan benar-benar jadi masalah sosial, maka ada umumnya
para pengambil kebijakan baru berusaha untuk mengatasinya, dan telah ada

antisipasi usaha untuk mencegah sebelum PKL menjadi masalah.
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PKL dianggap sebagai penyebab suasana keteraturan kota semakin
semrawut. Pelaku sektor informal yang lebih dikonsentrasikan pada sektor
perdagangan khususnya PKL dipandang selalu melanggar peraturan yang telah
ditentukan oleh Pemerintah Kota. Penyebabnya adalah mereka menggelar
dagangannya di trotoar dan hampir menghabiskan setengah dari badan jalan yang
seharusnya difungsikan untuk kendaraan justru dibuat berdagang. Namun
penertiban berujung pada penolakan salah satunya yakni penolakan PKL yang akan
di alokasikan ke tempat yang di sediakan oleh Pemkot dengan alasan kurang

strategis.

PKL merupakan korban dari langkanya kesempatan kerja yang produktif di
kota atau sebagai suatu pilihan terakhir kesempatan kerja bagi banyak orang agar
terhindar dari predikat pengangguran. PKL merupakan aktivitas ekonomi sektor
informal yang cukup menjanjikan dan diminati oleh masyarakat migran di kota-
kota besar. Meskipun bagi sebagian besar sangat berkeyakinan bahwa mengawali
kerja sebagai PKL membutuhkan modal yang tidak sedikit dan kekuatan mental
yang tinggi. Pihak formal seperti Satpol PP yang selalu berupaya menaruh peran

dalam penertiban kota.

PKL yang mewarnai sekitaran jalan di Pasar Tanah Abang paling ramai
dikunjungi adalah Pasar Jati Baru. Karena lokasi Pasar Jati Baru yang strategis dan
banyak dilalui oleh pejalan kaki. Penertiban yang dilakukan Petugas Satpol PP di
Pasar tersebut dalam upaya mengembalikan keserasian kota rutin setiap hari. Pada
pukul 07.00 pagi para Satpol PP sudah mulai melakukan tugasnya. Namun, menurut

pengamatan penulis sewaktu pagi hari PKL belum banyak yang membuka lapak
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karena merekapun tahu akan jadwal penertiban. Selain itu, menurut hasil
wawancara penulis, beberapa pedagang memulai aktivitas berdagangnya siang hari
dengan sengaja sebagai upaya penghindaran penertiban yang dilakukan setiap pagi.
Seperti hasil kutipan wawancara yang dilakukan penulis dengan penjual baju.

“saya kadang datengnya siang mba, soalnya saya tau kalo pagi itu petugas pada
rese. Padahal kalo pagi pembeli itu banyak sekali mba. Cuman mau gimana ya,
dari pada nanti malah ribut bikin berantakan aja lebih baik saya mulai
berdagangnya agak siangan. Tapi kadang saya juga berangkat pagi kok soalnya
pagi itu ramai pembeli”3*

Manakala ketika Satpol PP melakukan penertiban perlawanan-perlawanan
yang dilakukan oleh pedagang di Pasar Jati Baru tersebut pun berbagai macam
bentuk. Perlawana bisa saja dilakukan secara kolektif, maupun secara individual
oleh PKL. Dari hasil wawancara, perlawanan yang dilakukan secara kolektif yakni

oleh ibu-ibu yang merasa sangat terganggu akan adanya petugas.

“Biasanya yang suka marah-marah dan adu mulut itu pedagang kue yang rata-rata
ibu-ibu mba, mereka kalo nyerang petugas bisa rame-rame kadang sampe kita
ketakutan sendiri takut diserang sama mulutnya abisan suka teriak rame-rame
sambil nunjuk-nunjuk petugas”®®

Karena fenomena ini menjadi klasik dan berulang terus-menerus, maka
tidaklah heran jika hampir seluruh PKL di Pasar Jati Baru menganggap fenomena
penertiban dan terjadinya resistensi kecil maupun besar ini sebagai hal yang biasa
saja. Apalagi para PKL sadar akan adanya penertiban yang menjadi makanan
mereka sehari-hari sehingga tak jarang pula adanya antisipasi sebelum adanya

penertiban.

3 Wawancara dengan Pak Rizal, Pedagang Baju pada 13 Maret 2017
3 Wawancara dengan Pak Napatuli, Anggota Satpol PP pada 20 Maret 2017
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Gambar 3.1

Satpol PP Ketika Melakukan Penertiban
- == — r \~]

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Dengan adanya perlawanan dari PKL terhadap berbagai upaya yang
mengganggu kepentingan PKL, baik yang dilakukan secara formal maupun non
formal. Setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menjadi PKL. Artinya,
tidak pernah ada lowongan kerja untuk menjadi PKL karena memang bukan sebuah
perusahaan. Sektor informal sesungguhnya memberikan indikasi bahwa sektor ini

bukanlah menjadi pekerjaan resmi yang dilindungi oleh perundang-undangan.

Fenomena penertiban PKL di kota-kota besar selalu menjadi peristiwa
harian yang tiada henti. Hampir setiap saat PKL harus bersiap perihal kejadian-
kejadian penertiban tempat lapak berdagang tersebut. Sebagai profesi sektor
informal, maka PKL memang selalu menerima resiko berat ini. Alasan utamanya
adalah untuk ketertiban sosial dan meminimalisasi ketidaknyamanan aktivitas jalan

raya dari ganggungan perdagangan.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP di Pasar Jati Baru merupakan

penertiban yang dilakukan rutin setiap hari. Biasanya setiap hari senin hingga jumat
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penertiban hanya dilakukan dengan cara teguran halus saja dan tidak ada
perlawanan apapun dari para PKL di Pasar Jati Baru. Seolah mereka sudah paham
apa yang diinginkan oleh Satpol PP. Ketika penertiban dilakukan, PKL yang
memang barang dagangannya ringan seperti patung-patung baju, penjual kue,
penjual buah, dan pedagang aksesoris handphone mereka hanya meminggirkan
barang dagangnya sementara sedikit demi sedikit sehingga tidak menutupi jalan.
Namun, pada hari sabtu penertiban dilaksanakan dengan Satpol PP gabungan yang
terkadang membuat gaduh pedagang dengan petugas. Pasalnya menurut informan,

penertiban yang dilakukan oleh aparat gabungan dirasa lebih kasar.

”sebenernya kalo lagi penertiban di sini ya gak kasar tapi kalo hari sabtu biasanya
kan penertibannya gabungan nah itu suka kasar karena jumlah petugas yang
tertibin kita jauh lebih banyak dari pada hari-hari biasanya. Dan itu kadang orang
Kelurahan juga pada turun kesini mba’3

Penertiban akan membuahkan hasil yaitu dibawanya beberapa dagangan
PKL yang sulit untuk ditertibkan dan berlaku untuk pedagang yang sulit ditegur
secara halus. Upaya penertiban pun dilakukan oleh Satpol PP yang beranggotakan

delapan hingga 10 orang. Mereka tersebar dibeberapa titik Pasar Jati Baru.

Pada sabtu pagi penertiban dilakukan dengan jumlah anggota Satpol PP
yang lebih banyak dari pada hari-hari biasanya. Komandan Satpol PP sendiri
sengaja menugaskan anggota Satpol PP dalam jumlah yang lebih dan biasanya
gabungan dari Kecamatan dan Walikota karena ketika hari sabtu PKL di Pasar Jati
Baru jumlahnya jauh lebih banyak dari hari-hari biasanya. Pedagang yang

jumlahnya mendadak bertambah pada sabtu dan minggu adalah pedagang kue dan

3 Wawancara dengan Pedro Karaskalao, Warga di Pasar Jati Baru pada 20 Maret 2017
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minuman. Mereka mengaku bahwa orang yang berlalu lalang di sekitaran Stasiun
Tanah Abang sangat banyak sehingga para pedagang makanan dan minuman pun

merasa sangat untung jika berjualan hari sabtu apalagi jika masih pagi hari.

Dalam konteks ini ada beberapa bentuk perlawanan antara pedagang dan
Satpol pp yang memiliki reaksi positif dan negatif. Bentuk perlawanan yang
biasanya dilakukan dalam lingkup kecil adalah seperti hinaan dan cacian sebagai
bentuk protes mereka terhadap Satpol PP karena menganggap tindakan perlawanan
sebagai tindakan awal yang dianggap sepihak. Tidak jarang ketika penertiban PKL
dan Satpol PP berlari kejar-kejaran dan ketika pedagang tersebut menjadi korban
penertiban maka barang dagangan dapat disita oleh petugas dan dibawa ke kantor
pusat di Gudang Cakung. Menurut informasi dari Satpol PP bahwa pedagang yang
terkena razia dapat mengambil barang dagangannya dengan syarat mengikuti
sidang yang di dalamnya di sosialisasikan secara baik bagaimana dan dimana
seharusnya mereka berjualan. Setelah itu, pedagang dapat menebus barang

dagangannya dengan membayar denda sekitar Rp.100.000. 7

Sedangkan dalam bentuk resistensi yang kuatpun tidak jarang dilakukan.
Mereka para PKL melakukan perlawanan seperti kekerasan yang biasanya hanya
pukulan-pukulan kecil saja yang menunjukan simbol protes mereka. Jika para PKL
melakukan kekerasan meski dalam lingkup kecil, Satpol PP ada beberapa yang
membalas dan ada beberapa yang menerima saja jika pedagang melakukan

perlawanan kekerasan tentunya jika masih bisa ditoleransi dan tidak berlebihan.

37 Wawancara dengan Pedro Karaskalao, Warga di Pasar Jati Baru pada 20 Maret 2017
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Menurut hasil wawancara penulis melihat adanya perbedaan kepentingan dari

kedua belah pihak yang sama-sama ingin membela diri dalam bertugas.

“Ya gimana ya dek, namanya ribut mah dengan pedagang ya sudah jadi makanan,
kamu bela perut ya saya juga bela tugas cuman mau gimana ya ini udah kewajiban
kita sebagai petugas ya memang kerjaannya kan”3

Satpol PP sendiri mengakui bahwa bentuk perlawanan yang dilakukan
mulai dari hinaan, cacian, kemudian kekerasan sudah menjadi hal yang biasa dan
bisa diterima setiap dilakukannya penertiban karena mereka mengetahui peran
mereka sebagai petugas sehingga mereka pun tidak menyalahkan PKL jika memang

mereka merasa kecewa dan kesal pada petugas.

Gambar 3.2
Suasana Ketika Satpol PP Melakukan Penertiban di Pasar Jati Baru

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)

3 Wawancara dengan Aldo, Komandan Satpol PP pada 13 Maret 2017



100

Seperti pada gambar di atas, gambar tersebut diambil pada saat Satpol PP
melakukan penertiban dengan prosedur yang seharusnya. Bentuk perlawanan yang
ada di Pasar Jati baru ketika penertiban berlangsung tidak sampai kepada
mengintimidasi petugas dengan senjata tajam dan tidak pernah melakukan
demonstrasi. Meskipun ada beberapa petugas yang terkadang mengambil paksa
dagangan PKL yang sulit untuk diberitahu. Jika saja dalam penertiban PKL
melalukan kekerasan, Satpol PP tidak bisa membalas dengan kekerasan juga karena
terdapat aturan dan larangan dari UU. Suasana gaduhpun menjadi teman sehari-hari
ketika penertiban dilakukan namun tidak pernah sampai pada jalur hukum ataupun
pihak yang berwajib. Semua bentuk resistensi pasalnya selalu bisa diatasi dengan

baik.

Pasar Jati Baru berdiri sudah cukup lama dan terus-menerus menjadi sasaran
Satpol PP dalam menciptakan keindahan kota. Ketika penertiban dilakukan dan
terkadang seringnya terjadi kekerasan, namun saat ini resistensi dalam bentuk
kekerasan sudah tidak berfungsi lagi. Berdasarkan hasil penelitian, pada masa dulu
ketika petugas melakukan penertiban kepada PKL di Pasar Jati Baru dengan
kekerasan ada pengaruh yang menjadikan PKL tertib. Namun untuk saat ini,
sekalipun kekerasan dilakukan maka sudah tidak lagi ada gunanya karena PKL
merasa adanya penertiban menjadi rutinitas setiap hari saat mereka mencari nafkah.
Meski begitu para PKL selalu berharap agar tetap diperbolehkan berdagang tanpa
diusir. Karena menurut informan Pasar tersebut sangat nyaman digunakan untuk
berjualan dengan faktor utama tepat berada di depan Stasiun Kereta yang tentunya

banyak dilalui orang berlalu lalang setiap waktu.
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Bentuk — Bentuk Resistensi
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Peringatan yang
Telah dihimbau
oleh Petugas
Satpol PP

NO Bentuk-Bentuk Resistensi
Resistensi Kuat Resistensi Upaya Penyelesaian
Lemah
1. Kekerasan Sembunyi Penertiban yang
Sementara dilakukan oleh
dengan Tujuan Satpol PP
Menghlndarl NGrTES bersifat koersif
Penertiban
2 Mengintimindasi | Hinaan Kepada
Petugas Petugas o ]
Negosiasi | Meminta
kebijakan agar
tetap bisa
berjualan di
3 Melakukan Mengucilkan EZf:rr]aJa“ UE?JE
Demonstrasi Petugas dengan .
. melanjutkan
Kalimat  yang kehidupan
Kasar P
4 Bentrok dengan | Menganggap
Petugas Remeh

Sumber : Analisis Pribadi (2017)

D. Faktor Penyebab PKL melakukan Resistensi

Ketika keberadaan PKL dirasakan benar-benar menjadi masalah sosial,

maka hal inilah yang menyebabkan para pengambil kebijakan berusaha untuk

mengatasinya. Berbagai cara dan antisipasi berusaha dilakukan oleh pemerintah
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guna menciptakan Kota yang lebih baik. Namun, hal tersebut tidak membuat jera
PKL yang berjualan di tempat-tempat umum yang mereka anggap sebagai tempat
yang pantas untuk lokasi berjualan usaha mereka. Dari adanya dampak negative
yang ditimbulkan karena keberadaan PKL yang tidak pada tempat semestinya,
kenyataannya sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membeli barang atau
makanan pada PKL. Tetapi, banyaknya PKL yang tersebar di kota-kota besar salah
satunya Jakarta membuat pemerintah melakukan upaya untuk mengindahkan tata

ruang kota.

Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan
keteraturan dan ketertiban PKL. Penertiban dilakukan agar PKL tidak melampaui
batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya. Berbagai
upaya telah dilakukan salah satunya dengan menggunakan cara merelokasi PKL ke
tempat lain yakni ruko di dalam Blok yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota,
hanya saja PKL tetap menganggap hal itu bukan tempat yang strategis, sehingga

cara ini mendapat penolakan dari para PKL.

“Saya sudah pernah waktu itu bekerja di ruko tempat tetangga saya terus saya suka
nanya sama temen saya itu berapa kira-kira harga sewanya dan saya tau biaya
sewanya cukup mahal untuk setiap bulan dibayarkan jadi ya mendingan buka
lapak disini aja untungnya juga lumayan keliatan mbak dan gak rugi untuk terus-
terusan bayar sewa ruko”*

Kelurahan Kampung Bali yang terletak di Jakarta Pusat merupakan
Kelurahan yang ditugaskan untuk menertibkan dan memantau serta bertanggung
jawab atas PKL yang berada di Pasar Jati Baru Tanah Abang. Sekretaris Kelurahan

tersebut mengakui keberadaan PKL di Pasar Jati Baru memiliki peran yang besar

39 Wawancara dengan Antonius Chaniago, Pedagang Baju pada 20 Juli 2017
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dalam memperbaiki perekonomian yang buruk di perkotaan. Seperti wawancara

penulis dengan Endun Sekretaris Kelurahan Kampung Bali.

“mereka berjualan di trotoar seperti itu sebenarnya membantu sekali mbak dalam
segi perekonomian mereka karena tukang apa aja pasti ada yang beli walaupun
sepia tau kondisinya hujan gitu ya tapi pasti ada saja yang beli dari pada mereka
harus menganggur kan”*

Meskipun begitu, PKL akan tetap dianggap menyebabkan masalah sosial
serta membuat tata ruang kota menjadi kacau. PKL di Pasar Jati Baru juga dianggap
menyulitkan dan menghambat Pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang
bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijakan
Pemda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin
banyak. Tentunya kebijakan pemerintah Daerah tersebut memenuhi banyak kontra
dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan

merugikan para PKL.

“tugas kita itu mudah ya hanya menjadikan kota menjadi bersih aja gitu mbak,
Cuma ya PKL ini selalu sulit diatur jadi yaudah yang susah susah diatur kami

kasih tau ke Satpol PP nya kalo barang dagangannya diangkat aja biar kapok gak
295 41

jualan disitu lagi”.
Tak dapat dipungkiri bahwa PKL memiliki beberapa segi positif, salah
satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan harga
terjangkau. Hal ini disebabkan karena mereka menjual barang dagangan dengan
harga lebih murah bila dibandingkan dengan toko. Semakin hari, bukannya semakin
berkurang malah semakin bertambah banyak. Inilah hal yang menyulitkan

penataan sampai benar- benar menjadi rapih. Meskipun Aparat setempat melakukan

penertiban di Pasar Jari Baru setiap hari namun hal itu tetap membuat PKL bertahan

40 Wawancara dengan Endun, Sekretaris Kelurahan Kampung Bali pada 4 Juli 2017
41 Wawancara dengan Endun, Sekretaris Kelurahan Kampung Bali pada 4 Juli 2017
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dan kembali berjualan lagi. Bahkan resistensi dalam bentuk bersembunyi dan
bermain kucing-kucingan petugas Satpol PP adalah hiburan sehari-hari. Penertiban
dan penghalauan adalah hal kecil. Jika sampai disita, PKL cukup melakukan
prosedur pengambilan dan pembayaran denda yang sudah mereka hapal di luar

kepala.

Kehadiran PKL di Pasar Jati Baru sulit dibendung, karena bagaimanapun
mereka harus tetap berdagang untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan
hidup keluarga mereka. Meskipun telah ada usaha pemerintah secara langsung
maupun tidak langsung sulit untuk mencegah mereka untuk tidak kembali
berjualan. Berbagai bentuk perlawanan dilakukan oleh PKL demi mempertahankan
barang dagangan mereka serta keinginan mereka untuk berdagang tidak diganggu

siapapun.

Hal yang menjadikan alasan PKL melakukan resistensi adalah faktor
ketidakadilan. PKL merasa telah memberikan pungutan dengan alasan uang
kebersihan. Oleh karena itu PKL tetap berjualan seperti biasanya dan tidak mau
pindah dengan alasan mereka telah membayar sejumlah uang dalam setiap hari
kepada orang yang mereka percaya yang dianggap sebagai pemegang keamanan

pasar tersebut.

“Udah gitu kan kita gimana ya mbak dagang di sini udah bayar uang kebersihan
dan keamanan setiap hari dimintain mbak ya ada lah pokoknya yang suka maintain
jadi ya dagang aja kalau pun diusir ya balik aja kan udah bayar.”*

42 \Wawancara dengan Rizal, Pedagang Baju pada 13 Maret 2017
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Beberapa PKL merasa aman karena merasa sudah memberikan uang setoran
setiap hari. Meskipun jumlah yang dikeluarkan adalah sukarela, artinya tidak
ditargetkan berapa nominal yang harus dibayarkan. Namun, mereka mengaku

bahwa hal itu menjadi fakor mereka untuk tetap berdagang.

“Terus ada yang suka maintain uang juga, ya memang sih kita gak dipaksakan
berapa yang herus kita kasih jadi kaya sukarela aja sih mba kadang 2000 sampai
5000 buat uang keamanan uang kebersihan juga katanya.”*3

Faktor yang menyebabkan PKL terhadap penertiban yang dilakukan oleh
Satpol PP adalah karena berdagang di Pasar Jati Baru sebagai PKL merupakan mata
pencaharian mereka untuk bertahan hidup. Ada hal-hal yang menjadikan alasan
PKL melakukan resistensi terutama adalah faktor kebutuhan. Bertahannya PKL di
Jalan Jati Baru Tanah Abang karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri
kenapa mereka tetap berjualan di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai tempat

untuk bekerja.

Para PKL di Pasar Jati Baru tahu betul bahwa tempat yang mereka pilih
untuk berdagang bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun sering kali
mereka ditertibkan oleh petugas, namun tidak ada pilihan lain karena satu-satunya

pekerjaan yang dimiliki.

“Abis saya bingung coba kalo gak gini mau ngapain lagi misalnya kalau saya tidak
berdagang. Meskipun saya tau mba ya saya tau kok ada aturan dan larangannya PKL udah
dilarang tapi kalau tidak berdagang di sini keluarga saya mau makan apa mbak.”**

Sebagai PKL mau tidak mau, setelah ada penertiban PKL pasti kembali

berjualan seperti biasanya karena ini cara mereka mencari nafkah untuk

menghidupi kelurganya, apalagi bagi mereka yang menggantungkan hidupnya

43 Wawancara dengan Antonius Chaniago pada 20 Maret 2017
4 \Wawancara dengan Rizal, Pedagang Baju pada 13 Maret 2017
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sebagai PKL. Hal ini juga diungkapkan oleh Nurmala pedagang minuman dan
makanan di Pasar Jati Baru.

“lya sebenarnya saya juga rada merasa ribet berjualan di sini cuman karena Ibu
saya sudah lama saja jadi saya cukup merasa aman untuk meneruskan usahanya
udah gitu penghasilannya lumayan besar.”*

Kegigihan yang besar para PKL untuk tetap mempertahankan tempat
berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun setiap hari
ditertibkan oleh petugas. Hal ini dikarenakan adanya faktor yang berhubungan
dengan pendapatan yang akan diperolehnya di tempat tersebut. Mereka memiliki
penilaian tersendiri di tempat-tempat tertentu yang menurut penilaian PKL dapat
memberikan pendapatan yang tinggi.*® Tindakan yang dilakukan oleh petugas
Satpol PP sebagai instansi penegak Perda sesuai prosedur maka Satpol PP akan
bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus-menerus
(bersama kelurahan, kecamatan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar,

maupun POLRI).

Berbagai upaya dilakukan oleh seseorang untuk mempertahankan hidup
apalagi dalam situasi krisis seperti sekarang. Untuk dapat mempertahankan hidup,
kebanyakan pekerja di kota mencari uang dengan jalan pintas. Bagi PKL, kota

merupakan sebuah pasar yang dapat memberi keuntungan komersial.
E. Eksistensi PKL dalam Mempertahankan Lahan Usaha

Sektor informal sebagai salah satu bentuk alternatif usaha di luar sektor

formal, telah lama berkembang di Indonesia. Munculnya sektor ini tentu saja tidak

4 Wawancara dengan Nurmala, Padagang Makanan dan Minuman pada 20 Maret 2017
4 \Wawancara dengan Endun, Sekretaris Kelurahan Kampung Bali pada 4 Juli 2017
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dapat dilepaskan dari beberapa alasan dan motivasi dari masing-masing pelakunya.
Alasan-alasan yang mendorong munculnya usaha sektor informal antara lain adalah
urbanisasi, pengangguran, kerja sambilan, dan permintaan pasar. *’ Urbanisasi

diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Tingginya tingkat urbanisasi mengakibatkan populasi penduduk perkotaan
semakin luas, suasana kota menjadi semakin ramai, kumuh, hiruk pikuk dan social
effect lainnya. Pada umumnya mereka pindah ke kota dengan tujuan untuk
mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ketika berada di kota ternyata
kehidupan mereka tidak menjadi lebih baik, maka pada umumnya mereka
membuka usaha di sektor informal, karena sektor informal dipandang lebih

gampang dan tidak rumit.

Pengangguran adalah suatu kondisi ketika seseorang tidak mendapatkan
pekerjaan yang layak. Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka akan
menempuh cara beragam, antara lain memasuki sektor informal. Permintaan Pasar
dapat muncul pada para pelaku sektor informal ketika semakin banyak golongan
masyarakat menengah ke bawah tidak mampu menjangkau produk-produk yang
ditawarkan di pasar.*® Selain itu para urban yang memiliki penghasilan yang kurang
memadai umumnya mereka melakukan kerja sambilan, yaitu pekerjaan yang
dilakukan untuk mengisi waktu luang karena sedang tidak melakukan pekerjaan

tetap. Dan motivasi lain yang memunculkan sektor informal adalah semakin

47 Chris Manning dan Tahajuddin Noer, Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di kota,
(YYayasan Obor Indonesia, Jakarta :1996), him 15.
“8 |bid.,him 17
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tajamnya kesenjangan antara masyarakat golongan atas dengan golongan

menengah ke bawah.

Dari berbagai alasan tersebut, maka muncullah usaha sektor informal,
terutama di daerah perkotaan. Laju pertumbuhan penduduk kota yang sangat padat
semakin menambah jumlah pengangguran, sementara sektor formal tidak mampu
menampung mereka. Dengan demikian keberadaan sektor informal sebenarnya
dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, karena dapat menampung
golongan masyarakat yang tidak terserap bekerja di sektor formal. Dengan
demikian sektor informal merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia.
Sebagai pelaku ekonomi sektor ini mempunyai karakteristik yang berbeda di

bandingkan dengan sektor formal.

Sektor informal yang hingga kini tidak pudar eksistensinya adalah PKL.
Daya tampung PKL di Jakartapun sudah mulai kelebihi kapasitas. Kehadiran PKL
yang jumlahnya semakin banyak itu pada dasarnya disebabkan oleh dua hal,
pertama berhubungan erat dengan pertambahan penduduk dari warga Jakarta
sendiri maupun pendatang dari luar Jakarta lebih banyak dari pertumbuhan
lapangan kerja disektor formal. Sedang kedua, adalah karena banyaknya jumlah
karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh
perusahaan. Karena, berdasarkan hasil penulisan beberapa PKL mengaku

sebelumnya memiliki pekerjaan dan kebanyakan di PHK.
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Seperti PKL yang menjadi lokasi penulisan, jejeran lapak PKL memenuhi
sisi jalan dan trotoar hampir di seluruh jalan lingkar Tanah Abang, mulai dari Jalan
KH Mas Mansyur sekitar Blok A dan Blok B, Jalan Fachrudin, dan sepanjang Jalan
Jatibaru hingga Jalan Jatibunder sekitar Blok G Tanah Abang. Lokasi yang sangat
dipadati PKL berada di Jalan Jatibaru, tepatnya di sekitar Stasiun Tanah Abang
hingga kawasan ruko Jalan Jatibaru. PKL di lokasi tersebut masih sangat
mempertahankan eksistensinya. Penertiban PKL di kawasan Pasar Jati Baru Tanah
Abang kerap jadi angin lalu. Sebab, PKL masih eksis, bahkan mengokupasi trotoar

di kawasan Pasar Tanah Abang.

Eksistensi PKL itu pada dasarnya bersifat ambigu atau ambivalen, artinya
bahwa disatu aspek keberadaan PKL harus diakui sebagai mata pencaharian yang
dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah yang sangat banyak tanpa menuntut
kualifikasi tertentu. Artinya untuk bekerja sebagai PKL tidak menuntut syarat
formal termasuk pendidikan, sehingga warga yang tidak sekolah sampai lulus

perguruan tinggi sekalipun dapat memasuki lapangan pekerjaan ini.

Peran sektor informal yang demikian ini sudah barang tentu secara langsung
atau tidak membantu penciptaan kesejahteraan penduduk karena memberikan
pekerjaan dan penghasilan demi kelangsungan hidup keluarganya. Andai kata
jumlah PKL tersebut di atas tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau sebagai
penganggur, maka berbagai permasalahan sosial dapat dipastikan akan lebih
banyak. Sedang dari aspek yang lain, eksistensi PKL yang semakin banyak tersebut

sering dituduh sebagai biang terjadinya berbagai masalah sosial.
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Namun, meniadakan PKL adalah hal yang tidak mungkin, kecuali ada
relokasi untuk PKL. Meski ada relokasi, tentu harus ada pembinaan dan
pengawasan secara menyeluruh sehingga tidak ada PKL yang keluar. Keberadaan
PKL tidak bisa dianggap remeh sebab dia merupakan bagian dari entitas ekonomi
sektor informal yang keberadaannya memiliki kontribusi penting bagi
kelangsungan hidup masyarakat sebagian besar. Kontribusi ekonomi PKL di Tanah
Abang pun khususnya Pasar Jati Baru dalam menopang kebutuhan sehari-hari para
pedagang bahkan keberadaan para PKL menjadi kontributor bagi kelangsungan
hidup kelompok masyarakat marjinal lainnya seperti petugas parkir, pengamen,

pengemis, dan lain-lain.

Selain itu, eksistensi PKL di Pasar Jati Baru memiliki jiwa kewirausahaan
dengan jiwa sikap pantang menyerah, karena mereka dapat berusaha sendiri tidak
tergantung pada belas kasihan dari pihak lain, sehingga mampu menopang hidup
dan kehidupannya. Mereka mempertahankan posisi mereka di tempat yang mereka
sukai untuk berdagang karena berdiri tanpa intervesi apapun dari pemerintah
mereka bisa hidup dan dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi jika

pemerintah memiliki kepedulian dalam membina usaha mereka.

Sektor informal merupakan cara termudah untuk menggantungkan hidup
bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang datang dari luar Jakarta
yang tidak memiliki ketrampilan, kurang berpendidikan, dan tidak memiliki akses
bantuan dari manapun maka mereka butuh makan dan menghidupi keluarganya.
Lapangan kerja yang disediakan tidak memadai dan tidak mampu menampung

angkatan kerja. Akibatnya mereka memilih menjadi PKL yang dengan pekerjaan
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tersebut mereka dapat memberi makan keluarganya, dan memberi penghidupan
keluarganya selagi mereka masih mampu dalam mempertahannya eksistensinya
sebagai PKL. Padahal relokasi kegiatan usaha PKL di Pasar Jati Baru memang perlu
dilakukan, karena pada umumnya keberadaan mereka cenderung melanggar norma
ketertiban, keindahan, dan gangguan jalan raya. Program relokasi mengupayakan
penyediaan tempat kedudukan usaha yang dirasa lebih strategis namun sayangnya
tidak menguntungkan bagi pihak pedagang. Sebab pendapatan dari PKL akan

berpenghasilan jauh lebih besar.

F. Respon Satpol PP terhadap Resistensi PKL

Pada dasarnya segala upaya penertiban yang ditugaskan oleh Pemkot
kepada Satpol PP melahirkan bentuk perlawanan yang sudah disinggung pada sub
bab sebelumnya. Resistensi yang terjadi yang dianggap sudah menjadi keterbiasaan
bagi Satpol PP mengundang dan memaknai banyak respon. Satpol PP memang
memiliki wewenang untuk melakukan penertiban seperti yang tertulis dalam Perda
No 8 Tahun 2007 tenatng penertiban umum terhadap pihak tertentu dalam rangka
menjaga atau memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap
pelanggaran yang sudah ditentukan oleh Perda dengan cara yang sesuai dengan

ketentuan hukum dan undang-undang.

Sementara disini, Satpol PP berkaitan erat dengan PKL yang merupakan
kelompok dengan peran yang dianggap menyebabkan keserawutan yang terjadi di
kota. Dalam hal ini Satpol PP berperan sebagai orang yang menertibkan

kesemerawutan tersebut karena PKL dianggap tidak mematuhi aturan. Satpol PP
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memiliki tugas membantu kepada daerah untuk menegakan Perda yang juga
dituntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan

kepala daerah.

Mengingat tugas pokok dari Satpol PP adalah melindung dan mengamankan
UU dan Perda, maka secara umum berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh
PKL tetap dan wajib menjadi tanggung jawab Satpol PP dan akan selalu dipantau
dan diawasi. Jika dinilai aktivitas tersebut menyalahi ketentuan dan aturan maka

akan ditindak dengan tegas sesuai porsinya masing-masing.

Dalam melakukan patroli setiap hari Satpol PP menggunakan 1-2 kendaraan
operasional Satpol PP tanpa dibekali dengan perlengkapan jaga diri lainnya. Dalam
penertiban PKL di pasar Jati Baru pun, produktivitas dari Satpol PP dapat dilihat
dari patroli yang dilakukan Satpol PP dalam menertibkan PKL. Satpol PP
melakukan penertiban dengan mekanisme kerja yaitu melakukan patroli setiap hari
di sekitar pasar Tanah Abang termasuk pasar Jati Baru dari pagi hingga sore hari
menjelang magrib. Satpol PP melakukan tahap preventif dan persuasive terhadap
PKL dengan jumlah personil delapan hingga sepuluh orang. Jumlah personil
tersebut tidak sebanding dengan jumlah PKL di pasar Jati Baru dimana setelah
penulis melakukan observasi dan wawancara rata- rata jumlah PKL sebanyak 600

PKL.

Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP di sekitaran Pasar Jati Baru Tanah
Abang Jakarta Pusat menyebar ke beberapa titik yang banyak dihuni oleh pedagang.

Biasanya pedagang yang menempati wilayah trotoar adalah pedagang buah dan
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minuman. Namun, bukan berarti pedagang yang lainnya menempati kios yang
resmi. Biasanya Satpol PP yang bertugas di wilayah sekitaran Pasar ini merupakan
gabungan dari Kecamatan dan Walikota yang ditugaskan untuk menertibkan PKL.
Mereka bekerja sama dalam upaya melakukan penertiban. Ketika penertiban
dilakukan Satpol PP mengalami berbagai macam bentuk resistensi. Dari banyaknya
jumlah pedagang di Pasar Jati Baru memang ada beberapa yang sulit untuk
ditertibkan.

Gambar 3.3
Satpol PP Ketika Sedang Memantau Keadaan Pasar

Sumber : Dokumentasi Pribadi (2017)

Hasil penelitian dari adanya wawancara kepada beberapa Satpol PP, mereka
menganggap resistensi yang dilakukan oleh PKL menjadi keterbiasaan bagi
mereka. artinya mereka sudah terbiasa dengan bentuk perlawanan dengan bentuk
apapun. Perlawanan yang paling sering ditemukan adalah hinaan dan cacian yang

terlontar dari beberapa PKL kebanyakan yang merasa tidak terima jika Satpol PP
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melakukan operasi penertiban. Jika resistensi hanya dalam lingkup kecil seperti hal
tersebut maka Satpol PP tidak merespon apapun perkataan mereka meski kalimat

yang tidak seharusnya dikeluarkan sering sekali terdengar.

“kalau perlawanan ya sering, perlawanannya kayak dicaci terus dimaki,
dikerubutin juga sudah biasa. Kalau hanya seperti itu sih kami masih bisa terima
dan biasanya kami tidak merespon. Ya artinya diam saja tetap melakukan
penertiban tapi tidak balik ngomong kasar”*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Komandan Satpol PP yakni
Aldo ia mengatakan bahwa sebenarnya merasa iba pada PKL yang barang
dagangannya diangkut ke mobil petugas kemudian harus di data di Kantor Daerah
di Gudang Cakung. Jika mereka melakukan perlawanan Satpol PP mengaku harus
menerima sebagai konsekuensi pekerjaan mereka. Selagi bentuk perlawanan para
PKL masih dalam batas wajar hal tersebut masih bisa ditoleransi. Namun apabila
bentuk perlawanan sudah sampai pada bentuk yang kuat seperti kekerasan,
mengintimidasi petugas dengan senjata tajam, atau bahkan melakukan demonstrasi
maka Satpol PP tidak bisa bertindak diam saja. Satpol PP berhak memberikan
respon yang serupa sebagai upaya memberhentikan perlawanan yang berskala besar

meskipun Satpol PP tidak mungkin merespon dengan cara kekerasan juga.

Bentuk resistensi seperti bentrok atau demonstrasi biasanya terjadi apabila
dilakukannya penertiban gabungan dari Kecamatan dan Walikota. Karena, apabila
penertiban gabungan yang beroperasi maka akan lebih ketat dengan megambil
barang dagangan milik PKL. Hal tersebut sering melahirkan respon buruk bagi para

Satpol PP yang bertugas. Mereka mengaku merasa kesal jika sampai terjadi bentrok

“SWawancara dengan Aldo, Komandan Satpol PP pada 13 Maret 2017
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meskipun sangat jarang. Jika saja terjadi bentrok atau bentuk perlawanan dari pihak
PKL hingga saat ini kasus tersebut belum pernah sampai kepada pihak yang

berwajib.



BAB IV

KEPENTINGAN DAN WEWENANG DALAM SEKTOR INFORMAL
PERKOTAAN

A. Pengantar

Dalam pembahasan di bab ini, dibagi menjadi beberapa sub bab yang akan
memaparkan hasil temuan lapangan dengan analisis teori sosiologi. Selain itu
mambahas pula seperti apa kewenangan aparat yang bertugas menertibakan PKL di

Pasar Jati Baru dan kepentingan ekonomi pedagang.

Dalam hal ini resistensi dipandang sebagai konflik karena adanya perbedaan
kepentingan antara PKL dan Satpol PP. Dalam bab ini dikaji masalah resistensi
PKL dan Satpol PP dalam analisis teori tokoh sosiologi Ralf Dahrendorf yang
membahas mengenai konflik. Selain itu, dalam sub bab selanjutnya berisi mengenai
dilema permasalahan yang timbul karena PKL dan Satpol PP sebagai aparat Negara
yang ditugaskan dalam menertibkan PKL namun disisi lain PKL menjadi menjadi

salah satu jalan keluar untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Pada bab berikutnya, penulis masuk ke dalam bab penutup yaitu sebagai
kesimpulan dan saran dari hasil penulisan yang sudah dilakukan selama ini. Penulis
merangkum hal-hal penting yang dijadikan kesimpulan dengan mencangkup semua
hal yang penting dalam penulisan ini. Penulis juga memasukan saran yang
seharusnya dilakukan oleh PKL, Satpol PP, serta pemerintah yang menjadi subjek

dalam penelitan ini.

116
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B. Kepentingan Ekonomi Pedagang

Adanya fenomena penertiban PKL di kota-kota besar selalu menjadi
peristiwa harian yang dengan mudah dapat dijumpai. Hampir setiap saat PKL harus
siap tidak siap perihal kejadian-kejadian penertiban tempat lapak tersebut. Adanya
penertiban rutin dilakukan karena beralasan sebagai ketertiban social dan
meminimalisasi ketidaknyamanan aktivitas jalan raya dari gangguan perdagangan.
Adanya PKL menyebabkan kontribusi yang positif. Seperti halnya lokasi yang
dijadikan tempat penulisan yaitu Pasar Jati Baru yang memiliki jumlah PKL
sebanyak lebih dari 600 PKL menyebabkan munculnya PKL yang memberikan
lapangan kerja bagi masyarakat sekitar yang menganggur, bahkan memberikan
lapangan kerja baru seperti tukang parkir serta tidak hanya masyarakat sekitar,
bahkan menurut hasil penulisan pedagang yang berada di Pasar Jati Baru

didominasi oleh pendatang dari luar pulau dan mayoritas adalah Padang.

Adanya PKL meningkatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari secara
murah dan mudah untuk warga sekitaran lokasi maupun orang yang sengaja
mendatangkan lokasi berjualan PKL sebab mengetahui harga yang ada jauh lebih
murah dan mudah ditawar. Tetapi juga dari hal ini ada implikasi negatif yang
ditimbulkannya, yakni adanya PKL menyebabkan kesemrawutan arus lalu lintas.
Hal inilah yang dirasa menjadi dasar utama Satpol PP menertibkan Pasar Jati Baru
karena keadaan lalu lintas di sana sangat padat dan menjadi perhatian khusus. Kesan
kumuh dan kotor juga tidak dapat dihindarkan dari hadirnya PKL sebab meskipun

ada petugas kebersihan kota tetapi jumlah PKL dan pembeli jauh lebih banyak.
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Permasalahan yang sering dialami oleh PKL adalah penggusuran oleh
aparat yang membuat PKL rugi dalam segi materil maupun non materil.
Sebenarnya, dalam pandangan pemerintah bagaimana caranya keluar dari masalah
PKL dengan praktis yakni melakukan penggusuran dengan penghalusan menjadi
penertiban yang pada intinya adalah mengusir PKL dari lapak jualan mereka.
Praktis dan ekonomis, inilah yang dilakukan Pemkot. Praktis karena dengan
hitungan jam saja PKL langsung meninggalkan lokasi dagang mereka meskipun
dengan paksaan dan teguran. Ekonomis, sebab tidak dibutuhkannya dana yang

besar untuk sekedar melakukan penertiban.

C. Kewenangan Aparat

Fenomena PKL dan masalah — masalah yang ditimbulkan PKL seperti yang
telah diuraikan di atas, dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk
mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun
pemerintah telah membuat kebijakan Perda untuk melarang keberadaan PKL,
faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Dan tentu kebijakan Perda tersebut
memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap
tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL Kemudian yang menambah daftar
panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah
dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang
akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi boomerang bagi pemerintah itu
sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme dan ketidaktentraman
yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat

kebijakan .
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Di satu sisi PKL sering mengganggu tata ruang kota, disisi lain PKL
menjalankan peran sebagai baying-bayang ekonomi. PKL memiliki beberapa segi
positif, salah satunya adalah memberikan kemudahan mendapatkan barang dengan
harga terjangkau. Apabila Indonesia ingin bebas dari PKL maka pemerintah harus
memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan lebih baik kepada para PKL
tersebut, dan juga memberikan alternatif tempat membeli barang dengan harga yang
murah khususnya pada warga golongan menengah bawah. Apabila masyarakat
dipaksakan untuk membeli barang yang harganya lebih tinggi daripada membeli di
PKL maka daya beli masyarakat akan berkurang dan akan merembet pada bidang

lain terutama kesehatan dan pendidikan.

Apabila berbicara mengenai kebijakan — kebijakan yang dibuat pemerintah
pasti mempunyai alas hak (aturan hukum) atau didasarkan pada asas legalitas, yaitu
bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Kebijakan publik mempunyai arti
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
demi kepentingan seluruh masyarakat. Berbicara mengenai kebijakan pemerintah
berarti di sini adalah segala hal yang diputuskan pemerintah. Definisi ini
menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan
yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan terdapat dua model
pembuatan, yang bersifat top-down dan bottom-up. Idealnya proses pembuatan
kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga

kebijakan tidak bersifat satu arah.
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Kembali pada persolan pertama, bahwa pemerintah dalam hal ini memiliki
suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu kebijakan yang
melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Perda (Peraturan Daerah).

Pemerintah Kota/daerah mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain .

Sudah menjadi pemandangan setiap hari adanya penertiban yang dilakukan
oleh Satpol PP kepada PKL. Ada dua hal yang penting dalam kasus antara Satpol
PP dan PKL yang selalu saja berkonflik. Disatu sisi para pedagang membutuhkan
usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya namun dilain sisi keberadaan lokasi
tempat mereka berjualan adalah lokasi yang terlarang dan ada dalam aturan hukum
bahwa lokasi tersebut harus tertib. Sehingga hal ini lah yang jika dilakukan
penertiban menjadi resiko yang harus diterima para PKL yang berjualan. Segala
perkembangan dan permasalahan tersebut bila tidak dikelola dengan baik akan
mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, aparat terkait
dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja harus senantiasa meningkatkan
kemampuannya agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional,
bertanggungjawab, berwibawa dan tegas tanpa meninggalkan keramahan dan etika

secara terukur dan proporsional

Keberadaan Satpol PP termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2010. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa polisi Pamong Praja adalah
anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan
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kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. ° Dalam hal tersebut, artinya
Satpol PP memiliki kewenangan penuh atas penertiban yang dilakukan olehnya
kepada para PKL di Pasar Jati Baru. Meskipun merasa iba, namun mereka tetap
harus melaksanakan tugas dan fungsi mereka yang telah dipercaya oleh pemerintah

dalam menciptakan kehidupan kota agar lebih baik.

Berbagai upaya selalu dilakukan namun tetap saja tidak membuahkan hasil
maksimal, kecuali dilakukan sebuah tindakan represif. Hal ini mengingat kehadiran
PKL telah memberikan dua bentuk kontribusi. Dengan adanya PKL telah
memunculkan berbagai permasalah bagi ketertiban keindahan kota. Hal ini seperti
sudah menjadi pekerjaan rumah dan warna tersendiri bagi Pemerintah Kota.
Adanya kebijakan dari Pemkot sudah dirasakan oleh PKL terutama masalah
ketertiban dan keindahan. Isi dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010
tentang Satpol PP Pasal 3 adalah Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah
di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Selain itu, Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.>!

Tidak hanya memiliki wewenang, sebagai Satpol PP ada fungsi yang sudah
tertuang dalam Pasal 5 yakni adanya penyusunan program dan pelaksanaan

penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

50 peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Pasal 1
51 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Pasal 3
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masyarakat serta perlindungan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan penegakan
Perda dan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. Pelaksanaan kebijakan
perlindungan masyarakat hingga pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil daerah, atau aparatur lainnya. Pengawasan terhadap masyarakat,
aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan

kepala daerah. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.%?

Sesuai dengan tupoksinya, maka seharusnya Satpol PP berwenang untuk
bertindak apabila diketahui atau diduga telah terjadi pelanggaran yang telah ada di
dalam pasal. Sehingga, Satpol PP tidak bersifat pasif tetapi proaktif melaksanakan

penegakkan pasal dan ayat mana saja dalam peraturan daerah yang telah dilanggar.

Peran Satpol PP makin strategis sebagai bagian dari perangkat daerah yang
bertugas untuk ikut membantu dan menjamin proses penegakan Peraturan Daerah
serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat. Harus diakui kendati
reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam kehidupan demokrasi,
transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi melahirkan imbas
munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial yang terkadang
bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum yang menjadi

kewenangan dan tugas Satpol PP.

52 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Pasal 5
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Berdasarkan kewenangan, Satpol PP dapat dianggap sebagai salah satu
pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah selain unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Selain itu, aparat Satpol PP
diharuskan memiliki sikap mental dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan
maksimal, pengayoman, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan
wewenang yang melekat pada Satpol PP langkah penertiban yang dilakukan adalah
membina, menertibkan dan menindak para PKL yang melanggar tanpa ada proses

penyidikan secara hukum.

D. Mekanisme Penyitaan Barang Dagangan PKL oleh Satpol PP

Dilema mengenai tata ruang kota terhadap PKL telah menjadi permasalahan
yang terjadi di setiap kota. Pemerintah menginginkan kotanya terlihat lebih rapid
dan indah, terkendala dengan adanya PKL yang berjualan pada daerah pendestrian
dan ruang hijau. Satpol PP merupakan perwakilan dari pemerintah yang
mempunyai tugas sebagai penegak dari peraturan daerah dan penyelenggraan
ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Mereka merupakan perangkat
daerah yang bertugas dalam lapangan untuk menertibkan pedagang kaki lima
tersebut. Seringkali petugas Satpol PP berjibaku dengan pedagang karena pedagang
merasa dirugikan atas perlakuan Satpol PP. Perlakuan tersebut dapat berupa
penyitaan barang milik PKL.

Indonesia merupakan negara hukum sehingga dalam melakukan sebuah
tindakan yang terkait dengan masalah ketertiban umum tentu ada aturan yang

berlaku juga dalam masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam hal
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ini mempunyai prinsip yang tertuang dalam sistem sangat penting untuk
mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan, yang disebut dengan good governance.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan potensi perubahan dalam
birokrasi agar mewujudkan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat.>

Pelaksanaan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan
keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Satpol PP, tentunya
tidak semudah untuk membalik tangan, terlebih lagi dalam melaksanakan
kewenangan ini Satpol PP dibatasi oleh kewenangan represif. Aparat Satpol PP
harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan PKL yang
memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya yang pada
akhirnya sampai pada munculnya konflik dalam hal ini adalah bentrokan yang
sering terjadi.

Menghadapi situasi ini Satpol PP harus dituntut dapat mengambil sikap
yang tepat dan bijaksana. Berkaitan dengan eksistensi Satpol PP dalam penegakan
hukum, sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satpol PP sangat
diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi daerah, dan tetap
memperhatikan hubungan dengan masyarakat . Terkait dengan masyarakat, hal
tersebut harus terus dijaga karena ujung tombak dari penegakan tersebut adalah
Satpol PP. Perkara menegakkan Perda memang menjadi suatu keharusan di Negara

yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam bernegara dan

%3 Dian Puji N. Simatupang, Kebijakan Anggaran Negara sebagai Perwujudan Kedaulatan
Rakyat, dalam Modul: Hukum Anggaran Negara, (Jakarta, Fakultas Hukum Ul, 2007), hal. 05
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bermasyarakat. Namun demikian, pertimbangan sosiologis dan kemanusiaan
semestinya juga menjadi bahan referensi bagi para penegak hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP juga melakukan penyitaan barang-
barang milik PKL yang dianggap membandel dan tidak mau bekerjasama dengan
mereka. Satpol PP merupakan aparat yang bertugas menangani PKL yang dianggap
melanggar aturan dalam cara berdagang sebab, mereka berdagang di ruang
kepentingan umum. Adanya hal inilah yang mendasari Satpol PP menyita barang
dagangan PKL jika dilakukan penertiban. Dalam hal ini, Satpol PP yng bertugas di
Pasar Jati Baru juga melakukan hal yang sama. PKL yang melanggar aturan maka
barang dagangannya akan disita. Barang dagangan meliputi gerobak, etalase, dan
lain-lain. Setiap kali ada penertiban tak jarang Satpol PP membawa barang
dagangan PKL untuk disita. Barang tersebut kemudian dibawa ke Kecamatan
Tanah Abang untuk pendataan dan diamankan di Kantor Pusat Satpol PP Gudang

Cakung.

“Oh tidak, semua barang dagangan yang disita dibawa ke Gudang Cakung
nah itu tuh adalah Kantor Pusat punya Satpol PP mbak. Satu DKI dibawa
kesana semua. Tapi sebelumnya pendataan dulu di Kecamatan nanti baru
disimpen barangnya di Gudang Cakung.”*

Barang dagangan PKL akan ditahan selama 14 hari di gudang penyitaan.
Akan tetapi, jika barang dagangan milik pedagang juga tak diurusnya ke Cakung,
PKL bisa tanggung akibatnya. Biasanya, PKL yang akan mengambil barang
dagangannya harus melewati prosedur yang ada yakni dengan mengikuti
persidangan terlebih dahulu dan denda dengan sejumlah uang. Apabila tidak diurus

maka barang mungkin saja akan dibongkar.

54 Wawancara dengan Endun, Sekretaris Kelurahan Kampung Bali pada 4 Juli 2017
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Gudang Cakung sendiri merupakan Kantor Pusat Satpol PP yang berlokasi
di Jakarta Timur. Kantor tersebut merupakan kantor legal milik Pemprov DKI
Jakarta dan halaman kantor tersebut sangat luas karena sengaja dibuat guna
menaruh berbagai macam barang hasil sitaan Satpol PP. Kantor tersebut pun
merupakan kantor pusat untuk seluruh barang sitaan lima Provinsi di DKI Jakarta

tanpa terkecuali.

“Wah iya resmi, orang Gudang Cakung itu milik Pemda kok. Kalo mba kesana
aja belum tentu bisa masuk. Penjagaannya sangat ketat mulai dari barang
dagangan apa aja ada dan sangat terperinci datanya. Pembungan dari 5 Provinsi
dibuang kesana semua.”*®

Penyitaan yang dilakukan Satpol PP kepada PKL adalah untuk tujuan
kepentingan pembuktian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Satpol PP bahwa
setiap hari dalam upaya penertiban mereka ditugaskan untuk memberikan laporan
berupa data dan dokumentasi serta penyitaan barang dagangan PKL. Maksud atau
tujuan penyimpanan benda sitaan adalah agar menghindari barang yang disita itu
tidak disalahgunakan, menguasai dan menikmati benda sitaan, menghindari hilang
atau rusaknya dan habisnya barang sitaan.

Penyitaan dilakukan sebagai langkah tegas atas dilakukannya pelanggaran
Peraturan Daerah yang kerap dilakukan oleh PKL dengan menggelar barang
dagangannya di lokasi yang tidak seharusnya yang menyebabkan terganggunya
ketertiban umum dan keindahan kota. Peringatan secara tertulis dan lisan bukan lagi
menjadi hal yang jarang dilakukan kepada PKL. Akan tetapi, sampai batas waktu

yang telah diberikan oleh petugas kepada PKL tidak dilakukan. Hal ini pula yang

55 Wawancara dengan Endun, Sekretaris Kelurahan Kampung Bali pada 4 Juli 2017
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memaksa Satpol PP mengambil langkah tegas dengan melakukan pembongkaran
paksa dan penyitaan barang. Untuk itu pihaknya melakukan tindakan tegas terhadap
sejumlah pelaku pelanggaran Perda tanpa pandang bulu karena terganggunya
ketertiban umum.

E. Analisis Resistensi PKL dan Satpol PP dalam Perspektif Konflik Ralf

Dahrendorf

Apabila berbicara mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah pasti mempunyai aturan hukum atau didasarkan pada asas legalitas,
yaitu bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Berbicara mengenai
kebijakan pemerintah berarti di sini adalah segala hal yang diputuskan oleh
pemerintah dan ditetapkan olehnya dengan proses yang totalitas. ldealnya proses
pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah,
sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kembali pada persolan pertama, bahwa
pemerintah memiliki suatu kebijakan untuk menangani masalah PKL, yaitu suatu
kebijakan yang melarang keberadaan PKL dengan dikeluarkannya Peraturan

Daerah Pasal 25 Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum.

Pemerintah pusat dan daerah serta aparat telah melakukan upaya yang
terbaik bagi para PKL. Artinya, bahwa pemerintah dan aparat tidak diam saja
menerima PKL yang bebas berjualan sesuka mereka tanpa izin. Larangan dan
teguran menjadi hal yang selalu dilakukan. Namun, beberapa PKL melakukan
berbagai aksi penolakan terhadap penertiban yang setiap hari dilakukan ini. Adanya

perbedaan persepsi dan logika dalam memandang suatu masalah antara pemerintah
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dengan PKL tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara

keduanya.

Untuk membahas permasalahan resistensi PKL ini digunakan teori yang
berpengaruh dalam kajian sosiologi yaitu teori konflik. Konflik telah menjadi
bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika dan
perubahan sosial baik itu ekonomi politik dan budaya. Konflik merupakan suatu
tingkah laku yang dibedakan dengan emosi-emosi tertentu yang sering
dihubungkan dengan kebencian atau permusuhan. Konflik dalam masyarakat dapat
membawa keadaan yang baik karena mendorong perubahan masyarakat, dan
keadaan buruk apabila berkelanjutan tanpa mengambil solusi yang dianggap
bermanfaat bagi semua pihak sebagai akhir dari konflik, artinya tidak hanya dicari

sebab konflik, tetapi juga bagaimana cara mengatasinya.

Konflik untuk menganalisis studi kasus dalam skripsi ini adalah konflik
pandangan Ralf Dahrendorf. Dahrendorf menggunakan teori perjuangan kelas
Marsian untuk membangun teori kelas dan pertentangan kelasnya dalam
masyarakat industri kontemporer. Dahrendorf melihat kelompok-kelompok
pertentangan sebagai kelompok yang lahir dari kepentingan-kepentingan bersama
para individu yang mampu berorganisasi. Proses ini ditempuh melalui perubahan
semua kelompok menjadi kelompok kepentingan yang mampu memberi dampak
pada struktur. Lembaga-lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari kepentingan-
kepentingan itu dan kemudian merupakan jembatan di atas mana perubahan sosial

itu terjadi.
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Kasus resistensi antara Satpol PP dengan PKL dapat dianalisis dengan teori
Dahrendorf. Sebab Dahrendorf mengemukakan teori konfliknya melalui
pembahasan tentang wewenang dan posisi. Adanya perbedaan wewenang adalah
satu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta
perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus
menjadi perhatian utama. Kekuasaan dan wewenang bagi Dahrendorf senantiasa
menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam setiap struktur.>®
Hal ini dapat dilihat mengenai Satpol PP dan PKL yang merupakan dua
karakteristik penuh perbedaan. Satpol PP dan PKL merupakan dua label yang
dilekatkan pada kedua objek yang memiliki perbedaan terutama dalam hal
kepentingan. Satpol PP sebagai salah satu perangkat Negara yang dipercaya
memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya menertibkan jalan dari gangguan-
gangguan agar jalan terlihat lebih rapid an meminimalisir terjadinya kemacetan

jalan.

Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu penguasa dan orang
yang dikuasai atau dengan kata lain atasan dan bawahan. Sehingga dalam kelompok
akan terdapat dalam dua perkumpulan yakni kelompok yang berkuasa dan
kelompok yang dibawahi. Kedua kelompok ini mempunyai kepentingan berbeda.
Bahkan, menurut Ralf, mereka dipersatukan oleh kepentingan yang sama. Otoritas
yang melekat pada posisi adalah unsur kunci adalam analisis Dahrendorf. Otoritas

secara tersirat menyatakan superordinasi dan subordinasi.

56 Anthony Giddens, Problematika Utama dalam Teori Sosial. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2009),
Hal 19.
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Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan mengendalikan
bawahan. Artinya, mereka berkuasa karena harapan dari orang yang berada
disekitar mereka, bukan karena ciri-cri psikologis mereka sendiri. Otoritas bukanlah
fenomena sosial yang umum, mereka tunduk pada control dan mereka yang

dibebaskan dari kontrol ditentukan di dalam masyarakat.

Wewenang adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap
wewenang yang ada, akan terkena sanksi. Dengan demikian masyarakat disebut
oleh Dahrendorf sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa. Perbedaan
antara otoritas dan kekuasaan, kekuasaan cenderung menaruh kepercayaan pada
kekuatan, sedangkan otoritas adalah kekuasaan yang dilegitimasi kekuasaan yang
telah mendapat pengakuan umum. Butiran yang penting sekali ialah bahwa suatu
asosiasi yang harus dikoordinasi adalah setiap organisasi di mana otoritas itu ada
yang secara praktis harus melibatkan semua organisasi dan keberadaan otoritas itu

sendiri menciptakan kondisi-kondisi untuk konflik.

Dahrendrof mengatakan hal itu bersifat memisahkan. Alasan untuk itu
adalah bahwa hal itu menimbulkan kepentingan-kepentingan yang bertentangan
dan peran yang diharapkan. Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber
yang menakutkan dan mereka yang memegangnya memiliki kepentingan untuk
mempertahankan status quo. Dia mengatakan hal itu merupakan kepentingan
objektif, yang terbentuk di dalam peran-peran itu sendiri, bersamaan dengan
kepentingan atau fungsi dari semua peran dalam mempertahankan organisasi itu

sebagai keseluruhan. Dunia sosial karenanya distruktur ke dalam kelompok-
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kelompok yang secara potensial mengandung konflik, apa yang Dahrendrof sebut

sebagai quasi group.

Kekuasaan itu selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang
dikuasai, maka akibatnya dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang
saling bertentangan seperti Satpol PP dan PKL yang merupakan dua kelompok jika
dipertemukan selalu saja terjadi kekisruhan di awal maupun di akhir pertemuan,
maklum saja sebab kaum pedagang merasa sangat diberatkan jika haruss berpindah
tempat dari lokasi biasanya. Namun, tetap saja wewenang Satpol PP adalah sah

maka Satpol PP dan PKL ini tak kunjung mendapat sebuah jalan keluar.

Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan
peranan yang diharapkan oleh golongan itu yang oleh Dahrendorf disebut sebagai
peranan laten. Selanjutnya, Dahrendorf membedakan golongan yang terlibat
konflik itu atas dua tipe, yaitu kelompok semu dan kelompok kepentingan. Dalam
hal ini Satpol PP dapat dipandang sebagai kelompok semu dan PKL sebagai
kelompok kepentingan. Sebab, Satpol PP merupakan para pemegang kekuasaan dan
jabatan yang disertai kepentingan tertentu yang lama terbentuk karena munculnya

kelompok kepentingan.

Sedangkan PKL merupakan kelompok kepentingan yang menjadi sumber
nyata timbulnya konflik dalam masyarakat. Kemudian terdapat mata rantai antara
konflik dan perubahan sosial, konflik memimpin ke arah perubahan dan
pembangunan. Dalam situasi ini, golongan akan terlihat melakukan tindakan-

tindakan untuk mengadakan perubahan dalam struktur sosial seperti halnya
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resistensi yang terjadi antara PKL dan Satpol PP di Pasar Jati Baru Tanah Abang
Jakarta Pusat. Konflik yang terjadi secara hebat maka dari itu perubahan yang
timbul bersifat radikal. Serta jika terjadi bentuk perlawanan dengan kekerasan

perubahan struktural lebih efektif.

Salah satu tujuan Dahrendorf yang utama adalah menjelaskan kondisi-
kondisi dimana kepentingan laten itu menjadi manifest dan kelompok semu itu
dapat diubah menjadi kelompok-kelompok kepentingan yang serifat konflik.®’
Dalam teori konfliknya, Dahrendorf memiliki pandangan bahwa manusia adalah
makhluk sosial yang mempunyai andil dalam terjadinya disintegrasi dan perubahan
sosial.”® Masyarakat dalam berkelompok dan hubungan sosial didasarkan atas dasar
dominasi yang menguasai orang atau kelompok yang tidak mendominasi.
Dahrendorf memusatkan perhatian pada struktur sosial yang lebih luas. Dia

menyebut otoritas tidak terletak dalam individu tapi dalam posisi.

Resistensi yang terjadi antara PKL dengan Satpol PP menyebabkan
terjadinya sebuah konflik. Proses sosial yang ditekankan dalam model konflik
berlaku untuk hubungan sosial antara kelompok dalam dan kelompok luar.
Kekuatan solidaritas internal dan integrasi kelompok dalam akan bertambah tinggi
karena tingkat permusuhan atau konflik dengan kelompok luar bertambah besar.
Dengan adanya dua sisi tersebut terjadi suatu bentuk integrasi yang kuat antara

kelompok pedagang sebagai kelompok yang merasa dirugikan dengan pembuat

57 Doyle Paul Johnson, Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid 11, (Jakarta: PT Gramedia, 1986),
hal 182.
%8 |bid., hal 186.
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kebijakan. Kelompok pedagang ini melakukan perlawanan agar dapat melawan

kebijakan yang melarang mereka untuk berjualan.

Skema Il

Analisis Konflik Perspektif Ralf Dahrendorf

Ralf Dahrendorf

l

Kelompok Semu Perbedaan Kelompok
Kepentingan Kepentingan
*
PKL

Satpol

PP
| Fakta Sosial

Sumber : Analisis Pribadi 2017

Satpol PP merupakan kelompok kepentingan yang mempunyai otoritas dan
kewenangan atas kuasa yang diberikan oleh pemerintah untuk mengawasi dan
menertibkan pihak-pihak yang melanggar aturan. Dalam posisi ini, Satpol PP

mempunyai otoritas yang mampu mengendalikan kelompok-kelompok
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dibawahnya. Sedangkan PKL, merupakan kelompok yang tidak dapat mendominasi

kelompok lain dan tidak mempunyai otoritas yang andil dalam struktur pemerintah.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Resistensi merupakan sebuah perlawanan yang dilakukan oleh PKL kepada
Aparat yang berupaya menertibkan PKL dengan landasan aturan undang-
undang yang sudah dibuat resmi oleh pemerintah. PKL sendiri adalah pelaku
usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan
bersifat sementara di fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang
yang mudah dibongkar pasang dan dipindahkan. PKL yang berada di JI. Kb.
Jati 18 No.25, Kp. Bali, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta
merupakan PKL illegal yang selalu menjadi sasaran penertiban oleh Satpol PP
sekaligus menjadi lokasi penulisan pada skripsi ini. PKL di Pasar Jati Baru
melakukan berbagai bentuk resistensi guna mempertahankan lahan yang

digunakan untuk mereka berjualan.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL di Pasar Jati Baru
Tanah Abang terhadap penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah
melalui beberapa bentuk perlawanan biasanya dilakukan dalam lingkup kecil
adalah seperti hinaan dan cacian sebagai bentuk protes mereka terhadap Satpol
PP karena menganggap tindakan perlawanan sebagai tindakan awal yang
dianggap sepihak. Selain itu ada beberapa bentuk perlawanan yang lemah
seperti negosiasi dan main kucing-kucingan dengan petugas dan menebus
barang dagangan yang telah disita serta mereka mencari tempat sembunyi.

Bentuk perlawanan yang dilakukan mulai dari hinaan, cacian, kemudian
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kekerasan sudah menjadi hal yang biasa dan bisa diterima setiap dilakukannya
penertiban.

Faktor yang menyebabkan PKL melakukan resistensi adalah karena faktor
ketidakadilan. Para PKL merasa sudah membayar sejumlah uang yang setiap hari
diberikan kepada orang yang dipercaya sebagai pemegang pasar dengan dalih uang
kebersihan dan keamanan. Selain itu, berdagang di Pasar Jati Baru merupakan mata
pencaharian untuk bertahan hidup. Hal ini menjadi jalan keluar bagi mereka untuk
mempertahankan kehidupan mereka di tengah Ibukota Jakarta yang memang
memiliki tingkat kesulitan ekonomi yang cukup tinggi. Para PKL menggantungkan
hidupnya untuk menghidupi keluarga meskipun selalu bertentangan dengan aturan
pemerintah yang telah dibuat. Hal ini pula lah yang membuat mereka tidak memiliki
pilihan selain mempertahankan eksistensi mereka masing-masing. Senada dengan
aturan pemerintah yang selalu mengupayakan penertiban untuk PKL seimbang
dengan kegigihan PKL yang mempertahankan lokasi berjualan. Sebab bagi PKL,

kota merupakan sebuah pasar yang dapat memberi keuntungan komersial.
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A. Saran

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan yang telah dilakukan, maka

beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi penulisan ini adalah :

1. Meskipun PKL dinilai dapat memperbaiki perekonomian yang buruk di
perkotaan, namun sebaiknya PKL lebih berusaha untuk koperatif terhaadp
peraturan daerah yang sudah dibuat oleh pemerintah dan berlaku mengatur
ketertiban dan keamanan. PKL seharusnya membatu Pemkot memperbaiki
dan menjaga keindahan kota dengan berusaha untuk berjualan di tempat
yang telah ditetapkan dan menjaga keteriban dan keamanan serta kebersihan
di tempat-tempat yang telah ditetapkan untuk berjualan. Perlu dimunculkan
kesadaran dari diri masing-masing bahwa mereka tetap salah karena
berjualan di tempat yang dilarang dan mengganggu kepentingan umum.

2. Sebaiknya Satpol PP selaku aparat yang membantu pemerintah dalam
membentuk kota yang indah serta diberikan kewenangan untuk menjaga
keteriban dan kemanan di Kota Jakarta khususnya Pasar Jati Baru Tanah
Abang lebih bijak dan lebih tegas lagi dalam menangani dan menertibkan
PKL yang semakin menyebar diberbagai titik pusat perbelanjaan. Hal ini
dilakukan agar keinginan pemerintah yang mengupayakan kota menjadi
lebih baik akan lebih tertata dan dapat mengurangi kemacetan terutama di

kawasan-kawasan sekitar Pasar.
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3. Untuk pemerintah sebaiknya mengakomodir dan memfasilitasi PKL untuk
berjualan dengan menyediakan tempat berjualan yang layak dan nyaman
untuk mereka. Sebab PKL tidak bisa dihindari karena kehadirannya pun
dibutuhkan oleh banyak orang. Masalah yang selama ini menjadi alas an
untuk PKL adalah mahalnya harga biaya sewa toko yang disediakan untuk
berjualan. Selain itu, seharusnya ada sosialisasi antara Pemerintah, Satpol
PP, dan PKL dalam memberlakukan kota dengan keadaan yang lebih baik
lagi. Hal ini dilakukan agar PKL mengerti mengapa pemerintah selalu
melakukan penertiban terhadap tempat yang mereka gunakan untuk
berjualan. Perlu adanya jalan tengah agar kedua pihak antara Satpol PP dan
PKL mampu berjalan beriringan, mengingat PKL merupakan asset yang
jika dikelola dengan baik mampu menjadi penggerak perekonomian di Kota

Jakarta.
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PEDOMAN WAWANCARA

Informan Kunci (Pedagang Kaki Lima)

Nama
Usia

Z
o

Pertanyaan

Siapa nama Anda?

Berapa usia Anda?

Apa dagangan yang Anda jual di sini?

Sejak kapan Anda jualan di sini?

Selain berdagang di sini apakah Anda memiliki pekerjaan lain?

Sebelum berdagang di sini apa pekerjaan Anda?

Sebelum berdagang di sini Anda berdagang dimana?

Kenapa memilih pasar ini untuk dijadikan lokasi berdagang?

OO N0 BW N

Pukul berapa Anda mulai berdagang?

10. | Kenapa Anda lebih memilih menjadi PKL dari pada menyewa ruko?

11. | Berapa kira-kira penghasilan yang Anda dapat dari hasil berjualan di sini?

12. | Apakah selama Anda menjadi PKL disini sering ada Satpol PP yang bertugas untuk
melakukan penertiban?

13. | Pukul berapa biasanya Satpol PP melakukan penertiban?

14. | Jika sedang ada penertiban apa yang Anda lakukan?

15. | Apa alasan Anda masih berdagang di sini padahal sudah ada larangan yang nyata

16. | Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan ada penertiban oleh Satpol
PP?

17. | Apakah ada perasaan kesal saat ada penertiban?

18. | Apakah ketika penertiban Anda bertengkar dengan Satpol PP?

19. | Saat melakukan penertiban apakah Satpol PP bertindak arogan/ kasar?

20. | Saat penertiban dilakukan adakah perlawanan dari Anda untuk melindungi
dagangan Anda dan diri Anda? Jika ada seperti apa perlawanannya.

Keterangan :

Ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima yang berjumlah 4 orang

Bertujuan untuk mengetahui seperti apa situasi dan perlawanan yang
dilakukan oleh PKL ketika penertiban dilakukan

Bertujuan mengetahui bentuk resistensi dan dinamika resistensi dari para
PKL




144

PEDOMAN WAWANCARA

Informan pendukung (Pengunjung dan Petugas Parkir di Pasar Jati Baru)
Nama :
Usia

=z
o

Pertanyaan

Nama Anda siapa?

Apa profesi Anda?

Sudah berapa lama Anda berada di Pasar Jati Baru?

Mengapa Anda memilih Pasar Jati Baru untuk bekerja?

Ketika sedang ada penertiban bagaimana suasana Pasar Jati Baru?

Apa yang Anda lakukan ketika sedang ada penertiban?

Apakah pedagang tetap ramai meskipun ada penertiban?

XN~

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penertiban yang rutin dilakukan?

Keterangan :
e Ditujukan kepada informan pendukung yakniwarga dan petugas parkir di
Pasar Jati Baru
e Bertujuan mengetahui bentuk resistensi dari para PKL

PEDOMAN WAWANCARA

Informan Kunci (Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban)
Nama :

Usia
Jabatan
No. Pertanyaan
1. Mengapa PKL di sekitar Pasar Jati Baru harus ditertibkan?
2. Apakah ada kesulitan atau kendala saat menertibkan pedagang PKL di sekitar
Pasar Jati Baru?
3. Jika ada, seperti apa kesulitan tersebut?
4. Apa sebenarnya tugas Satpol PP dalam upaya selalu mengecek kondisi Pasar
Jati Baru?
5. Berapa kali penertiban dilakukan?
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6. Berapa lama Satpol PP berjaga di sekitar Pasar?

7. Apakah ketika penertiban akan dilakukan Satpol PP mengeluarkan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada PKL?

8. Adakah perlawanan dari PKL ketika sedang dilakukannya penertiban?
Seperti apa bentuk perlawanan tersebut?

9. Jika ada PKL yang memberontak apakah sanksinya?

10. Ketika melakukan penertiban, apakah Satpol PP terlebih dahulu menasehati
para PKL?

Keterangan :

Ditujukan kepada Satpol PP yang bertugas menertibkan PKL di Pasar Jati
Baru untuk mengetahui bentuk resistensi yang terjadi

Bertujuan untuk mengetahui seperti apa situasi dan perlawanan yang
dilakukan oleh PKL ketika penertiban dilakukan

Bertujuan mengetahui bentuk dan dinamika resistensi dari para PKL

PEDOMAN WAWANCARA
Triangulasi Data (Warga Jati Baru)
Nama :
Usia
Profesi
No. Pertanyaan
1. Nama Anda siapa?
2. Apa profesi Anda?
3. Sudah berapa lama Anda berada di Pasar Jati Baru?
4. Mengapa Anda memilih Pasar Jati Baru untuk bekerja?
5. Ketika sedang ada penertiban bagaimana suasana Pasar Jati Baru?
6. Apa yang Anda lakukan ketika sedang ada penertiban?
7. Apakah pedagang tetap ramai meskipun ada penertiban?
8. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penertiban yang rutin dilakukan?
Keterangan :

Ditujukan kepada warga Jati Baru sebagai langkah triangulasi data
Bertujuan mengetahui bentuk resistensi dari para PKL
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Triangulasi Data (Sekertaris Kelurahan Kampung Bali)

Nama

Usia

Profesi

No. Pertanyaan

1. Nama Anda siapa?

2. Sejak kapan kelurahan ini menugaskan Satpol PP untuk menertibkan Pasar Jati
Baru?

3. Kenapa Pasar Jati Baru harus ditertibkan?

4. Apakah cukup sulit untuk menjalankan kebijakan pemerintah terkait penertiban
PKL?

S. Apakah PKL di Pasar Jati Baru menghidupkan perekonomian?

6. Apakah ada kewenangan bagi Satpol PP dalam melakukan tugas?

7. Apakah benar bahwa Satpol PP yang bertugas di Pasar Jati Baru ditugaskan dari
Kelurahan Kampung Bali?

8. Jika ada barang dagangan PKL disita oleh petugas, apakah dibawa ke kelurahan
Pak?

9. Apakah itu Kantor legal atau ilegal Pak?

10. | Apakah Kantor Pusat Satpol PP Gudang Cakung hanya menampung barang
dagangan khusus PKL Tanah Abang saja?

11. | Siapa yang bertugas di Gudang Cakung Pak?

12. | Apakah kantornya umum Pak?

13. | Apakah disana hanya untuk membuang barang milik PKL saja pak? Adakah asset
Pemda dari Kelurahan atau Kecamatan yang dibuang disana?

14. | Apakah ada Gudang Pusat lain di Jakarta untuk menampung barang PKL?

15. | Apa cuman dagangan PKL aja Pak yang dibawa saat ada penertiban?

Keterangan :

Ditujukan kepada Sekretaris Kelurahan Kampung Bali, Kec Tanah Abang
Jakarta Pusat sebagai langkah triangulasi data

Bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa Pasar Jati Baru di tertibkan
dan untuk mengatahui kemana barang daganga PKL yang telah disita
disimpan oleh Satpol PP
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

1) Informan Kunci ( Pedagang Kaki Lima)

Nama : Rizal Abdul Munir
Usia : 35 Tahun
Jenis dagangan : Pedagang Baju

Waktu Wawancara : 13 Maret 2017

No.

Pertanyaan

Siapa nama Anda?
Rizal Abdul Munir

Berapa usia Anda?
35 tahun

Apa dagangan yang Anda jual di sini?
Baju- baju remaja

Sejak kapan Anda jualan di sini?
Baru 3 bulan

Selain berdagang di sini apakah Anda memiliki pekerjaan lain?
Tidak dagang, saya dulu di Surabaya

Sebelum berdagang di sini apa pekerjaan Anda?
Bekerja di Surabaya sebagai orang yang bantu-bantu dalam usaha catering

Sebelum berdagang di sini Anda berdagang dimana?
Belum pernah berdagang, dari Surabaya langsung coba menjadi PKL di sini

Kenapa memilih pasar ini untuk dijadikan lokasi berdagang?
Karena pasarnya ramai sekali dan banyak orang lewat dibanding pasar yang
lain

Pukul berapa Anda mulai berdagang?
Mulai pukul 10 pagi pulangnya jam 5 sore. Tapi kalo lagi ada penertiban pagi-
pagi ya berdagangnya pas jam 12 ke atas supaya aman.

10.

Kenapa Anda lebih memilih menjadi PKL dari pada menyewa ruko?
lya, sebenarnya gamau jadi PKL abis capek dikejar-kejar terus sama Satpol
PP tapi mau gimana abis sudah nyaman sama lingkungannya.

11.

Berapa kira-kira penghasilan yang Anda dapat dari hasil berjualan di sini?
Kalo lagi ramai bisa 500 rlbu perhari

12.

Apakah selama Anda menjadi PKL disini sering ada Satpol PP yang bertugas
untuk melakukan penertiban?
lya, setiap hari Satpol PP selalu datang

13.

Pukul berapa biasanya Satpol PP melakukan penertiban?
Dari jam 7 pagi sampe jam 1 siang
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14.

Jika sedang ada penertiban apa yang Anda lakukan?
Kadang menghindari penertiban yang biasanya dilakukan pagi hari, atau kalo
sudah terlanjur berdagang ya suka ngumpet aja gitu nanti balik lagi.

15.

Apa alasan Anda masih berdagang di sini padahal sudah ada larangan yang
nyata?

Abis saya bingung mau ngapain lagi kalau tidak berdagang.Meskipun saya tau
udah dilarang tapi kalau tidak berdagang disini keluarga saya mau makan apa
mbak. Udah gitu kan kita di sini udah bayar uang kebersihan dan keamanan
setiap hari jadi ya dagang aja kalopun diusir ya balik aja kan udah bayar.

16.

Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan ada penertiban oleh
Satpol PP?

Tidak ada, mendadak. Kalau saya sendiri sudah afal jadwal Satpol PP
melakukan penertiban.

17.

Apakah ada perasaan kesal saat ada penertiban?
lya, saya merasa sangat lelah dikejar-kejar terus

18.

Apakah ketika penertiban Anda bertengkar dengan Satpol PP?
Tidak, saya lebih baik diam karena percuma

19.

Saat melakukan penertiban apakah Satpol PP bertindak arogan/ kasar?
Kalau penertiban rutin sih engga, kalau ada penertiban gabungan bisa jadi

20.

Saat penertiban dilakukan adakah perlawanan dari Anda untuk melindungi
dagangan Anda dan diri Anda? Jika ada seperti apa perlawanannya.

Ya kalo saya paling lari aja, males untuk beradu mulut. Tapi dagangan saya
pernah kena diangkut ke mobil jadinya saya marah tapi gak main fisik

2) Informan Kunci ( Pedagang Kaki Lima)

Nama : Antonius Chaniago
Usia : 48 Tahun
Jenis dagangan : Baju Anak-anak

Waktu Wawancara : 20 Maret 2017

No.

Pertanyaan

Siapa nama Anda?
Antonius Chaniago

Berapa usia Anda?
48 tahun

Apa dagangan yang Anda jual di sini?
Baju anak-anak usia 5-10 tahun

Sejak kapan Anda jualan di sini?
Saya dagang dari tahun 2005
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5. | Selain berdagang di sini apakah Anda memiliki pekerjaan lain?
Tidak ada

6. | Sebelum berdagang di sini apa pekerjaan Anda?
Dulu saya karyawan kerja di Blok C punya tetangga tokonya

7. | Sebelum berdagang di sini Anda berdagang dimana?
Di Blok C

8. | Kenapa memilih pasar ini untuk dijadikan lokasi berdagang?
Karena lingkungannya sangat nyaman dan rekan kerja yang sopan dan
bersaing secara sehat

9. | Pukul berapa Anda mulai berdagang?
Dari pagi jam 10

10. | Kenapa Anda lebih memilih menjadi PKL dari pada menyewa ruko?
Saya sudah pernah waktu itu bekerja di ruko tempat tetangga saya terus saya
suka nanya sama temen saya itu berapa kira-kira harga sewanya dan saya tau
biaya sewanya cukup mahal untuk setiap bulan dibayarkan jadi ya mendingan
buka lapak disini aja untungnya juga lumayan keliatan mbak dan gak rugi
untuk terus-terusan bayar sewa ruko

11. | Berapa kira-kira penghasilan yang Anda dapat dari hasil berjualan di sini?
Tidak tergaMbakr sih, bisa sekitar 500an keatas

12. | Apakah selama Anda menjadi PKL disini sering ada Satpol PP yang bertugas
untuk melakukan penertiban?
lya setiap hari

13. | Pukul berapa biasanya Satpol PP melakukan penertiban?Biasanya sih dari
pagi mereka setiap hari datang terus dan berjaga di sini

14. | Jika sedang ada penertiban apa yang Anda lakukan?
Saya paling hanya meminggirkan barang dagangan aja, pura-pura diberesin
sendiri

15. | Apa alasan Anda masih berdagang di sini padahal sudah ada larangan yang
nyata?
Sudah nyaman sama lingkungannya, pedagangnya sopan dan sama-sama
bersaing secara baik. Terus ada yang suka maintain uang juga, ya sukarela sih
kadang 2rb sampai 5rb buat uang keamanan katanya.

16. | Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan ada penertiban oleh
Satpol PP?
Tidak ada tapi pedagang pasti sudah afal kalau mau ada penertiban, biasanya
dari mulut ke mulut saja

17. | Apakah ada perasaan kesal saat ada penertiban?

lya, merasa lelah dan kesal.
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18. | Apakah ketika penertiban Anda bertengkar dengan Satpol PP?
Kalau Satpol PP nya tidak rese ya diam saja tetapi ada beberapa Satpol PP
yang rese baru dilawan biasanya adu mulut

19. | Saat melakukan penertiban apakah Satpol PP bertindak arogan/ kasar?
Ada yang iya ada juga yang ramah

20. | Saat penertiban dilakukan adakah perlawanan dari Anda untuk melindungi

dagangan Anda dan diri Anda? Jika ada seperti apa perlawanannya.

Paling ya tadi adu mulut tapi saya pernah berantem sama Satpol PP karena
terlalu memaksa, ya saya pukul sedikit tapi Satpol PP waktu itu tidak
melawan

3) Informan Kunci (Pedagang Kaki Lima)

Nama : Nurmala
Usia 149 Tahun
Jenis dagangan : Minuman dan Makanan

Waktu Wawancara : 20 Maret 2017

No. Pertanyaan
1. | Siapa nama Anda?
Nurmala
2. Berapa usia Anda?
49 Tahun
3. | Apadagangan yang Anda jual di sini?
Saya menjual makanan-makanan kecil saja dan minuman
4. | Sejak kapan Anda jualan di sini?
Sejak tahun 2014 menggantikan Ibu saya
5. | Selain berdagang di sini apakah Anda memiliki pekerjaan lain?
Sekarang hanya di sini saja
6. | Sebelum berdagang di sini apa pekerjaan Anda?
Berdagang nasi uduk
7. | Sebelum berdagang di sini Anda berdagang dimana?
Di sekitar rumah membuka usaha nasi uduk setiap pagi
8. | Kenapa memilih pasar ini untuk dijadikan lokasi berdagang?
Ya saya hanya meneruskan usaha Ibu saja, kalau kosong kan sayang jadi
lebih baik saya teruskan saja
9. Pukul berapa Anda mulai berdagang?
Sekitar pukul 11:00 siang tapi kalau hari llbur saya berdagang pukul 08:00
10. | Kenapa Anda lebih memilih menjadi PKL dari pada menyewa ruko?
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Karena dari dulu Ibu saya sudah berdagang di sini.

11. | Berapa kira-kira penghasilan yang Anda dapat dari hasil berjualan di sini?
Bisa 100.000 — 150.000 sehari kalau bersih

12. | Apakah selama Anda menjadi PKL disini sering ada Satpol PP yang
bertugas untuk melakukan penertiban?
lya setiap hari

13. | Pukul berapa biasanya Satpol PP melakukan penertiban?
Dari pagi kalau PKL Mbak

14. | Jika sedang ada penertiban apa yang Anda lakukan?
Kalau saya karena dagangannya kecil aja jadi suka di pinggirkan saja sama
Satpol PP

15. | Apa alasan Anda masih berdagang di sini padahal sudah ada larangan yang
nyata?
lya sebenarnya saya juga rada merasa ribet berjualan di sini cuman karena
Ibu saya sudah lama saja jadi saya cukup merasa aman untuk meneruskan
usahanya udah gitu penghasilannya lumayan besar.

16. | Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan ada penertiban oleh
Satpol PP?
Tidak ada, mereka memang rutin dating

17. | Apakah ada perasaan kesal saat ada penertiban?
Kalau saya sih tidak, cuman terkadang suka kasihan kalau lihat pedagang
lain yang ditertibkan

18. | Apakah ketika penertiban Anda bertengkar dengan Satpol PP?
Banyak Mbak, biasanya lebih banyak Ibu-1bu yang tidak terima

19. | Saat melakukan penertiban apakah Satpol PP bertindak arogan/ kasar?
Setau saja sih baik-baik semua

20. | Saat penertiban dilakukan adakah perlawanan dari Anda untuk melindungi

dagangan Anda dan diri Anda? Jika ada seperti apa perlawanannya.
Saya paling hanya diam karena Satpol PP tidak pernah rese sama dagangan
saya. Paling hanya menegur halus
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4) Informan Kunci (Pedagang Kaki Lima)

Nama : Robert
Usia : 48 Tahun
Jenis dagangan : Baju

Waktu Wawancara : 20 Maret 2017

No. Pertanyaan
1. | Siapa nama Anda?
Robert
2. Berapa usia Anda?
40 Tahun
3. | Apadagangan yang Anda jual di sini?
Baju-baju anak muda aja Mbak
4. | Sejak kapan Anda jualan di sini?
Saya belum lama di sini, karena hanya menggantikan Ayah saya berjualan
5. | Selain berdagang di sini apakah Anda memiliki pekerjaan lain?
lya, saya bekerja dibidang pelayaran tapi karena lagi llbur jadi saya
meMbakntu Ayah
6. | Sebelum berdagang di sini apa pekerjaan Anda?
Pelayaran
7. | Sebelum berdagang di sini Anda berdagang dimana?
Di daerah Jawa sana Mbak
8. Kenapa memilih pasar ini untuk dijadikan lokasi berdagang?
lya, Ayah saya memang sudah lama di sini sejak saya belum menikah
9. | Pukul berapa Anda mulai berdagang?
Saya berdagang pukul 07.00 pagi hingga jam 17:00
10. | Kenapa Anda lebih memilih menjadi PKL dari pada menyewa ruko?
Karena meneruskan usaha Ayah
11. | Berapa kira-kira penghasilan yang Anda dapat dari hasil berjualan di sini?
Sekitar 600.000 — 700.000 Mbak
12. | Apakah selama Anda menjadi PKL disini sering ada Satpol PP yang
bertugas untuk melakukan penertiban?
lya, setiap hari
13. | Pukul berapa biasanya Satpol PP melakukan penertiban?
Pagi Mbak kadang jam 07:00 pagi juga sudah mulai penertiban
14. | Jika sedang ada penertiban apa yang Anda lakukan?
Saja kadang sengaja ngumpet dulu
15. | Apa alasan Anda masih berdagang di sini padahal sudah ada larangan yang
nyata?
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lya, karena selain ini adalah usaha Ayah dan saya rasa penertiban tidak akan
membuat jera para PKL

16.

Apakah ada pemberitahuan terlebih dahulu jika akan ada penertiban oleh
Satpol PP?
Tidak, semua berjalan setiap hari secara rutin

17.

Apakah ada perasaan kesal saat ada penertiban?
lya saya capek apalagi jika ada penertiban gabungan

18.

Apakah ketika penertiban Anda bertengkar dengan Satpol PP?
Saya sih tidak

19.

Saat melakukan penertiban apakah Satpol PP bertindak arogan/ kasar?
Biasanya kalau arogan atau kasar gitu yang penertiban gabungan

20.

Saat penertiban dilakukan adakah perlawanan dari Anda untuk melindungi
dagangan Anda dan diri Anda? Jika ada seperti apa perlawanannya.

Adu mulut dan jika kena penertiban ya saya sedikit membela diri dengan
melawan mereka

5) Informan Kunci (Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban)

Nama
Usia
Jabatan

: Aldo
: 38 Tahun
: Komandan Satpol PP

Waktu Wawancara : 13 Maret 2017

No. Pertanyaan

1. Mengapa PKL di sekitar Pasar Jati Baru harus ditertibkan?
Karena memang dari dulu PKL di sini sudah mendapat aturan harus
ditertibakan karena dianggap mengganggu keindahan tata kota dan membuat
macet

2. Apakah ada kesulitan atau kendala saat menertibkan pedagang PKL di sekitar
Pasar Jati Baru?
lya banyak kendala yang membuat emosi naik turun

3. Jika ada, seperti apa kesulitan tersebut?
Misalnya saja penertiban yang dilakukan sering ada perlawanan kecil seperti
hinaan dan makian

4. Apa sebenarnya tugas Satpol PP dalam upaya selalu mengecek kondisi Pasar
Jati Baru?
Saya ditugaskan langsung dari Walikota untuk setiap hari mengunjungi pasar
Jati meskipun hanya melakukan pengamatan

5. Berapa kali penertiban dilakukan?
Setiap hari mesti dilakukan
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Berapa lama Satpol PP berjaga di sekitar Pasar?
Operasi berlangsung tiga kali sehari yaitu pukul 07:00, 12:00, dan sekitar 15:00

Apakah ketika penertiban akan dilakukan Satpol PP mengeluarkan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada PKL?
Tidak ada, operasi dilakukan secara dadakan

Adakah perlawanan dari PKL ketika sedang dilakukannya penertiban? Seperti
apa bentuk perlawanan tersebut?

lya, yang sering dialami hinaan dari PKL, jika ada penertiban gabungan
biasanya timbul kekerasan dari pihak PKL

Jika ada PKL yang memberontak apakah sanksinya?
Ambil saja barang dagangannya jika susah diberitahu

10.

Ketika melakukan penertiban, apakah Satpol PP terlebih dahulu menasehati
para PKL?

lya, awalnya diberitahu dulu tapi jika dagangannya terlalu menggangu ya bisa
langsung diangkut ke mobil

6) Informan Kunci (Satpol PP yang bertugas melakukan penertiban)

Nama
Usia
Jabatan

: R Napitapuli
: 42 Tahun
: Anggota Satpol PP

Waktu Wawancara : 20 Maret 2017

No. Pertanyaan
1. Mengapa PKL di sekitar Pasar Jati Baru harus ditertibkan?
Karena sudah menjadi peraturan yang harus dilakukan
2. Apakah ada kesulitan atau kendala saat menertibkan pedagang PKL di sekitar
Pasar Jati Baru?
Saat ini PKL sudah mulai bisa diatur
3. Jika ada, seperti apa kesulitan tersebut?
Paling kesulitannya ya memberitahu tapi mereka tidak terima
4. Apa sebenarnya tugas Satpol PP dalam upaya selalu mengecek kondisi Pasar Jati
Baru?
Untuk memastikan semua berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu aspek lain
5. Berapa kali penertiban dilakukan?
Setiap hari secara bergilir
6. Berapa lama Satpol PP berjaga di sekitar Pasar?
Tiga kali sehari. Pagi, siang, dan sore hari
7. Apakah ketika penertiban akan dilakukan Satpol PP mengeluarkan pemberitahuan
terlebih dahulu kepada PKL?
Tidak ada, mereka selalu tahu karena sudah menjadi hal rutin
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8. Adakah perlawanan dari PKL ketika sedang dilakukannya penertiban? Seperti apa
bentuk perlawanan tersebut?
Biasanya cacian dan jika ada penertiban gabungan itu lebih agresif PKL nya
biasanya ada yang memukul

9. Jika ada PKL yang memberontak apakah sanksinya?
Ambil barang dagangannya

10. Ketika melakukan penertiban, apakah Satpol PP terlebih dahulu menasehati para
PKL?
lya diberikan arahan dulu secara halus, jika masih tetap berdagang ya baru
diambil barang dagangannya

7) Informan pendukung (Pengunjung di Pasar Jati Baru)

Nama
Usia

: Rahma Wendra
149 Tahun

Waktu Wawancara : 09 Juni 2017

No.

Pertanyaan

1.

Nama Anda siapa?
Rahma Wendra

Apa profesi Anda?
Wiraswasta, saya punya usaha kecil-kecilan di rumah. Dagangin baju.

Sudah berapa lama Anda menjadi konsumen di Pasar Jati Baru?
Dari tahun 2015

Mengapa Anda memilih Pasar Jati Baru sebagai distributor usaha anda?
Ya karena barang-barangnya lebih murah, gampang ditawar juga

Ketika sedang ada penertiban bagaimana suasana Pasar Jati Baru?

Wah, semerawut banget. Tanpa penertiban aja kondisinya udah bikin pusing.
Kalo sedang ada penertiban itu PKL langsung repot sendiri, keadaannya jadi
gaduh

Apa yang Anda lakukan ketika sedang ada penertiban?
Saya paling ngeliatin aja, kadang kasian sih sama pedagangnya

Apakah pedagang tetap ramai meskipun ada penertiban?
lya, yang saya lihat pedagangnya cuman beres-beres sebentar terus nanti
jualan lagi gak lama

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penertiban yang rutin dilakukan?
Saya sih setuju, supaya lebih teratur aja. Tapi PKL nya jangan sampe
ditiadakan. Karena sangat membantu banyak orang terutama pedagang kecil-
kecilan kaya saya. Soalnya barang disini murah.
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8) Informan pendukung (Petugas Parkir di Pasar Jati Baru)

Nama
Usia

: Rudi
: 38 Tahun

Waktu Wawancara : 20 Maret 2017

No.

Pertanyaan

Nama Anda siapa?
Rudi

Apa profesi Anda?
Saya petugas parkir di pasar Jati Baru

Sudah berapa lama Anda berada di Pasar Jati Baru?
Sudah dari 2012 Mbak

Mengapa Anda memilih Pasar Jati Baru untuk bekerja?

lya, awalnya saya diajak teman untuk parkir di pasar Tanah Abang terus
karena sudah banyak tukang parkir jadi saya pindah ke sini karena masih
belum ada

Ketika sedang ada penertiban bagaimana suasana Pasar Jati Baru?
Tetap ramai seolah pedagang sudah biasa saja tapi jika ada penertiban
gabungan ya suka kacau keadaannya

Apa yang Anda lakukan ketika sedang ada penertiban?
Saya hanya melihat saja dan menyaksikan

Apakah pedagang tetap ramai meskipun ada penertiban?
lya pedagang masih tetap ramai tapi biasanya kalau pagi tidak seramai siang
hari

Bagaimana tanggapan Anda mengenai penertiban yang rutin dilakukan?
Menurut saya Satpol PP hanya untuk menertibkan dan mengawasi pedagang
yang jualan di pinggir trotoar
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Triangulasi Data (Warga Jati Baru)

Nama : Pedro Karaskalao
Usia : 50 Tahun
Profesi : Wiraswasta
No. Pertanyaan
1. Nama Anda siapa?
Pedro Karaskalao
2. Apa profesi Anda?
Saya cuman warga yang kebetulan dari dulu memang menjaga ketertiban di
pasar ini dan rutin mengontrol ketertiban di sini
3. Sudah berapa lama Anda berada di Pasar Jati Baru?
Dari tahun 1990
4. Mengapa Anda memilih Pasar Jati Baru untuk bekerja?
Ya karena teman-teman saya banyak di sini dan sudah banyak yang kenal
5. Ketika sedang ada penertiban bagaimana suasana Pasar Jati Baru?
Dulu sih masih ada perlawanan, tapi saya melihat saat ini perlawanan sudah
berkurang ya karena percuma Satpol PP akan tetap melakukan tugasnya
6. Apa yang Anda lakukan ketika sedang ada penertiban?
Saya paling membantu teman-teman terdekat saya jika ada Satpol PP yang
berlebihan dalam melakukan penertiban
7. Apakah pedagang tetap ramai meskipun ada penertiban?
lya, pasar ini tidak pernah sepi pedagang maupun pembeli
8. Bagaimana tanggapan Anda mengenai penertiban yang rutin dilakukan?

Saya merasa keberatan sekali walaupun saya tidak memiliki lapak di sini tapi
saya merasa iba dengan teman-teman yang setiap hari kejar-kejaran dengan
Satpol PP

Triangulasi Data (Sekertaris Kelurahan Kampung Bali)

Nama : Endun
Usia : 51 Tahun
Profesi . Sekretaris Kelurahan Kampung Bali
No. Pertanyaan
1. Nama Anda siapa?
Panggil Aja Bapak Endun
2. Sejak kapan kelurahan ini menugaskan Satpol PP untuk menertibkan Pasar

Jati Baru?
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Sebenarnya Satpol PP mah sudah ada sejak lama, tetapi bukan hanya dari
kelurahan ini saja, mereka tergabung dalam kelurahan kebon kacang juga
ada.

Kenapa Pasar Jati Baru harus ditertibkan?
Karena kondisinya tidak memungkinkan lagi, buat macet, buat kotor

Apakah cukup sulit untuk menjalankan kebijakan Pemerintah terkait
penertiban PKL?

Tugas kita itu mudah ya hanya menjadikan kota menjadi bersih aja gitu
mbak, Cuma ya PKL ini selalu sulit diatur jadi yaudah yang susah susah
diatur kami kasih tau ke Satpol PP nya kalo barang dagangannya diangkat
aja biar kapok gak jualan disitu lagi

Apakah PKL di Pasar Jati Baru menghidupkan perekonomian?

Mereka berjualan di trotoar seperti itu sebenarnya membantu sekali mbak
dalam segi perekonomian mereka karena tukang apa aja pasti ada yang beli
walaupun sepia tau kondisinya hujan gitu ya tapi pasti ada saja yang beli
dari pada mereka harus menganggur kan

Apakah ada kewenangan bagi Satpol PP dalam melakukan tugas?
lya semua tugasnya, haknya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 2010.

Apakah benar bahwa Satpol PP yang bertugas di Pasar Jati Baru ditugaskan
dari Kelurahan Kampung Bali?

Sebenarnya yang mengerahkan Satpol PP di Pasar Jati Baru bukan kita tapi
Manpol Kecamatan. Namun karena Pasar Jati Baru masuk wilayah
Kampung Bali maka kami yang tanggung jawab meski semua yang
mengatur adalah Manpol.

Jika ada barang dagangan PKL disita oleh petugas, apakah dibawa ke
kelurahan Pak?

Oh tidak, semua barang dagangan yang disita dibawa ke Gudang Cakung
Kantor Pusat Satpol PP tapi sebelumnya pendataan dulu di Kecamatan nanti
baru disimpen barangnya di Gudang Cakung.

Apakah itu Kantor legal atau llegal Pak?

Wah iya resmi, orang Gudang Cakung itu milik Pemda kok. Kalo mba
kesana aja belum tentu bisa masuk. Penjagaannya sangat ketat mulai dari
barang dagangan apa aja ada dan sangat terperinci datanya. Pembungan dari
5 Provinsi dibuang kesana semua.

10.

Apakah Kantor Pusat Satpol PP Gudang Cakung hanya menampung barang
dagangan khusus PKL Tanah Abang saja?




159

Oh tidak, kantor itu menampung seluruh penyitaan barang PKL se DKI
Jakarta. Semua dikumpulkan disitu. Makannya mbak kalo kesana pasti kaget
melihat kondisinya. Macam-macam barang disana pasti ada.

11.

Siapa yang bertugas di Gudang Cakung Pak?

Satpol PP yang ditugaskan dari provinsi. Kemudian, mereka ditugaskan
masing-masing sesuai dengan divisinya di Kantor sana.

12.

Apakah kantornya umum Pak?

Tertutup Mbak, gak sembarangan orang masuk. Penjagaannya ketat sekali
saja aja pernah ditolak disangka mau tolong PKL yang barangnya diambil.

13.

Apakah disana hanya untuk membuang barang milik PKL saja pak? Adakah
asset Pemda dari Kelurahan atau Kecamatan yang dibuang disana?

Ada Gudang khusus pembuangan asset Pemda yang sudah tidak terpakai
namanya Gudang Pulau Mas. Apabila Gudang Pulau Mas sudah tidak
menampung lagi maka sampah dibawa ke Gudang Cakung.

14.

Apakah ada Gudang Pusat lain di Jakarta untuk menampung barang PKL?

Tidak ada, Karena dari seluruh DKI Jakarta semua ditampung kesitu Mbak.

15.

Apa cuman dagangan PKL aja Pak yang dibawa saat ada penertiban?

Ada juga parkir liar Mbak. Biasanya motor yang ikut parkir ditempat yang
tidak boleh meskipun sudah bayar ya motornya diangkut dan dibawa ke
Gudang Cakung.




160

RIWAYAT HIDUP

Melisa Octaviani yang biasa dipanggil akrab Melisa, lahir di
Jakarta pada 19 Oktober 1995. Anak pertama dari dua bersaudara
ini mengawali pendidikannya di TK Islam Darusaadah pada umur

6 tahun. Kemudian melanjutkan ke jejang Sekolah Dasar Negeri

Pondok Bambu 07 Pagi Duren Sawit dan selesai pada tahun 2007.

!
<

Kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SMPN 51 Jakarta yang

diselesaikan pada tahun 2010. Setelah itu melanjutkan ke SMAN 100 Jakarta
hingga selesai tahun 2013. Tidak berhenti sampai di situ ia kembali melanjutkan
pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi dan kuliah di jurusan Sosiologi
dengan program studi Pendidikan Sosiologi di Fakultas llmu Sosial, Universitas
Negeri Jakarta pada tahun 2013 lewat jalur SNMPTN. Selama menempuh
pendidikan di Universitas Negeri Jakarta penulis sempat aktif di dalam organisasi

Badan Legislatif Mahasiswa selama satu tahun.

Untuk mendapatkan gelar S. Pd penulis melakukan penulisan di Pasar Jati
Baru Tanah Abang Jakarta Pusat dengan judul penulisan “Resistensi Sektor
Informal Perkotaan” dengan Studi Kasus Empat Pedagang Kaki Lima di Pasar Jati
Baru Tanah Abang Jakarta Pusat. Selama penulisan berlangsung, penulis

memfokuskan pada resistensi PKL di Pasar Jati Baru.

Dalam penulisan, penulis menyadari memiliki banyak sekali kekurangan
dalam penulisan skripsi yang telah dibuat. Oleh karena itu apabila ada masukan,
kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan penulisan ini,

silahkan hubungi penulis ke email Melisaoctaviani2114@gmail.com.



mailto:Melisaoctaviani2114@gmail.com

